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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN
NOMOR SE-1/PJ/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Pejabat Eselon Il di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
Kepala Kantor Wilayah;

Kepala Unit Pelaksana Teknis;

> nh =

Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Umum

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan, terdapat beberapa ketentuan baru mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan
antara lain pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan,
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Pemberitahuan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Bukti Permulaan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian atas petunjuk teknis
Pemeriksaan Bukti Permulaan yang sebelumnya ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti
Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Dengan demikian, perlu disusun Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Pelaksana
Penegakan Hukum, Kantor Pelayanan Pajak, dan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak
lainnya dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan.
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2.

Tujuan
Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan agar terdapat keseragaman dalam
pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

sehingga Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:

1

2
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4.
5.
6
7
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9.

10.
11.
12.
13.

pengertian;

ruang lingkup dugaan peristiwa pidana;

. jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan;

dasar pengusulan, Penelaahan, dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan;
persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;

pengungkapan ketidakbenaran perbuatan;

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui seketika;

evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan;

format dokumen Pemeriksaan Bukti Permulaan;

prosedur; dan

ketentuan peralihan.

D. Dasar

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan
untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
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Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai
Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang
Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

E. Uraian

1.

Pengertian

a. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

b. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

C. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa.

d. Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan adalah
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi
Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.

e. Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

tentang Bea Meterai.
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Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah perbuatan yang diancam dengan
sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-
Undang Bea Meterai, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan
Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk
mendapatkan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana
di Bidang Perpajakan.

Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan,
tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa
sedang atau telah terjadi suatu Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan
oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Pemeriksa Bukti Permulaan adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang untuk melakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang selanjutnya disebut
Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak
Pidana di Bidang Perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
Informasi adalah keterangan yang disampaikan secara lisan atau tertulis, baik
dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan
dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan.

Data adalah kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa
surat, dokumen, buku, atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan
elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya
Bukti Permulaan.

Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat
elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol, atau perforasi.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh orang atau institusi karena

hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada
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pejabat yang berwenang, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik,
mengenai dugaan telah atau sedang atau akan terjadinya Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang, baik dalam bentuk elektronik
maupun bukan elektronik, untuk menindak menurut hukum orang pribadi atau
badan yang diduga telah melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Bahan Bukti adalah buku, catatan, dokumen, keterangan, informasi, data, dan/atau
benda lainnya, yang dapat digunakan untuk menemukan Bukti Permulaan.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah surat perintah untuk
melakukan pemeriksaan dalam rangka mendapatkan Bukti Permulaan tentang
adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan adalah perubahan atas
Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah diterbitkan.

Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah dokumentasi yang dibuat oleh
Pemeriksa Bukti Permulaan mengenai prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan
yang ditempuh, Bahan Bukti yang dikumpulkan, analisis Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan, dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah laporan yang disusun oleh
Pemeriksa Bukti Permulaan yang mengungkapkan tentang pelaksanaan,
kesimpulan, dan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Laporan Kejadian adalah laporan tertulis tentang adanya Peristiwa Pidana yang
terdapat Bukti Permulaan sebagai dasar dilakukan Penyidikan.

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke
kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah informasi yang memuat
hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan kepada orang pribadi atau
badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah informasi yang
memuat tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan kepada

orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
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Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan adalah
informasi yang memuat perubahan atas Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Bukti Permulaan yang disampaikan kepada orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Unit Pelaksana Penegakan Hukum adalah unit kerja di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak yang mempunyai wewenang melaksanakan tugas dan fungsi
penegakan hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang menjadi
kewenangan Direktorat Jenderal Pajak.

Unit Pelaksana Penegakan Hukum Pusat adalah Direktorat yang mempunyai
wewenang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum terhadap Tindak
Pidana di Bidang Perpajakan.

Unit Pelaksana Penegakan Hukum Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak.

Penelaahan adalah kegiatan dalam rangka membahas usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, konsep hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau penanganan Tindak
Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui seketika, sebagai pertimbangan bagi
kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum dalam pengambilan keputusan.

Tim Penelaah adalah tim yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala Unit
Pelaksana Penegakan Hukum yang bertugas melakukan Penelaahan.

Perolehan Data Elektronik adalah kegiatan untuk mendapatkan Data Elektronik
meliputi kegiatan mengakses, mengunduh, dan/atau menggandakan Data
Elektronik.

Forensik Digital adalah kegiatan penanganan Data Elektronik melalui serangkaian
prosedur, teknik, dan cara untuk mengidentifikasi, memperoleh, mengolah, dan
menganalisis Data Elektronik sehingga menghasilkan informasi yang dapat
dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara hukum yang dilakukan oleh ahli
Forensik Digital.

Laporan Progres Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang selanjutnya
disebut Laporan Progres adalah laporan yang dibuat oleh tim Pemeriksa Bukti
Permulaan yang berisi informasi tentang perkembangan pelaksanaan Pemeriksaan
Bukti Permulaan dan temuan lain di luar peristiwa pidana yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Laporan Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang selanjutnya disebut
Laporan Pengembangan adalah laporan yang dibuat dalam hal terdapat usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dari hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Peristiwa Pidana adalah peristiwa yang mengandung Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan.
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I Kolaborasi Penegakan Hukum yang selanjutnya disebut Kolaborasi adalah kegiatan
sinergi yang melibatkan fungsi penegakan hukum dan fungsi lainnya di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari sektor
perpajakan.

mm. Keadaan Sebenarnya adalah keadaan jumlah pembayaran dalam rangka
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat
(3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sama dengan
atau lebih besar dari jumlah kerugian pada pendapatan negara, jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, atau
jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak

yang dilakukan menurut hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

2. Ruang Lingkup Dugaan Peristiwa Pidana
Ruang lingkup dugaan Peristiwa Pidana, meliputi:
a. pasal pidana yang disangkakan;
b. masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak, atau waktu kejadian; dan

c. jenis pajak, dalam hal terdapat jenis pajak.

3. Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan
a. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan.
b. Jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan dihitung sejak:

1) tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan
kepada orang pribadi atau badan, dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan
dilakukan secara terbuka; atau

2) tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima oleh Pemeriksa
Bukti Permulaan, dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara
tertutup.

c. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau tertutup berakhir pada saat

diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

4. Dasar Pengusulan, Penelaahan, dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
a. Dasar Pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
1) Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan laporan hasil
pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dari
kegiatan:

a) intelijen;



2)

3)

b) pengawasan;

c) Pemeriksaan;

d) pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau

e) pengembangan Penyidikan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berkaitan dengan masa pajak,
bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan
pajak, dapat dilakukan atas data yang memuat dugaan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan selain yang termuat dalam surat ketetapan pajak.

Tim Penelaah menolak usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Waijib
Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan dan telah menerima surat

pemberitahuan hasil Pemeriksaan.

Pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Melibatkan Lebih dari Satu Unit

Pelaksana Penegakan Hukum

1)

2)

3)

Unit Pelaksana Penegakan Hukum Wilayah dapat mengusulkan Pemeriksaan
Bukti Permulaan dari hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau
pengembangan Penyidikan yang berkaitan dengan orang pribadi atau badan
yang berada di luar wilayah kerjanya.

Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan pembahasan terlebih
dahulu oleh Unit Pelaksana Penegakan Hukum Wilayah sebelum disampaikan
ke Unit Pelaksana Penegakan Hukum Pusat.

Atas usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan Penelaahan oleh
Unit Pelaksana Penegakan Hukum Pusat dengan melibatkan Unit Pelaksana

Penegakan Hukum Wilayah terkait.

Pengayaan Data Intelijen Perpajakan

1)

2)

3)

Permintaan pengayaan data intelijen perpajakan dilakukan dalam hal terdapat
usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berasal dari kegiatan pengawasan,
Pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau
pengembangan Penyidikan.

Unit yang bertugas menyelenggarakan administrasi Pemeriksaan Bukti
Permulaan meminta pengayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada
unit yang melakukan kegiatan intelijen perpajakan.

Unit yang melakukan kegiatan intelijen perpajakan menyampaikan jawaban
permintaan pengayaan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak surat permintaan
diterima.

Penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dapat dilakukan
meskipun permintaan pengayaan belum mendapatkan jawaban.

Dalam hal terdapat data hasil pengayaan yang diterima setelah Penelaahan

dilakukan yang berpotensi mengubah kesimpulan Penelaahan atas usulan
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Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti

Permulaan dapat dilakukan kembali.

d. Penelaahan Pemeriksaan Bukti Permulaan

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Penelaahan dilakukan atas:

a) usulan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

b) konsep hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau

c) penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui seketika.

Penelaahan dilakukan atas aspek formal dan material.

Penelaahan atas aspek formal dilakukan dengan memastikan tahapan

administrasi dasar Penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelaahan atas aspek material dilakukan untuk memastikan bahwa terdapat:

a) dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Penelaahan atas
usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau

b) Bukti Permulaan tentang adanya dugaan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan, dalam hal Penelaahan atas konsep hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan atau penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang
diketahui seketika.

Penelaahan dilaksanakan oleh Tim Penelaah yang minimal terdiri dari:

a) 1 (satu) pejabat administrator;

b) 1 (satu) pejabat pengawas; dan

c) 1 (satu) penyidik,

di lingkungan Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Penelaahan dilaksanakan dengan melibatkan:

a) pihak yang mengusulkan, dalam hal diperlukan penjelasan pada
Penelaahan atas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

b) Pemeriksa Bukti Permulaan, dalam hal Penelaahan atas konsep hasil
Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau

c) pegawaiyang melakukan penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan,
dalam hal Penelaahan atas penanganan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan yang diketahui seketika.

Selain melibatkan pihak atau pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 6),

Penelaahan juga dapat mengikutsertakan:

a) pegawai yang melakukan fungsi pengawasan kode etik atau unsur
kepatuhan internal; dan/atau

b) pihak atau pegawai berdasarkan pertimbangan kepala Unit Pelaksana

Penegakan Hukum.
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13)

14)

15)

16)

17)

18)
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Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum memberikan keputusan akhir

Penelaahan dalam hal tidak terdapat kesepakatan, dengan dapat

mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Penelaah.

Hasil Penelaahan dituangkan dalam berita acara Penelaahan.

Kegiatan Penelaahan menjadi kinerja bagi Tim Penelaah.

Pengukuran kinerja dalam kegiatan Penelaahan diatur lebih lanjut dalam

ketentuan mengenai manajemen kinerja.

Unit Pelaksana Penegakan Hukum Pusat dapat melaksanakan Penelaahan atas

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berasal dari unit Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Pajak dan/atau unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Unit Pelaksana Penegakan Hukum Wilayah dapat melaksanakan Penelaahan

atas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berasal dari unit kerja di

lingkungan Unit Pelaksana Penegakan Hukum Wilayah tersebut.

Penelaahan atas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan paling lama:

a) 2 (dua) bulan setelah usulan diterima dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan berasal dari kegiatan intelijen, pengawasan, pengembangan
Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan; atau

b) 1 (satu) bulan setelah usulan diterima dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan berasal dari kegiatan Pemeriksaan.

Penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada

angka 1) huruf a) dilaksanakan untuk:

a) mengidentifikasi dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

b) mengidentifikasi potensi kerugian pada pendapatan negara;

c) menentukan jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan terbuka atau tertutup;
dan/atau

d) memberikan rekomendasi tindak lanjut atas usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana dimaksud pada

angka 15) huruf a) merupakan modus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan

ruang lingkup dugaan Peristiwa Pidana.

Identifikasi potensi kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud

pada angka 15) huruf b) dilakukan melalui penghitungan potensi kerugian pada

pendapatan negara.

Dalam hal potensi kerugian pada pendapatan negara tidak dapat dihitung secara

pasti, potensi kerugian pada pendapatan negara ditentukan:

a) paling sedikit sejumlah kerugian pada pendapatan negara yang dapat

dihitung; atau
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b) paling sedikit sejumlah perkiraan kerugian pada pendapatan negara, dalam
hal potensi kerugian pada pendapatan negara belum dapat ditentukan.
Dalam hal Wajib Pajak yang diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan sedang
dilakukan Pemeriksaan atau telah diterbitkan instruksi Pemeriksaan, identifikasi
potensi kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada angka

17) juga mempertimbangkan potensi pajak yang kurang dibayar.

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka sebagaimana dimaksud

pada angka 15) huruf ¢) dalam hal:

a) terdapat potensi pemulihan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan;

b) Wajib Pajak yang diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan sedang dilakukan
Pemeriksaan; atau

c) Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap dugaan Tindak Pidana
sebagaimana diatur dalam:

(1) Pasal 41A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan;

(2) Pasal 41C Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan;

(3) Pasal 41A Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; ata u

(4) Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan
Perpajakan.

Rekomendasi tindak lanjut atas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

sebagaimana dimaksud pada angka 15) huruf d) ditindaklanjuti dengan:

a) Pemeriksaan Bukti Permulaan;

b) Pemeriksaan;

C) pengawasan; atau

d) pemanfaatan data pada proses bisnis terkait yang sedang berjalan.

Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

1)

2)
3)

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh tim Pemeriksa Bukti Permulaan
yang menerima Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Tim Pemeriksa Bukti Permulaan terdiri dari ketua tim dan anggota tim.

Ketua tim yang merupakan supervisor bertanggung jawab mengendalikan
Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilaksanakan oleh tim Pemeriksa Bukti
Permulaan, yang antara lain meliputi penyusunan perencanaan, memastikan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah
disusun, serta menentukan simpulan dan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti

Permulaan yang dilaksanakan oleh tim-nya.
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Anggota tim melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan supervisi

dari ketua tim yang merupakan supervisor.

Peran ketua dan anggota tim Pemeriksa Bukti Permulaan diuraikan lebih lanjut

dalam standar operasi prosedur.

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan berdasarkan:

a) laporan hasil pengembangan dan analisis dari kegiatan intelijen,
pengawasan, Pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan,
atau pengembangan Penyidikan; dan

b) berita acara Penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan paling lama 1 (satu)

bulan sejak Penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui, dalam

hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan penangguhan

Pemeriksaan.

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Surat Perintah

Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan dapat memuat Pemeriksa Bukti

Permulaan dari beberapa Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Surat Perintah

Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka

8) dapat diterbitkan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Unit

Pelaksana Penegakan Hukum Pusat.

Unit Pelaksana Penegakan Hukum Pusat dapat meminta penerbitan Surat

Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Pemeriksaan Bukti

Permulaan Perubahan kepada Unit Pelaksana Penegakan Hukum Wilayah.

Sebelum penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, Unit

Pelaksana Penegakan Hukum meneliti kembali:

a) penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak; dan

b) status Pemeriksaan Wajib Pajak.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11)

huruf a) diketahui terdapat penyampaian Surat Pemberitahuan yang berpotensi

mengubah kesimpulan Penelaahan atas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
sebelumnya, dilakukan Penelaahan kembali.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11)

huruf b) diketahui bahwa Waijib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan atau telah

diterbitkan instruksi Pemeriksaan, dilakukan Penelaahan kembali.
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Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan dan Pembatalan Surat

Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Unit Pelaksana Penegakan Hukum dapat menerbitkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan atau membatalkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal terdapat:

a) perubahan Unit Pelaksana Penegakan Hukum;

b) perubahan tim Pemeriksa Bukti Permulaan; dan/atau

c) kesalahan administratif.

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan diterbitkan apabila:

a) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan telah disampaikan ke
orang pribadi atau badan, dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara
terbuka; atau

b) Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan telah disampaikan ke tim
Pemeriksa Bukti Permulaan, dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan
secara tertutup.

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dibatalkan apabila:

a) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan belum disampaikan ke
orang pribadi atau badan, dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara
terbuka; atau

b) Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan belum disampaikan ke tim
Pemeriksa Bukti Permulaan, dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan
secara tertutup.

Dalam hal terdapat perubahan Unit Pelaksana Penegakan Hukum sebagaimana

dimaksud pada angka 1) huruf a), Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

Perubahan diterbitkan oleh Unit Pelaksana Penegakan Hukum baru berdasarkan

permintaan dari Unit Pelaksana Penegakan Hukum Pusat.

Dalam hal terjadi perubahan tim Pemeriksa Bukti Permulaan sebagaimana

dimaksud pada angka 1) huruf b), tim Pemeriksa Bukti Permulaan lama membuat

Laporan Progres.

Dalam hal terdapat perubahan Unit Pelaksana Penegakan Hukum dan/atau

perubahan tim Pemeriksa Bukti Permulaan, tim Pemeriksa Bukti Permulaan lama

menyerahkan berkas, dokumen, data dan barang lainnya terkait Pemeriksaan

Bukti Permulaan kepada tim Pemeriksa Bukti Permulaan baru.

5. Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut.

a.

Perencanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, meliputi:

1)

mempelajari dokumen yang menjadi dasar Pemeriksaan Bukti Permulaan;
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2) mencari dan mempelajari data dan/atau informasi terkait orang pribadi atau
badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, seperti melalui data
dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, internet, dan media
massa;

3) melakukan pembahasan dengan pihak terkait; dan

4) membuat rencana kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan.

b. Koordinasi, meliputi:

1) koordinasi dengan pihak internal Direktorat Jenderal Pajak yang dapat
memberikan informasi awal tentang profil orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan/atau

2) koordinasi dengan fungsional pemeriksa pajak, dalam hal Pemeriksaan Bukti
Permulaan dilakukan dengan penangguhan Pemeriksaan.

c. Observasi Lapangan dan/atau Pengamanan
1) Observasilapangan dilakukan tanpa berinteraksi langsung dengan orang pribadi

atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

2) Observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:

a) keberadaan orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan dan pihak terkait;

b) keberadaan Bahan Bukti;

c) situasi dan kondisi di lokasi yang akan dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan;

d) sarana prasarana yang diperlukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan;

e) kebutuhan bantuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki
sertifikat keahlian Forensik Digital; dan

f) kebutuhan bantuan pengamanan dari aparat yang berwenang.

3) Dalam hal berdasarkan observasi diketahui bahwa terdapat kebutuhan
pengamanan, dapat dimintakan bantuan pengamanan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan/atau pimpinan instansi
terkait.

d. Permintaan Informasi Keuangan kepada Unit Pengelola Data Direktorat Jenderal
Pajak dilakukan dengan mengajukan permintaan informasi keuangan atas orang
pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau pihak
terkait lainnya.

e. Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan secara tertutup, kegiatan
persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan tetap menjaga

kerahasiaan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
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6. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Secara Terbuka

1) Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Perpanjangan Jangka Waktu

Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti

Permulaan Perubahan

a) Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

(1)

Penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

kepada orang pribadi, badan, atau kuasa yang dilakukan Pemeriksaan

Bukti Permulaan dan kepala Kantor Pelayanan Pajak dilakukan paling

lama 1 (satu) bulan setelah Surat Perintah Pemeriksaan Bukti

Permulaan diterbitkan.

Penyampaian pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada

orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan

dilakukan terlebih dahulu sebelum penyampaian pemberitahuan kepada
kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Pada saat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan

secara langsung atau saat pertama kali bertemu dengan pihak yang

dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan:

(a) Pemeriksa Bukti Permulaan menandatangani pakta integritas
bersama-sama dengan orang pribadi, wakil dari badan, atau kuasa
yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

(b) orang pribadi, wakil dari badan, atau kuasa yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan menandatangani surat pernyataan
pemberian persetujuan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk
melaksanakan wewenang Pemeriksa Bukti Permulaan; dan

(c) Pemeriksa Bukti Permulaan didampingi oleh pegawai Direktorat
Jenderal Pajak yang memiliki sertifikat Forensik Digital,
berdasarkan permintaan bantuan.

Pada saat penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti

Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan dapat didampingi oleh pegawai

di lingkungan Unit Pelaksana Penegakan Hukum yang ditunjuk untuk

memantau pemenuhan kewajiban dan penggunaan kewenangan

Pemeriksa Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan

penangguhan Pemeriksaan, penyampaian pemberitahuan
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Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan bersamaan dengan
penyampaian pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan.

Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan

kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti

Permulaan dan kepala Kantor Pelayanan Pajak disampaikan paling lama 1

(satu) hari sebelum jatuh tempo penyampaian Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

Perubahan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan

Bukti Permulaan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Perintah

Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan diterbitkan.

Surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, surat pemberitahuan

perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan surat

pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan

disampaikan secara langsung di:

(1) tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas, dan/atau tempat lain dari orang pribadi atau badan
yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

(2) kantor Direktorat Jenderal Pajak; atau

(3) tempat lain yang dianggap patut dan wajar.

Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan surat pemberitahuan

Pemeriksaan Bukti Permulaan, surat pemberitahuan perpanjangan jangka

waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan surat pemberitahuan Surat

Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan tidak dapat disampaikan

secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf d), penyampaian

dapat dilakukan:

(1) melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman
berupa pos tercatat atau resi pengiriman;

(2) melalui faksimile dengan bukti pengiriman faksimile; atau

(3) secara elektronik dengan bukti pengiriman elektronik.

Kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e) berupa:

(1) keadaan kahar seperti bencana alam, wabah, atau kerusuhan;

(2) keterbatasan anggaran; atau

(3) orang pribadi atau keluarga orang pribadi yang telah dewasa, wakil dari
badan, atau kuasa yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak

ditemukan pada saat pemeriksaan lapangan.
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Orang pribadi atau keluarga orang pribadi yang telah dewasa sebagaimana

dimaksud dalam huruf f) angka (3) yaitu orang pribadi atau keluarga orang

pribadi yang:

(1) sudah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah menikah;
dan

(2) tidak berada dalam pengampuan.

Peminjaman Berkas pada Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

a)

c)

Peminjaman berkas dapat dilakukan kepada:

(1) Kantor Pelayanan Pajak;

(2) unit pengolahan data dan dokumen perpajakan; atau

(3) unit kerja lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Peminjaman berkas ke unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
dapat dilakukan selama berlangsungnya Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Peminjaman berkas ke unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

dilakukan dengan menyampaikan permintaan peminjaman berkas.

Perolehan dan Peminjaman Bahan Bukti di Lokasi Pemeriksaan Bukti Permulaan

a)

Peminjaman Bahan Bukti dari Pemeriksaan Bukti Permulaan di lapangan

dilakukan setelah penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

Termasuk Bahan Bukti yang dipinjam sebagaimana dimaksud dalam huruf

a) adalah Data Elektronik.

Perolehan dan peminjaman Data Elektronik dilakukan melalui kegiatan

Forensik Digital yang dilengkapi dengan izin akses dan/atau pengunduhan

data elektronik dari pihak yang memiliki atau menguasai perangkat

elektronik tersebut.

Kegiatan Forensik Digital dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak

dengan ketentuan:

(1) memiliki kompetensi di bidang Forensik Digital yang dibuktikan dengan
sertifikat pelatihan dan/atau sejenisnya;

(2) mampu menjelaskan setiap langkah, tahapan, justifikasi, keputusan
yang dibuat dalam kegiatan Forensik Digital,

(3) memperhatikan kelancaran layanan publik dan integritas atau keutuhan
data; dan

(4) memastikan seluruh rangkaian kegiatan Forensik Digital harus
terdokumentasi dengan baik.

Tata cara dan contoh format dokumen yang diperlukan dalam kegiatan

Forensik Digital mengacu pada ketentuan mengenai Forensik Digital di

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
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Setelah upaya persuasif berupa peminjaman Bahan Bukti sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) tidak dipenuhi oleh orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan dapat
melakukan penyegelan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagai

upaya terakhir, dalam rangka menjaga integritas Bahan Bukti.

4) Perolehan Bahan Bukti yang Dikuasai oleh Pemeriksa Pajak

5)

a)

Bahan Bukti yang sebelumnya telah dipinjam oleh pemeriksa pajak dari
Wajib Pajak yang telah dilakukan penangguhan Pemeriksaan dapat
dimanfaatkan dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Perolehan Bahan Bukti yang dikuasai oleh pemeriksa pajak dilakukan
melalui peminjaman kepada Wajib Pajak, seketika setelah dilakukan
pengembalian Bahan Bukti tersebut oleh pemeriksa pajak kepada Wajib
Pajak dimaksud.

Sebelum dilakukan peminjaman Bahan Bukti sebagaimana dimaksud dalam
huruf b), Pemeriksa Bukti Permulaan berkoordinasi dengan pemeriksa pajak
untuk menentukan daftar Bahan Bukti yang akan dipinjam.

Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai dan Pemeriksaan yang
ditangguhkan dilanjutkan kembali, Bahan Bukti sebagaimana dimaksud
dalam huruf a) dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk kemudian dipinjam
oleh pemeriksa pajak.

Peminjaman Bahan Bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dilakukan
dengan mengundang Waijib Pajak di lokasi Bahan Bukti berada atau tempat

lain yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Pengumpulan Bahan Bukti

a)

Peminjaman Bahan Bukti secara tertulis.

Peminjaman Bahan Bukti dapat dilakukan dalam hal terdapat Bahan Bukti

yang belum didapatkan pada saat perolehan Bahan Bukti:

(1) dilokasi sebagaimana dimaksud pada angka 3); dan/atau

(2) yang dikuasai oleh pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada
angka 4).

Permintaan keterangan dan/atau bukti.

(1) Permintaan keterangan dan/atau bukti dapat dilakukan kepada pihak-
pihak yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan termasuk permintaan keterangan terhadap ahli.

(2) Permintaan keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada

angka (1) dilakukan dengan surat panggilan atau surat permintaan.
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(3) Surat panggilan atau surat permintaan sebagaimana dimaksud pada

angka (2) disampaikan secara langsung, melalui pos, jasa ekspedisi,

jasa kurir, melalui faksimile, atau secara elektronik.

(4) Ketentuan permintaan keterangan dan/atau bukti melalui surat

panggilan sebagai berikut:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Permintaan keterangan dan/atau bukti dilakukan melalui:

i. surat panggilan dengan memperhatikan tenggang waktu yang
wajar antara diterimanya panggilan sampai dengan
pemenuhan panggilan; atau

ii. surat panggilan yang segera disampaikan jika pihak yang
dimintai keterangan bertemu dengan Pemeriksa Bukti
Permulaan dan bersedia memberikan keterangan dan/atau
bukti secara langsung dalam hal perlu dan mendesak.

Permintaan keterangan dan/atau bukti dilakukan di kantor

Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang dianggap patut

dan wajar dalam hal permintaan keterangan dan/atau bukti tidak

dapat dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal pihak yang dimintai keterangan merupakan anggota

lembaga tinggi negara, tata cara pemanggilan disesuaikan

dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pihak yang dimintai keterangan merupakan pejabat

atau pegawai suatu lembaga atau instansi pemerintah, surat

panggilan disertai dengan surat pemberitahuan kepada pimpinan
lembaga atau instansi pemerintah.

Permintaan keterangan dan/atau bukti dituangkan dalam berita

acara permintaan keterangan.

c) Permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan kepada Lembaga Jasa

Keuangan.

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan

permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan kepada Lembaga

Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya, dan/atau entitas lain

baik kantor pusat, kantor cabang, maupun unit yang mengelola

informasi dan/atau bukti atau keterangan terkait orang pribadi atau

badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau pihak

terkait.

Permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana

dimaksud pada angka (1) dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai

akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
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6) Permintaan Bantuan Tenaga Ahli

7)

8)

a)

b)

c)

Permintaan bantuan tenaga ahli disampaikan kepada kepala Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas:

(1) pegawai Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau

(2) tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak,

yang memiliki keahlian dan/atau kompetensi tertentu antara lain ahli di
bidang teknologi informasi, Forensik Digital, penerjemahan bahasa,
penilaian, atau perpajakan.

Tenaga Ahli diutamakan pegawai yang berasal dari wilayah kerja Unit

Pelaksana Penegakan Hukum bersangkutan.

Permintaan Kegiatan Intelijen Perpajakan

Pemeriksa Bukti Permulaan dapat meminta pelaksanaan kegiatan intelijen

perpajakan untuk memperoleh data dan informasi terkait pencarian orang,

pencarian aset, dan/atau data dan informasi lainnya.

Penelaahan Konsep Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

a)

Konsep hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dituangkan

dalam konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan

kepada kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum paling lama 3 (tiga) bulan

sebelum jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan berakhir.

Konsep hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a) disusun berdasarkan Bahan Bukti yang telah diperoleh.

Berdasarkan konsep hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, dilakukan

Penelaahan berupa pemberian penjelasan oleh Tim Pemeriksa Bukti

Permulaan dalam suatu forum yang dihadiri:

(1) Tim Penelaah; dan

(2) pegawai yang melakukan fungsi pengawasan kode etik atau unsur
kepatuhan internal dan/atau pihak atau pegawai berdasarkan
pertimbangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum,

untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan

rekomendasi untuk menentukan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penelaahan konsep hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan bertujuan untuk:

(1) memastikan pemenuhan prosedur dan standar Pemeriksaan Bukti
Permulaan;

(2) memastikan pemanfaatan Bahan Bukti yang diperoleh dan dikumpulkan
saat Pemeriksaan Bukti Permulaan;

(3) memastikan adanya Bukti Permulaan;
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(4) memastikan metode penghitungan kerugian pada pendapatan negara
telah sesuai dengan Bahan Bukti yang tersedia;

(5) memastikan pemenuhan ketentuan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan diusulkan untuk
ditindaklanjuti dengan penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan
karena Wajib Pajak telah melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan sesuai dengan Keadaan Sebenarnya; dan

(6) memastikan bahwa rekomendasi Tim Penelaah sebelumnya telah
dipertimbangkan dalam penentuan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan dalam hal Penelaahan pernah dilakukan sebelumnya.

Penelaahan konsep hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh

Tim Penelaah pada:

(1) Unit Pelaksana Penegakan Hukum yang melakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan; atau

(2) Unit Penelaah yang ditentukan dalam surat permintaan penerbitan Surat
Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Unit Pelaksana Penegakan
Hukum Pusat kepada Unit Pelaksana Penegakan Hukum Wilayah.

Penyidik yang dilibatkan dalam Tim Penelaah konsep hasil Pemeriksaan
Bukti Permulaan merupakan penyidik yang tidak termasuk dalam tim
Pemeriksa Bukti Permulaan dalam Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan.
Dalam hal pada saat Penelaahan ditemukan data yang menunjukkan
adanya dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atau temuan lainnya
terkait orang pribadi atau badan selain orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Tim Penelaah dapat mengusulkan
data tersebut untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan
atau Kolaborasi.

Penelaahan atas konsep hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diusulkan

untuk ditindaklanjuti dengan penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan

karena:

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
meninggal dunia;

(2) peristiwa bukan merupakan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

(3) tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan; atau

(4) daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
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melibatkan unit kepatuhan internal di Unit Pelaksana Penegakan Hukum
terkait dan/atau direktorat yang menangani kepatuhan internal.
Hasil Penelaahan dituangkan dalam berita acara Penelaahan.
Berita acara Penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf j) menjadi

dasar pelaksanaan klarifikasi.

9) Klarifikasi

a)

d)

Klarifikasi hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau
badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan melalui
panggilan klarifikasi atas:

(1) dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan

(2) penghitungan potensi kerugian pada pendapatan negara.

Klarifikasi dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain

yang dianggap patut dan wajar.

Tempat lain yang dianggap patut dan wajar sebagaimana dimaksud dalam

huruf b), dapat berupa:

(1) rumah sakit atau fasilitas kesehatan, dalam hal pihak yang dimintai
klarifikasi dalam kondisi sakit;

(2) lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, dalam hal pihak yang
dimintai klarifikasi dalam penanganan aparat penegak hukum lain;

(3) rumah kediaman, dalam hal pihak yang dimintai klarifikasi memiliki
keterbatasan fisik yang menyebabkan tidak dapat melakukan
perjalanan; atau

(4) kantor pemerintahan, dalam hal terjadi keadaan kahar.

Hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara dan risalah klarifikasi.

10) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

a)

Nilai kerugian pada pendapatan negara yang dituangkan dalam

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sama dengan nilai yang

tercantum dalam lampiran surat panggilan klarifikasi, sepanjang tidak

terdapat Bahan Bukti baru yang diterima oleh Pemeriksa Bukti Permulaan

setelah surat panggilan klarifikasi.

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan minimal memuat:

(1) informasi Bukti Permulaan atas dugaan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan;

(2) penghitungan kerugian pada pendapatan negara;

(3) informasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan bagi Waijib Pajak
yang dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan;

dan/atau



c)

23

(4) pemberitahuan tentang kesesuaian pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan Wajib Pajak dengan Keadaan Sebenarnya.
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan paling lama

1 (satu) bulan setelah surat panggilan klarifikasi diterbitkan.

11) Koordinasi dilakukan antar Unit Pelaksana Penegakan Hukum dalam hal

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap Waijib Pajak yang saling

berkaitan seperti:

a)
b)

c)

Waijib Pajak grup;
Wajib Pajak yang memiliki hubungan transaksi bisnis; atau
Waijib Pajak dalam satu jaringan penerbit faktur pajak yang tidak

berdasarkan transaksi sebenarnya.

12) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 11) dilakukan dalam bentuk

antara lain permintaan keterangan bersama dan/atau pembahasan bersama.

Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Secara Tertutup

1) Penyampaian Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Pemeriksa

2)

3)

Bukti Permulaan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Surat Perintah

Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan.

Peminjaman berkas atau permintaan Data dan/atau Informasi pada unit kerja di

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

a)

b)

Peminjaman berkas atau permintaan data dan/atau informasi dapat
dilakukan kepada:

(1) Kantor Pelayanan Pajak;

(2) unit pengolahan data dan dokumen perpajakan; atau

(3) unit kerja lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,

tanpa memberitahukan bahwa orang pribadi atau badan sedang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Peminjaman berkas atau permintaan data dan/atau informasi ke unit kerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilakukan selama
berlangsungnya Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Peminjaman berkas atau permintaan data dan/atau informasi ke unit kerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan menyampaikan

permintaan peminjaman berkas.

Pengumpulan Bahan Bukti

a)

Pemeriksa Bukti Permulaan melakukan kegiatan pengumpulan Bahan Bukti

yang meliputi:

(1) peminjaman Bahan Bukti secara tertulis kepada pihak yang terkait
dengan dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, selain orang

pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
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(2) permintaan keterangan dan/atau bukti kepada pihak yang terkait
dengan dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan termasuk
permintaan keterangan terhadap ahli melalui surat panggilan atau surat
permintaan; dan/atau

(3) permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan kepada Lembaga
Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya, dan/atau entitas lain
baik kantor pusat, kantor cabang, maupun unit yang mengelola
informasi dan/atau bukti atau keterangan terkait orang pribadi atau
badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau pihak
terkait.

b) Kegiatan pengumpulan Bahan Bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a)
dilakukan dengan mengikuti ketentuan Pengumpulan Bahan Bukti pada
Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka.

Permintaan Bantuan Tenaga Ahli

Permintaan bantuan tenaga ahli dilakukan dengan mengikuti ketentuan

permintaan bantuan tenaga ahli pada Pemeriksaan Bukti Permulaan secara

terbuka.

Permintaan Kegiatan Intelijen Perpajakan

Pemeriksa Bukti Permulaan dapat meminta kegiatan intelijen perpajakan untuk

memperoleh data dan informasi terkait pencarian orang, pencarian aset,

dan/atau data dan informasi lainnya.

Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Secara Tertutup dilakukan dengan

tetap menjaga kerahasiaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan tidak

memberikan informasi mengenai identitas orang pribadi atau badan yang sedang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Konsep Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

a) Konsep hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dituangkan
dalam konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan
kepada kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum paling lama 1 (satu) bulan
sebelum jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan berakhir.

b) Dalam menyusun konsep Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa
Bukti Permulaan meneliti kembali penyampaian Surat Pemberitahuan atau
pembetulan Surat Pemberitahuan dari Waijib Pajak.

c) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b)
menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melakukan penyampaian Surat
Pemberitahuan atau pembetulan Surat Pemberitahuan yang berkaitan

dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, terhadap Wajib Pajak:
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(1) diusulkan penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan jika pembayaran
terkait penyampaian atau pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut
telah sama atau lebih besar dibandingkan dengan penghitungan
kerugian pada pendapatan negara; atau

(2) diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan Penyidikan jika pembayaran
dalam rangka penyampaian atau pembetulan Surat Pemberitahuan
tersebut lebih kecil dibandingkan dengan penghitungan kerugian pada
pendapatan negara dan telah ditemukan Bukti Permulaan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dapat dihentikan dan

diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka,

dalam hal terdapat kesulitan perolehan Bukti Permulaan atau terdapat
potensi pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

Penelaahan atas konsep hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana

dimaksud dalam huruf d) dituangkan dalam berita acara Penelaahan konsep

hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dan berita acara usul Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

8) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang

berkaitan antar-Unit Pelaksana Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada

angka 6 huruf a angka 11), dilakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada

angka 6 huruf a angka 12).

9) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 8) dilakukan dengan tetap

menjaga kerahasiaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan tidak memberikan

informasi kepada pihak selain tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan Tim Penelaah

masing-masing Unit Pelaksana Penegakan Hukum mengenai identitas orang

pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

7. Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Laporan Progres Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Laporan Progres dibuat dalam hal:

a)

b)

Pemeriksa Bukti Permulaan mengajukan permohonan perpanjangan jangka
waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan;

terdapat permintaan dari kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum sebagai
bahan monitoring dan evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan;

terdapat perubahan Unit Pelaksana Penegakan Hukum dan/atau perubahan
tim Pemeriksa Bukti Permulaan;

ditemukan potensi perpajakan yang bukan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan;

ditemukan keterlibatan pegawai Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau



2)

26

f)  ditemukan dugaan tindak pidana selain Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Dalam hal Laporan Progres dibuat untuk perpanjangan jangka waktu
Pemeriksaan Bukti Permulaan, Laporan Progres harus dilampiri dengan

perubahan rencana kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan

1)

2)

3)

4)

o)

Permohonan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan

dilampiri dengan Laporan Progres dan diajukan kepada kepala Unit Pelaksana

Penegakan Hukum paling lama 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu

Pemeriksaan Bukti Permulaan berakhir.

Perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan hanya dapat

diberikan terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan yang:

a) mencakup lebih dari 1 (satu) pasal pidana yang disangkakan;

b) mencakup lebih dari 1 (satu) tahun pajak; dan/atau

c) Peristiwa Pidananya melibatkan lebih dari 1 (satu) Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti

Permulaan diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Permohonan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan yang

tidak mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dianggap

ditolak.

Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan

dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum jatuh tempo penyampaian

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada:

a) orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan

b) kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan

1)

2)

3)

Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu pengusulan Pemeriksaan

Bukti Permulaan terhadap:

a) orang pribadi atau badan lainnya dari hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
yang sedang berjalan; dan/atau

b) orang pribadi atau badan yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan namun dengan ruang lingkup Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan yang berbeda.

Pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka

1) dapat dilakukan oleh tim Pemeriksa Bukti Permulaan atau Tim Penelaah

melalui Laporan Pengembangan.

Laporan Pengembangan dari Tim Penelaah sebagaimana dimaksud pada angka

2) dibuat berdasarkan berita acara Penelaahan.
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Laporan Pengembangan disampaikan kepada kepala Unit Pelaksana

Penegakan Hukum sebelum Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai.

Kolaborasi

1)

2)

3)

4)

5)

Sumber Kolaborasi berasal dari kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan,

Penyidikan, pengawasan, dan/atau kegiatan lainnya di lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak yang memuat informasi potensi perpajakan.

Kolaborasi dilakukan:

a) dengan fungsi pengawasan; atau

b) dengan fungsi lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kolaborasi dengan fungsi pengawasan dilakukan dalam bentuk:

a) penyampaian informasi potensi perpajakan kepada Kantor Pelayanan Pajak
dan/atau

b) pendampingan Pemeriksa Bukti Permulaan terhadap pegawai Kantor
Pelayanan Pajak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan.

Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) bertujuan agar orang pribadi

atau badan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain

penyampaian atau pembetulan Surat Pemberitahuan dan/atau pembayaran atas

pajak yang kurang dibayar.

Kolaborasi dengan fungsi lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

dilakukan dalam bentuk pemanfaatan data dan/atau informasi yang diperoleh

pada saat pelaksanaan fungsi penegakan hukum untuk ditindaklanjuti oleh fungsi

lainnya atau sebaliknya.

Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan

1)

2)

3)

Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan dasar penyusunan
Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan berisi dokumentasi kegiatan
Pemeriksaan Bukti Permulaan yang terdiri atas:

a) prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan;

b) perolehan Bahan Bukti;

c) analisis Peristiwa Pidana;

d) pengungkapan ketidakbenaran perbuatan;

e) penelusuran aset; dan

f) temuan lain.

Analisis Peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) antara
lain dilakukan dengan:

a) analisis perbandingan antara usulan dengan hasil Pemeriksaan Bukti

Permulaan;
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b) analisis modus, waktu kejadian, tempat kejadian, pasal yang disangkakan,
calon saksi, dan calon tersangka;
c) analisis yuridis atas unsur-unsur Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang
meliputi analisis unsur setiap orang, kesalahan, dan perbuatan; dan/atau
d) penghitungan kerugian pada pendapatan negara, yang terdiri atas:
(1) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
(2) jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau
pengkreditan yang dilakukan; dan/atau
(3) jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak,
ditambah sanksi administratif berupa denda.
Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada angka 2) huruf d) terdiri atas:
a) jumlah kerugian pada pendapatan negara;
b) jumlah pembayaran Wajib Pajak beserta sanksi administratif berupa denda;
dan
c) jumlah yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak apabila masih terdapat

kekurangan.

f.  Tindak Lanjut dan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

1)

2)

3)

Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan:

a) Penyidikan; atau

b) penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Termasuk dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditindaklanjuti dengan

penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan, yakni dalam hal orang pribadi atau

badan telah memenuhi kewajiban seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal

41A dan Pasal 41C Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, Pasal 41A Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,

serta Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan

Perpajakan.

Selain tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 1), khusus Pemeriksaan

Bukti Permulaan secara tertutup dapat ditindaklanjuti dengan penghentian

Pemeriksaan Bukti Permulaan dan dapat diusulkan untuk dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dalam hal:

a) terdapat pertimbangan risiko perolehan Bahan Bukti dan/atau potensi
pemulihan kerugian pada pendapatan negara; atau

b) Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan sebagai tindak lanjut permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau pengembalian pajak yang

seharusnya tidak terutang yang berkaitan dengan masa pajak, bagian tahun
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pajak, atau tahun pajak dan jenis pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan dituangkan dalam Laporan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan

Bukti Permulaan secara terbuka.

Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana

dimaksud pada angka 4) diterbitkan 1 (satu) bulan setelah Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan saat berakhirnya jangka waktu

Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana

dimaksud pada angka 4) diterbitkan paling lama 1 (satu) hari sebelum jangka

waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan berakhir dan disampaikan kepada:

a) orang pribadi atau badan yang dilakuka n Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan

b) Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau objek pajak
diadministrasikan.

Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan minimal memuat:

c) informasi tentang perolehan Bukti Permulaan atas dugaan Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan;

a) penghitungan kerugian pada pendapatan negara;

d) pemberitahuan tentang kesesuaian pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan Wajib Pajak dengan Keadaan Sebenarnya;

b) informasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan bagi Waijib Pajak yang
dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan; dan/atau

¢) nilai kerugian pada pendapatan negara setelah memperhitungkan 1 /2 (satu
per dua) bagian dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan
ketidakbenaran perbuatan, dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan
ditindaklanjuti dengan Penyidikan.

Dalam hal terdapat penangguhan Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan lebih

bayar dan Wajib Pajak telah melakukan pengungkapan ketidakbenaran

perbuatan yang sesuai dengan Keadaan Sebenarnya, dalam Laporan

Pemeriksaan Bukti Permulaan ditambahkan informasi bahwa masih terdapat

kelebihan pembayaran berdasarkan Surat Pemberitahuan lebih bayar.

Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan,

Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilampiri konsep Laporan Kejadian.
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10) Laporan Kejadian ditandatangani oleh pejabat dengan ketentuan:

Penandatangan
Kondisi Sebagai Pejabat yang
Sebagai Pelapor
Mengetahui
Kepala Unit | pejabat administrator di | Kepala Unit Pelaksana
Pelaksana lingkungan Unit | Penegakan Hukum
Penegakan Hukum | Pelaksana Penegakan
merupakan penyidik | Hukum yang menangani
administrasi Pemeriksaan
Bukti Permulaan
Kepala Unit | pejabat pengawas di | pejabat administrator di
Pelaksana lingkungan Unit | lingkungan Unit

Penegakan Hukum | Pelaksana Penegakan | Pelaksana Penegakan
bukan penyidik Hukum yang memiliki | Hukum selaku penyidik
tugas menangani
administrasi Pemeriksaan

Bukti Permulaan

Bahan Bukti Baru

1)

2)

3)

Bahan Bukti yang diperoleh setelah Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti

Permulaan diterbitkan, diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti

Permulaan, dan diperlakukan sebagai Bahan Bukti baru untuk usul Pemeriksaan

Bukti Permulaan.

Bahan Bukti baru atas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah ditindaklanjuti

dengan Penyidikan diserahkan kepada Penyidik melalui unit yang menangani

Penyidikan.

Dalam hal Bahan Bukti baru tidak mempunyai indikasi Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan, Bahan Bukti baru tersebut:

a) dikirimkan kepada unit yang menangani data dan potensi perpajakan apabila
mengandung potensi perpajakan; atau

b) diadministrasikan bersama dengan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

apabila tidak terdapat potensi perpajakan.

Pengembalian Bahan Bukti

1)

Setelah Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai, Bahan Bukti yang dipinjam
dikembalikan paling lama:
a) 1 (satu) bulan sejak surat perintah Penyidikan diterbitkan, dalam hal

Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan.
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b) 1 (satu) bulan sejak tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan
diterbitkan, dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan.

Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan telah selesai dan Pemeriksaan yang

ditangguhkan dilanjutkan kembali, Bahan Bukti yang dipinjam oleh Pemeriksa

Bukti Permulaan diserahkan kepada Waijib Pajak dan seketika dapat dipinjam

kembali oleh Pemeriksa Pajak.

8. Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

a.

Terhadap pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang disampaikan Wajib Pajak,

dilakukan penelitian atas pemenuhan ketentuan formal dan material.

Ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu bahwa pengungkapan

ketidakbenaran perbuatan:

1)

2)
3)
4)

5)

disampaikan oleh Waijib Pajak sebelum surat pemberitahuan dimulainya

Penyidikan disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia;

ditandatangani oleh Waijib Pajak dan tidak dikuasakan;

dilampiri dengan:

a) penghitungan kekurangan pembayaran jumlah kerugian pada pendapatan
negara, jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pajak
dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak,
dan/atau bukti setoran pajak, atau jumlah restitusi yang dimohonkan
dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan;

b) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan
dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan
pembayaran jumlah kerugian pada pendapatan negara, jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pajak dalam faktur pajak,
bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran
pajak, jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau
pengkreditan pajak yang dilakukan; dan

c) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan
dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan sanksi administratif
berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3a) Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

disampaikan secara:

a) elektronik dengan mengakses laman DJP Online atau saluran tertentu
lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; atau

b) langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
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terdaftar atau tempat objek pajak diadministrasikan, serta ditembuskan
kepada Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum, dalam hal penyampaian
secara elektronik belum atau tidak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak.

Dalam hal orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
tidak menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan secara tertulis
namun terdapat pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dibuat secara tertulis
sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) dapat digantikan dengan berita acara
permintaan keterangan.

Berita acara permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ minimal

memuat informasi:

1) identitas Wajib Pajak berupa Nomor Pokok Waijib Pajak atau Nomor Induk
Kependudukan, nama Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak;

2) pernyataan Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan;

3) nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan;

4) jumlah kerugian pada pendapatan negara, jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar, jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, atau jumlah restitusi yang
dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan
menurut Wajib Pajak;

5) jumlah sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan

6) rincian nomor transaksi penerimaan negara dan/atau nomor administrasi lain
yang dipersamakan dengan nomor transaksi penerimaan negara atas pelunasan
pajak yang kurang dibayar dan sanksi administrasi.

Berkas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan

formal dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Berkas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang telah memenuhi ketentuan

formal diteruskan kepada Unit Pelaksana Penegakan Hukum yang melakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka paling lama 5 (lima) hari kerja sejak

berkas tersebut diterima lengkap.

Ketentuan material sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu pembayaran atas

pengungkapan Kketidakbenaran perbuatan sudah sesuai dengan Keadaan

Sebenarnya.

Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang diterima sebelum penyampaian

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, dituangkan dalam

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
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i.  Nilai kerugian pada pendapatan negara yang menjadi acuan dalam penelitian untuk

memastikan kesesuaian pengungkapan ketidakbenaran dengan Keadaan
Sebenarnya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

No Waktu penyampaian Dokumen yang Pihak yang
pengungkapan memuat nilai kerugian melakukan
ketidakbenaran pada pendapatan penelitian

perbuatan negara
1 Sebelum Pemberitahuan | Pemberitahuan  Hasil | Tim Pemeriksa Bukti
Hasil Pemeriksaan Bukti | Pemeriksaan Bukti | Permulaan
Permulaan terbit Permulaan

2 Antara terbitnya | Pemberitahuan  Hasil | Tim Pemeriksa Bukti
Pemberitahuan Hasil | Pemeriksaan Bukti | Permulaan
Pemeriksaan Bukti | Pemeriksaan
Permulaan sampai
dengan Laporan
Pemeriksaan Bukti
Permulaan terbit

3 Setelah Laporan | Pemberitahuan Tindak | Pegawai yang
Pemeriksaan Bukti | Lanjut Pemeriksaan | ditunjuk oleh kepala
Permulaan terbit sampai | Bukti Permulaan atau | Unit Pelaksana
dengan surat | Pemberitahuan Tindak | Penegakan Hukum
pemberitahuan Lanjut Pemeriksaan
dimulainya Penyidikan | Bukti Permulaan
disampaikan kepada | Perubahan.
penuntut umum.

j. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan surat dan melakukan pembayaran dalam
rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan setelah mulainya Penyidikan
diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tidak diakui.

9. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang Diketahui Seketika
a. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui seketika merupakan Tindak
Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui:
1) sedang berlangsung; atau
2) baru saja terjadi.
b. Termasuk Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui baru saja terjadi yakni
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang:
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1) dengan segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana di Bidang Perpajakan itu
dilakukan; atau

2) sesaat kemudian pada pelakunya ditemukan benda yang diduga kuat telah
dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan,

yang memerlukan penanganan secara segera terhadap pelaku Tindak Pidana di

Bidang Perpajakan dan mengamankan Bahan Bukti yang ada pada pelaku.

Dalam hal telah diperoleh Bukti Permulaan, terhadap Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan yang diketahui seketika dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan tanpa

didahului Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui seketika dilakukan

berdasarkan surat perintah penugasan penanganan Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan yang diketahui seketika.

Dalam penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui seketika,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak dapat dibantu oleh

pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki sertifikat keahlian Forensik Digital,

petugas intelijen perpajakan, dan pihak lain yang diperlukan.

Pegawai yang ditugaskan untuk melakukan penanganan Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan yang diketahui seketika dapat:

1) meminjam dan/atau memeriksa Bahan Bukti; dan

2) meminta keterangan.

Kegiatan penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui seketika

dituangkan dalam:

1) berita acara penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui
seketika; dan

2) laporan penanganan dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui
seketika,

yang diselesaikan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak penanganan

dilakukan.

Dalam hal terdapat Bukti Permulaan, atas laporan penanganan dugaan Tindak

Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui seketika disampaikan usul Penyidikan

kepada kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Dalam hal belum ditemukan Bukti Permulaan, laporan penanganan dugaan Tindak

Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui seketika dikirimkan untuk dilakukan

pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan melalui

kegiatan intelijen perpajakan.

Penelaahan atas usul Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilakukan

dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak penanganan pelaku Tindak

Pidana di Bidang Perpajakan dan pengamanan Bahan Bukti dilakukan dengan
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memperhatikan kecukupan waktu untuk penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan

penetapan Tersangka.

Hasil Penelaahan ditindaklanjuti dengan:

1) Penyidikan dalam hal telah ditemukan Bukti Permulaan terjadinya Tindak Pidana
di Bidang Perpajakan; atau

2) dilakukan pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan
melalui kegiatan intelijen perpajakan dalam hal belum ditemukan Bukti
Permulaan terjadinya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Dalam hal hasil Penelaahan ditindaklanjuti dengan Penyidikan, dibuat Laporan

Kejadian, surat perintah Penyidikan, dan penetapan Tersangka mengikuti ketentuan

mengenai Penyidikan.

10. Evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan

a.

Evaluasi dilakukan atas Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan kriteria:

1) pernah diajukan gugatan oleh Waijib Pajak;

2) kompleksitas dan risiko kasus;

3) dihentikan karena tidak ditemukan Bukti Permulaan;

4) ditindaklanjuti dengan Penyidikan tapi penyidikannya dihentikan karena tidak
terdapat cukup bukti;

5) melewati jangka waktu penyelesaian yang ditetapkan; dan/atau

6) kriteria lain sesuai dengan kebijakan evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Evaluasi dilaksanakan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan dan

peningkatan kualitas pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Unit Pelaksana Penegakan Hukum Pusat dapat melakukan kegiatan evaluasi atas

Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah selesai dilaksanakan oleh:

1) Unit Pelaksana Penegakan Hukum Pusat; atau

2) Unit Pelaksana Penegakan Hukum Wilayah.

Unit Pelaksana Penegakan Hukum Wilayah melakukan evaluasi atas Pemeriksaan

Bukti Permulaan di wilayahnya.

Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan penugasan dari kepala Unit Pelaksana

Penegakan Hukum.

11. Format Dokumen Pemeriksaan Bukti Permulaan

a.

Dokumen yang digunakan dalam kegiatan terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan
dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat ditambah atau diubah

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

12. Prosedur

Prosedur dan alur proses kegiatan terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan diuraikan lebih

lanjut dalam standar operasi prosedur. Dalam hal standar operasi prosedur belum

tersedia, prosedur dan alur proses kegiatan terkait pelaksanaan Pemeriksaan Bukti

Permulaan diuraikan lebih lanjut melalui nota dinas Direktur.

13. Ketentuan Peralihan

a.

Dokumen dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan sebelum

Surat Edaran Direktur Jenderal ini ditetapkan, dinyatakan tetap sah.

Prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan

Bukti Permulaan yang diterbitkan setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor

177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana

di Bidang Perpajakan berlaku sampai dengan sebelum Surat Edaran Direktur

Jenderal ini ditetapkan, dinyatakan tetap sah, sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan

Bukti Permulaan yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor

177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana

di Bidang Perpajakan berlaku dan masih belum selesai saat Surat Edaran ini

ditetapkan, berlaku ketentuan:

1) prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan menggunakan
ketentuan dalam Surat Edaran Direktur ini; dan

2) untuk menjamin pemenuhan hak Wajib Pajak memperoleh informasi hasil
Pemeriksaan Bukti Permulaan namun waktu yang tersedia untuk melaksanakan
proses Klarifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti
Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan telah terlampaui, pelaksanaan
Klarifikasi dapat dilakukan dengan permintaan keterangan melalui pemanggilan
sebelum penyampaian surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti

Permulaan.
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F. Penutup
Dengan ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, petunjuk teknis mengenai
Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan agar berpedoman pada

Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

Direktur Jenderal Pajak

Suryo Utomo
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LAMPIRAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-1/PJ/2024
Tanggal : 19 Januari 2024

DAFTAR FORMULIR DAN CONTOH FORMAT FORMULIR DALAM

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

A. DAFTAR FORMULIR

NO

NAMA FORMULIR

1

Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan

Surat Keputusan Pembentukan Tim Penelaah

Formulir Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

AlWIDN

Nota Dinas Kepada Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum Mengenai Usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan

Nota Dinas Permintaan Pengayaan Data Intelijen Perpajakan

Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan

Nota Dinas Permintaan Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

O| ©| 0| N O O;

Berita Acara Pembatalan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan / Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan

11

Rencana Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan (terbuka)

Rencana Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan (tertutup)

13

Nota Dinas kepada Direktur Penegakan Hukum mengenai Permintaan Bantuan Tenaga
Pemeriksa Bukti Permulaan

14

Nota Dinas Penunjukan Tenaga Pemeriksa Bukti Permulaan

15

Nota Dinas Permintaan Data dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan

16

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Secara Terbuka

17

Nota Dinas ke Kantor Pelayanan Pajak mengenai Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan secara Terbuka

18

Laporan Pelaksanaan Tugas Pendampingan Penyampaian Pemberitahuan
Pemeriksaan Bukti Permulaan

19

Berita Acara Penyampaian Penangguhan Pemeriksaan dan Pemberitahuan
Pemeriksaan Bukti Permulaan

20

Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan

21

Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Bukti
Permulaan

22

Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan Penyampaian
Penangguhan Pemeriksaan dan Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

23

Pakta Integritas

24

Surat Pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan

25

Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan
Secara Terbuka

26

Nota Dinas Permintaan Bantuan Kegiatan Intelijen Perpajakan

27

Nota Dinas Peminjaman Berkas ke Unit Lain (terbuka)

28

Nota Dinas Peminjaman Berkas ke Unit Lain (tertutup)

29

Surat Pernyataan Pemberian Akses dan/atau Pengunduhan Data Elektronik Wajib
Pajak

30

Surat Pernyataan Pemberian Persetujuan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk
melaksanakan Wewenang Pemeriksa Bukti Permulaan
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NO NAMA FORMULIR

31 | Tanda Terima Peminjaman (terbuka)

32 | Tanda Terima Peminjaman (tertutup)

33 | Undangan kepada Waijib Pajak Dalam Rangka Peminjaman/Pengembalian Berkas
Pemeriksaan

34 | Nota Dinas kepada Pemeriksa Dalam Rangka Peminjaman/Pengembalian Berkas
Pemeriksaan

35 | Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti dari Waijib Pajak melalui Pemeriksa
Pajak

36 | Berita Acara Pengembalian Berkas Pemeriksaan

37 | Surat Peminjaman (terbuka)

38 | Surat Peminjaman (tertutup)

39 | Surat Peringatan |

40 | Surat Peringatan |l

41 | Berita Acara Tidak Terpenuhinya Peminjaman Bahan Bukti

42 | Surat Panggilan untuk Memberikan Keterangan (terbuka)

43 | Nota Dinas Pemberitahuan kepada Atasan Pihak Lain (terbuka)

44 | Nota Dinas Pemberitahuan kepada Atasan Pihak Lain (tertutup)

45 | Surat Panggilan untuk Memberikan Keterangan (Tertutup)

46 | Berita Acara Permintaan Keterangan dan/atau Bukti (terbuka)

47 | Berita Acara Permintaan Keterangan dan/atau Bukti (tertutup)

48 | Berita Acara Tidak Terpenuhinya Permintaan Keterangan dan/atau Bukti

49 | Surat kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga mengenai Permintaan Secara Tertulis
Keterangan dan/atau Bukti (terbuka)

50 | Surat kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga mengenai Permintaan Secara Tertulis
Keterangan dan/atau Bukti (tertutup)

51 | Berita Acara Tidak Terpenuhinya Permintaan Keterangan dan/atau Bukti kepada Pihak
Lain/Pihak Ketiga

52 | Formulir Segel

53 | Berita Acara Penyegelan

54 | Berita Acara Pembukaan Segel

59 | Berita Acara Kerusakan/Kehilangan Tanda Segel

56 | Nota Dinas Permintaan Tenaga Ahli (terbuka)

57 | Nota Dinas Permintaan Tenaga Ahli (tertutup)

58 | Permintaan Bantuan Tenaga Ahli (Eksternal Organisasi) (terbuka)

59 | Permintaan Bantuan Tenaga Ahli (Eksternal Individu) (terbuka)

60 | Permintaan Bantuan Tenaga Ahli (Eksternal Organisasi) (tertutup)

61 | Permintaan Bantuan Tenaga Ahli (Eksternal Individu) (tertutup)

62 | Berita Acara Penelaahan Konsep Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (terbuka)

63 | Berita Acara Penelaahan Konsep Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (tertutup)

64 | Surat Panggilan untuk Memberikan Klarifikasi

65
Berita Acara Permintaan Keterangan dan/atau Bukti dalam Rangka Klarifikasi

66 | Risalah Klarifikasi

67 | Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

68 | Nota Dinas Pengawasan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan

69 | Nota Dinas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan

70 | Laporan Pengembangan/Progres Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Bukti

Permulaan




40
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71 | Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan (terbuka)
72 | Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan (tertutup)
73 | Laporan Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Waijib Pajak yang sama)
74 | Laporan Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Waijib Pajak lain)
75 | Nota Dinas Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan
76 | Nota Dinas kepada Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum mengenai Laporan
Tindak Pidana Selain Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
77 | Surat Pemberitahuan mengenai Tindak Pidana Selain Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan (terbuka)
78 | Surat Pemberitahuan mengenai Tindak Pidana Selain Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan (tertutup)
79 | Nota Dinas Kepada Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum mengenai Laporan
Keterlibatan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
80 | Nota Dinas mengenai Laporan Keterlibatan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
81 | Surat Pemberitahuan Temuan Data dan Informasi (terbuka)
82 | Surat Pemberitahuan Temuan Data dan Informasi (tertutup)
83 | Nota Dinas Usulan Data Kolaborasi Penegakan Hukum
84 | Nota Dinas Permintaan Pendampingan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
85 | Berita Acara Pendampingan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
86 | Nota Dinas Mengenai Pengiriman Data Potensi Wajib Pajak Terkait Kegiatan
Penegakan Hukum Yang Kolaboratif
87 | Undangan Pembahasan Mengenai Usulan Tindak Lanjut atas Data Potensi Perpajakan
dari Kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum
88 | Checkilist Penelitian KPP atas Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan
89 | Checklist Penelitian Unit Pelaksana Penegakan Hukum atas Surat Pengungkapan
Ketidakbenaran Perbuatan
90 | Surat Permintaan Kelengkapan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan
91 | Pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa Surat/Pembayaran Wajib Pajak tidak Diakui
Sebagai Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan
92 | Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan - Sebelum Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan Bukti Permulaan (Waijib Pajak orang pribadi)
93 | Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan - Sebelum Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan Bukti Permulaan (Waijib Pajak badan)
94 | Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan - Setelah Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan Bukti Permulaan (Waijib Pajak orang pribadi)
95 | Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan - Setelah Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan Bukti Permulaan (Waijib Pajak badan)
96 | Bukti Penerimaan Elektronik Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan
97 | Nota Dinas Pengantar Laporan Hasil Penelitian Pengungkapan Ketidakbenaran
Perbuatan
98 | Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan
99 | Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (terbuka)
100 | Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (terbuka)
101 | Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (tertutup)
102 | Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (tertutup)
103 | Laporan Kejadian
104 | Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
105 | Undangan Ke Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pasca

Pemeriksaan Bukti Permulaan
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106 | Nota Dinas Ke Kantor Pelayanan Pajak Mengenai Pemberitahuan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan

107 | Nota Dinas Ke Kantor Pelayanan Pajak Mengenai Pemberitahuan Tindak Lanjut
Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan

108 | Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan

109 | Nota Dinas ke Kantor Pelayanan Pajak Mengenai Pemberitahuan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan

110 | Undangan Pengembalian Bahan Bukti (terbuka)

111 | Undangan Pengembalian Bahan Bukti (tertutup)

112 | Tanda Terima Pengembalian Bahan Bukti (terbuka)

113 | Tanda Terima Pengembalian Bahan Bukti (tertutup)

114 | Berita Acara Ketidakhadiran Dalam Pengembalian Bahan Bukti (terbuka)

115 | Berita Acara Ketidakhadiran Dalam Pengembalian Bahan Bukti (tertutup)

116 | Berita Acara Menolak Menandatangani Bukti Pengembalian Bahan Bukti (terbuka)

117 | Berita Acara Menolak Menandatangani Bukti Pengembalian Bahan Bukti (tertutup)

118 | Surat Perintah Penugasan

119 | Berita Acara Penelaahan Usul Penyidikan Tanpa Pemeriksaan Bukti Permulaan

120 | Laporan Penanganan Tindak Pidana Yang Diketahui Seketika

121 | Berita Acara Penanganan Tindak Pidana Yang Diketahui Seketika

122 | Surat Tugas Evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan

123 | Permintaan Konfirmasi atas Hasil Evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan

124 | Berita Acara Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

125 | Daftar Konfirmasi atas Temuan Hasil Evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan

126 | Daftar Temuan Evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan

127 | Laporan Evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan
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1. CONTOH FORMAT KARTU TANDA PENGENAL PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KARTU TANDA PENGENAL
PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN

Diterbitkan tanggal......... (3)

Berlaku sampai dengan tanggal......... (4)

IDENTITAS PEMEGANG KARTU
NAMA : (2)

NIP :

........................ (5)
WILAYAH KERJA

SELURUH INDONESIA

adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak
yang berwenang melakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang.

KARTU IDENTITAS INI
MILIK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JIKA MENEMUKAN HARAP DIKEMBALIKAN
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PETUNJUK PENGISIAN
KARTU TANDA PENGENAL PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN

Bentuk . Persegi panjang
Ukuran : 5,5ecmx8,5cm
Warna
Sisi Depan : Warna : Bagian atas : HEX #FFC91B (kuning)
Bagian bawah : putih
Warna Tulisan : Hitam
Sisi Belakang : Warna . Bagian atas : HEX#070F32 (biru)
Bagian bawah : HEX #FFC91B (kuning)
Warna Tulisan : Bagian atas : putih
Bagian bawah : hitam
Angka 1 : Pas foto berwarna ukuran 2x3 dengan latar belakang warna merah.
Angka 2 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.
Angka 3 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan kartu.
Angka 4 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun habis masa berlaku kartu.

Kartu pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan berlaku sampai dengan 2 tahun dari
tanggal penerbitan kartu.

Angka 5 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 6 : Diisi dengan tempat dan tanggal kartu diterbitkan.

Angka 7 : Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum Pusat.

Angka 8 : Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum
Pusat.

Angka 9 : Diisi dengan QR code identitas Pemeriksa Bukti Permulaan.
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CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENELAAH

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN ..o )
NOMOR KEP-.......ooc....... (3)
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELAAH

bahwa usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilakukan
Penelaahan sebelum disetujui untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan;

bahwa konsep hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan
Penelaahan untuk memberikan rekomendasi kepada.................. (2)
selaku kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum;

bahwa Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui seketika
harus dilakukan Penelaahan sebelum disetujui untuk dilakukan
Penyidikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu ditetapkan Keputusan
................... (2) tentang Pembentukan Tim Penelaah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembar Negara 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor
177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1212);



Menetapkan

KESATU

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN ... (2) TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENELAAH.

Membentuk Tim Penelaah usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan, konsep
hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan penanganan Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan yang diketahui seketika dengan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan......... (2) ini.

Tugas pokok Tim Penelaah usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah
menelaah usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Tugas pokok Tim Penelaah konsep hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
adalah menelaah usulan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Tugas pokok Tim Penelaah penanganan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan yang diketahui seketika adalah menelaah usulan penanganan
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui seketika.

Masa kerja Tim Penelaah dimulai pada tanggal berlakunya Keputusan
................... (2) ini sampai dengan 31 Desember ........(4).

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 15 Tahun
Anggaran ........ (4).

Keputusan ........... (2) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ............ (2) ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak; dan
2. anggota Tim Penelaah.

Ditetapkandi ................ (5)
pada tanggal .................. (6)
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LAMPIRAN

Keputusan ................ (2)
NOMOF.....ccviiiiiieeannn (3)
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELAAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELAAH
ATAS USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, KONSEP HASIL PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN, DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
YANG DIKETAHUI SEKETIKA



Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENELAAH

Diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pembentukan Tim Penelaah.

Diisi dengan tahun anggaran.

Diisi dengan kota tempat keputusan ditetapkan.

Diisi dengan tanggal penerbitan keputusan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan susunan anggota Tim Penelaah.
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3. CONTOH FORMAT FORMULIR USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

FORMULIR USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

IDENTITAS TERLAPOR

NPWP
Nama Wajib Pajak
Alamat

Il. ISI INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN/ATAU PENGADUAN

a. Dasar Pelaporan

Nomor Laporan
Tanggal Laporan
Unit Pengusul

b. Ringkasan Perbuatan Pidana

.......................... (7)
c. Dugaan Pasal Pidana dan Potensi Kerugian pada Pendapatan Negara
No Modus Pasal Jenis Pajak/ Masa | Mata Uang Potensi Kerugian
Pajak/ pada Pendapatan
Tahun Pajak Negara
T | () I (9) | e (11) | (13) | e (14)
............. (10) cerrenreienennn(12)
N e ) N — Q) | oo, 1) | (13) | e, (14)
............. (10) cererenrenenenenn(12)
d. Tempat kejadian
No Lokasi Kota Jenis tempat kejadian
T (15) | e, (16) | e (17)
2
3 | s (15) | e, (16) | e, (17)
e. Pihak terkait
No Nama NPWP Alamat Peran
1 | CE:) T (19) | s (20) | e, 21)
2
3 |, CL:) N (19) | e, 220) R I (21)
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lll. URAIAN KRONOLOGIS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG BERKAITAN DENGAN
PERISTIWA
1. ceerrreeennenn(22)
2. ceerreeennenn(22)
IV. EKSISTENSI WAJIB PAJAK
1. Keberadaan Wajib Pajak  :.......ccccoiieiinen. (23)
2. Langkah yang sudah dilakukan untuk mengetahui keberadaan Wajib Pajak
No Langkah yang dilakukan Keterangan
TR T (24) | e, (25)
2
< S (24) | e, (25)
V. DAFTAR BUKTI PENDUKUNG:
No Bukti Pendukung Keterangan
< R (26) | e, (27)
2
3 | s (26) | e, (27)




Angka 1
Angka 2
Angka 3

Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15

Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21

Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25

Angka 26

Angka 27
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PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Identitas orang pribadi atau

badan yang diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang diusulkan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang diusulkan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan nomor laporan pengusul.

: Diisi dengan tanggal laporan pengusul.

: Diisi dengan unit kerja pengusul.

. Diisi dengan ringkasan perbuatan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan.

. Diisi dengan modus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh orang

pribadi atau badan.

: Diisi dengan pasal pidana dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan.

. Diisi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Tindak Pidana di

Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.

: Diisi dengan jenis pajak.

. Diisi dengan masa/tahun pajak.

. Diisi dengan mata uang.

: Diisi dengan nilai potensi kerugian pada pendapatan negara.

: Diisi dengan lokasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh orang

pribadi atau badan.

: Diisi dengan kota Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh orang

pribadi atau badan.

: Diisi dengan jenis lokasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh

orang pribadi atau badan.

: Diisi dengan nama pihak lain yang terkait dengan Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.

. Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak pihak lain yang terkait dengan Tindak

Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.

. Diisi dengan alamat pihak lain yang terkait dengan Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.

. Diisi dengan peran pihak lain yang terkait dengan Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.

. Diisi dengan informasi dan keterangan tambahan.

. Diisi dengan keterangan mengenai keberadaan Wajib Pajak.

: Diisi dengan kegiatan yang telah dilakukan untuk menguji keberadaan Wajib Pajak.
: Diisi dengan penjelasan mengenai kegiatan yang telah dilakukan untuk menguiji

keberadaan Wajib Pajak.

: Diisi dengan bukti terkait Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh

orang pribadi atau badan.

: Diisi dengan lampiran bukti.
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4. CONTOH FORMAT NOTA DINAS KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA PENEGAKAN
HUKUM MENGENAI USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ....oovviiieeiiiiiiiiiieieeeeee ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@paijak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-....oviiiiiieiiiieeee e (2)

Yth e (3)

Dari L e a e aaaaa e (4)

Sifat : Sangat Rahasia

Lampiran PP PP PP PUPPPRPPP (5)

Hal : Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Tanggal L e e e e e e e aaaaaaa e (6)

Sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang telah
ditemukan dalam kegiatan ........................ (7), dengan ini diusulkan untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Formulir Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor
........................ (8)tanggal ........................ (9) terhadap:

Nama ettt eeeee e e e ———eee e e e rraeeeaaana——raaaaaan (10)

NPWP/Nomor [dentitas ..o, (11)

Pasal Sangkaan S P PP PP PP PPTPPPPPPPP (12)

Modus Operandi S PP PPTPPPPPPPP (13)

Perkiraan Kerugian

Pada Pendapatan negara: ...........cccooiiiiiiiiiii e (14)

Demikian disampaikan. Atas kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA DINAS KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM
MENGENAI USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1 :  Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile unit pengusul.
Angka 2 : Diisi dengan nomor nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Angka 3 : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

a. Diisi Direktorat Penegakan Hukum apabila unit pengusul berasal dari Unit
Kerja yang ada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

b. Diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak apabila unit pengusul berasal
dari Kantor Pelayanan Pajak dan/atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak bersangkutan.

Angka4 : Diisi dengan asal nota dinas.

Angka 5 : Diisi dengan jumlah lampiran.

Angka 6 : Diisi dengan tanggal nota dinas.

Angka 7 : Diisi dengan kegiatan intelijen / pengawasan / Pemeriksaan / pengembangan
Pemeriksaan Bukti Permulaan / pengembangan Penyidikan.

Angka 8 : Diisi dengan nomor Formulir Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 9 : Diisi dengan tanggal Formulir Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang diusulkan untuk dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 11 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Identitas orang pribadi atau
badan yang diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 12 : Diisi dengan pasal sangkaan yang diduga dilakukan oleh orang pribadi atau badan
yang diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 13 : Diisi dengan modus operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Angka 14 : Diisi dengan perkiraan kerugian pada pendapatan negara.
Angka 15 : Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala unit pengusul.
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5. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PERMINTAAN PENGAYAAN DATA INTELIJEN
PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON .....coooiiiiiiiiiiiiiniciiiees ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ......cccceovieenne (2)
Yth e (3)
Dari L e (4)
Sifat . Segera dan Rahasia
Hal . Permintaan Pengayaan Data Intelijen Perpajakan
Tanggal L r—————————— (5)

Sehubungan dengan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan nota dinas usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Formulir Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor

......................... (6) tanggal .........................(7) terhadap:
Nama e (8)
NPWP/Nomor Identitas  : ......................... (9)

dengan ini kami mohon mendapat bantuan pengayaan data Intelijen Perpajakan atas Wajib Pajak
dimaksud. Data Intelijen Perpajakan tersebut diharapkan dapat kami terima paling lambat tanggal

......................... (10).
Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi
Nama/NIP e ————— [ o (11)
Jabatan L rrrrrr————— (12)
Nomor Telepon/Faksimile —: ........ccccccovinnen. (13)
E-mail e (14)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima
kasih.


http://www.pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA DINAS PERMINTAAN PENGAYAAN DATA INTELIJEN PERPAJAKAN

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6

Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11

Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas permintaan pengayaan data intelijen perpajakan.
Diisi dengan jabatan yang menangani kegiatan intelijen perpajakan.

Diisi dengan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan tanggal nota dinas permintaan pengayaan data intelijen perpajakan.

Diisi dengan nomor nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau
Formulir Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau
Formulir Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang diusulkan untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak /nomor identitas orang pribadi atau badan
yang diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal data intelijen perpajakan paling lambat disampaikan.

Diisi dengan nama/ Nomor Induk Pegawai (NIP) pegawai yang ditunjuk sebagai
narahubung.

Diisi dengan jabatan pegawai yang ditunjuk sebagai narahubung.

Diisi dengan nomor telepon/faksimile pegawai yang ditunjuk sebagai narahubung.
Diisi dengan e-mail pegawai yang ditunjuk sebagai narahubung.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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6. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELAAHAN USUL PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON .....coooiiiiiiiiiiiiiieciiiees ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PENELAAHAN
USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Nomor ..., (2)
Hari, Tanggal : ... (3)
Waktu CPukul L (4)s.d. oo (4)
Tempat L —— (5)
|. PESERTA
A. Penelaah
No Nama NIP Jabatan
T (B) | o (7) | e (8)
N e (B) | e (7) | oo (8)
B. Pengusul Pemeriksaan Bukti Permulaan
No Nama NIP Jabatan
T (9) | e (10) | oo (11)
N | e (9) | s (10) | o (11)
[I. DASAR USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
No. Nomor Tanggal Unit Pengusul
1 (12) | i, (13) ] oo (14)

[II.IDENTITAS WAJIB PAJAK

Wajib Pajak @ ... (15)
NPWP PP PPPRTTTRRN (16)
Alamat PPN 17)

IV. URAIAN PEMBAHASAN

A. Ringkasan dugaan perbuatan pidana

B. Ruang lingkup pidana

No Pasal Pidana Jenis Pajak dan Periode
1 | e (19) (21)
................................ (20) eeeeeenrreeenneeeeenneees (22)
N e (19) (21)
................................ (20) e ennnneeeaeeeenn (22)



http://www.pajak.go.id
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C. Tempat kejadian (23):

No

Lokasi

Kota

Jenis tempat kejadian

1.

D. Pihak yang terkait (24):

No

Nama

NPWP

Alamat

Peran

1.

2.

3.

E. Keberadaan Wajib Pajak:

F. Potensi Kerugian pada Pendapatan Negara (26)

No

Jenis Pajak

Masa/
Tahun Pajak

Mata Uang

Nilai KPPN

G. Pendapat Penelaah (27)

No

Nama

Pendapat

1.

n

H. Tanggapan Pengusul (28)

No

Nama

Tanggapan

1.




V. KESIMPULAN

A. Checklist Penelaahan
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No Fokus Penelaahan Status Keterangan
1. |[Unsur kasus pidana yang diusulkan:
a. Pasal Pidana | Ll (245 ) I (30)
b. Jenis Pajak [ Ll (B1) |oeeiriiiiiiieeee, (32)
c. Periode | Ll (1) I A (34)
2. |[Eksistensi Wajib Pajak | . [(C15) 1N FORT (36)
Kecukupan bukti pendukung | ... (B7) foeeeniiiiiiiiiis (38)
4. [Kerugian pada pendapatan negara | ........cccceeeee. (39) [oeeiriiiiiiiiis (40)
B. Keputusan Penelaahan
1. Status Usulan
No | Unit Pengusul Nomor Usulan Persetujuan Keterangan
1o e (14) | e, (12) | . (A1) | e, (42)
N oo (14) | e, (12) | o (A1) | e, (42)

2. Ruang lingkup Pemeriksaan Bukti Permulaan

No Pasal Pidana Jenis Pajak dan Periode

T s (43) e ——— (45)
................................ (44) S UPRSSPUPPRRR (- (o))

T (43) (45)
................................ (44) N - 1< ) |

Potensi nilai Kerugian pada Pendapatan Negara
No Jenis Pajak Masa/ Mata Uang Nilai KpPN
Tahun Pajak

1, e (B5) | (46) | oo, A7) | e, (48)

2.

3. e (B5) | (46) | oo, A7) | e, (48)

3. Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan
Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan



4. Catatan Penelaahan
................................ (50)

Pengusul,
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Penelaah,
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PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PENELAAHAN USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10

Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15

Angka 16
Angka 17

Angka 18
Angka 19

Angka 20

Angka 21
Angka 22
Angka 23

Angka 24

Angka 25
Angka 26

Angka 27
Angka 28
Angka 29
Angka 30

Angka 31
Angka 32

Angka 33

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan nomor faksimile unit organisasi
penelaah usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan hari dan tanggal dilakukannya Penelaahan.

Diisi dengan waktu dilakukannya Penelaahan.

Diisi dengan tempat dilakukannya Penelaahan.

Diisi dengan nama penelaah.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) penelaah.

Diisi dengan jabatan penelaah.

Diisi dengan nama pegawai yang mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan
dalam hal pengusul hadir dalam Penelaahan usul.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pegawai yang mengusulkan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan pegawai yang mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan nomor dokumen usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal dokumen usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan unit pengusul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang diusulkan untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Identitas orang pribadi atau
badan yang diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang diusulkan untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan ringkasan dugaan perbuatan pidana.

Diisi dengan dugaan asal pasal pidana yang diusulkan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan undang-undang dari pasal pidana yang diusulkan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan jenis pajak yang diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan periode yang diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan lokasi, kota, dan jenis tempat kejadian (alamat aset/tempat kegiatan
usaha/alamat korespondensi/alamat domisili/alamat Kartu Tanda Penduduk).

Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, dan peran dari pihak yang
terkait.

Diisi dengan ringkasan mengenai keberadaan Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis pajak, masa/tahun pajak, mata uang, dan nilai kerugian pada
pendapatan negara.

Diisi dengan nama dan pendapat penelaah.
Diisi dengan nama dan tanggapan pengusul Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status pasal pidana yang diusulkan.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status pasal pidana yang
diusulkan.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status jenis pajak yang diusulkan.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status jenis pajak yang
diusulkan.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status periode yang diusulkan.



Angka 34

Angka 35
Angka 36

Angka 37
Angka 38

Angka 39
Angka 40

Angka 41
Angka 42
Angka 43

Angka 44
Angka 45
Angka 46

Angka 47
Angka 48
Angka 49
Angka 50
Angka 51
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Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status periode yang
diusulkan.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status eksistensi Wajib Pajak.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status eksistensi Wajib
Pajak.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status kecukupan bukti pendukung.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status kecukupan bukti
pendukung.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status kerugian pada pendapatan
negara.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status kerugian pada
pendapatan negara.

Diisi dengan keputusan persetujuan/penolakan Penelaahan.
Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan Penelaahan.

Diisi dengan pasal pidana yang disetujui untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan

Diisi dengan undang-undang dari pasal pidana yang disetujui untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan jenis pajak yang disetujui untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan periode (masa/tahun pajak) yang disetujui untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan mata uang.

Diisi dengan potensi nilai kerugian pada pendapatan negara.
Diisi dengan jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan catatan Penelaahan.

Diisi dengan kota dan tanggal dibuatnya berita acara.
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7. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ..ot ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Nomor: ... (2)

Menimbang . bahwa untuk memperoleh Bukti Permulaan atas dugaan Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan, perlu menetapkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan;

Dasar . Pasal 43A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

MEMBERI PERINTAH:

Kepada : No Nama NIP Jabatan dalam Tim
(I (€< T 4) | (5)
N, | e, (B) | 4) | o (5)
Untuk : 1. melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara
.............................. (6) atas dugaan tindak pidana sebagai berikut:
B e (7)
Dl e (7)

untuk mencari Bukti Permulaan adanya Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan, yang diduga dilakukan oleh dan/atau melalui:

Wajib Pajak ...l (8)

NPWP e (9)

2. melaporkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

TELAH DIPERLIHATKAN | . (0] (11)

Kepada: ......cooeeniiiiiiiiei e (14) | e (12)

Sebagai : orang pribadi/wakil badan/kuasa
yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan®)

Tanggal

o ---(15) ................................... (13)
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Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15

Angka 16
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemeriksa Bukti Permulaan.
Diisi dengan jabatan Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan dugaan Peristiwa Pidana.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan kota tempat penandatanganan dokumen.

Diisi dengan tanggal penandatanganan dokumen.

Diisi dengan jabatan penanda tangan dokumen.

Diisi dengan nama, dan tanda tangan penanda tangan dokumen.
Diisi dengan nama orang pribadi/wakil badan/kuasa.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan diperlihatkan.

Diisi dengan tanda tangan dan/atau cap orang pribadi/wakil badan/kuasa.
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8. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PERUBAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..ot ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PERUBAHAN
Nomor: ..o veeveeeeeee (2)

Menimbang : 1. bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas
dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan terhadap Wajib
Pajak .....cc......... (3) NPWP: ..o (4) berdasarkan Surat

Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No Nomor Tanggal
1o | (B) (6)
2. bahwa sehubungan dengan ..., (7), perlu

menetapkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Perubahan;
Dasar . Pasal 43A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

dilakukan perubahan Surat Perintah sehingga menjadi:
MEMBERI PERINTAH:

Kepada : No Nama NIP Jabatan dalam Tim

1.0 | e, [£3) I (9) | s (10)

(0 JA T [£3) I (9) | s (10)
Untuk ;1. melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara
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untuk mencari bukti permulaan adanya Tindak Pidana Di Bidang
Perpajakan, yang diduga dilakukan oleh dan/atau melalui:
a. Wajib Pajak: ........cccevvveieiiinnn (3)

b. NPWP e ———————— (4)
2. melaporkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.



Angka 1

Angka 2
Angka 3

Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PERUBAHAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Surat
Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Surat
Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan.

Diisi dengan alasan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Perubahan.

Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemeriksa Bukti Permulaan.
Diisi dengan jabatan Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan dugaan Peristiwa Pidana.

Diisi dengan kota tempat penandatanganan surat.

Diisi dengan tanggal penandatanganan surat.

Diisi dengan jabatan penanda tangan surat.

Diisi dengan nama, dan tanda tangan penanda tangan surat.
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9. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PERMINTAAN PENERBITAN SURAT PERINTAH
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON .....coooiiiiiiiiiiiiiieiiiiees ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-.....ovviiiiieiiiieeee e, (2)

Yth e (3)

Dari L et aaaaaaaaaa e (4)

Sifat : Segera dan Rahasia

Lampiran PP PP P PP PPPPPPPRPPPP (5)

Hal : Permintaan Penerbitan SPPBP

Tanggal et a e e e e e (6)

Berdasarkan:

1. Lembar Informasi Intelijen Perpajakan/ laporan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari
fungsi Pengawasan/laporan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari fungsi
Pemeriksaan/Laporan Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Laporan Kemajuan
Pelaksanaan Penyidikan*)

nomor e (7)
tanggal et (8)
2. Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
nomor e (9)
tanggal et a e e e e e e e e e e e e e e (10)
telah disetujui untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara ...................... (11) terhadap:
nama ettt eeeee e e e ———eee e e e rraeeeaaana——raaaaaan (12)
NPWP/nomor identitas L et e e e et e aaaaaaaaaaaaaaaaaa e e (13)
dugaan peristiwa pidana O PPPP SRR (14)
Unit Penelaah S PP PPTPPPPPPPP (15)

Dengan ini diminta kepada Saudara untuk menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat
Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

*) Pilih salah satu.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id

67

PETUNJUK PENGISIAN

NOTA DINAS PERMINTAAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8

Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12

Angka 13

Angka 14
Angka 15

Angka 16

PERMULAAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas permintaan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum tujuan.
Diisi dengan asal naskah dinas.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Lembar Informasi Inteliien Perpajakan/laporan usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dari fungsi Pengawasan/ laporan usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dari fungsi Pemeriksaan/Laporan Pengembangan
Pemeriksaan Bukti Permulaan/Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan.

Diisi dengan tanggal Lembar Informasi Intelijen Perpajakan/laporan usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dari fungsi Pengawasan/laporan usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dari fungsi Pemeriksaan/Laporan Pengembangan
Pemeriksaan Bukti Permulaan/Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tanggal Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu terbuka atau tertutup.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang akan dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak atau nomor identitas orang pribadi atau
badan yang akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan dugaan peristiwa pidana.
Diisi dengan unit yang akan melakukan Penelaahan konsep Laporan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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10. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBATALAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN/SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PERUBAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pa'ak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PEMBATALAN ... s (2)
Nomor BA.BATAL-.......ccccrriircnnennn (3)

Pada hariini ............ (4)tanggal ............. (5)bulan ............ (6)tahun ............... (7) telah
dibatalkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan Perubahan*) nomor .............. (8)tanggal .......ceeveee. (9) atas nama:

nama i rrnnrrrrrrrrsnsrneneeeeeeeeeeess (10)
NPWP/nomor identitas P PPPPPPPPRRPRY (1 Bt B
dugaan tindak pidana e sssnnneeeeeen (12)

Karena ........cccccceeiiiniiiiiieeeeeee e (13)

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

*) pilih yang sesuai
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PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PEMBATALAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI

PERMULAAN/SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PERUBAHAN

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12
Angka 13

Angka 14

Angka 15
Angka 16

Angka 17
Angka 18

: Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana

Penegakan Hukum.

: Diisi dengan “SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN" atau

“‘SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PERUBAHAN".

: Diisi dengan nomor berita acara.

. Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

. Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

: Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

: Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

: Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/Surat Perintah

Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan yang dibatalkan.

: Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/Surat Perintah

Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan yang dibatalkan.

: Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas orang pribadi atau

badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan dugaan Peristiwa Pidana.
: Diisi dengan alasan pembatalan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti

Permulaan/Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan.

: Dalam hal:

a. penerbit Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan adalah Direktur Penegakan Hukum,
maka diisi dengan Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan;

b. penerbit Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan adalah Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak, maka diisi dengan Kepala Bidang Pemeriksaan,
Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan atau Kepala Bidang di Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas menangani administrasi
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

. Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat sesuai angka 14.
: Dalam hal:

a. penerbit Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan adalah Direktur Penegakan Hukum
maka diisi dengan Kepala Seksi pada Subdirektorat Pemeriksaan Bukti
Permulaan;

b. penerbit Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan adalah Kepala Kantor Wilayah DJP
maka diisi dengan Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan
atau pejabat pengawas yang memiliki tugas menangani administrasi
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat sesuai angka 16.
: Diisi dengan Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum yang menerbitkan Surat

Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan Perubahan.
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Angka 19 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum
yang menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan.
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11. CONTOH FORMAT RENCANA KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... 1)

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

RENCANA KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

NOMOR ..., (2)

Nama Wajib Pajak || (3)

NPWP (4)

Surat Perintah Pemeriksaan | : | ...l (B) e (6)

Bukti Permulaan

Dugaan Peristiwa Pidana : T (7)

2.
Jenis Pemeriksaan | | e (8)
Detail Rencana Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan :
JADWAL
NO. RENCANA KERJA P e NG KETERANGAN

JADWAL MULAI

JADWAL AKHIR

A. Kegiatan Utama

1. | Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan (9)
2. | Peminjaman Bahan Bukti (10)
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3. | Permintaan Keterangan (Lisan)
(11)

4. | Permintaan Keterangan dan/atau
Bukti Tertulis (12)

5. | Permintaan Informasi, Bukti Dan
Keterangan (IBK) Kepada
Lembaga Jasa Keuangan (13)

6. | Permintaan Data Pihak Ketiga
(Data ILAP) (14)

7. | Permintaan Pertukaran Data ke
Luar Negeri (Eol) (15)

8. | Penyegelan (16)

9. | Permintaan Kegiatan Forensik
Digital (17)

10. | Permintaan Kegiatan Intelijen
Perpajakan (18)

11. | Permintaan Bantuan Kegiatan
Penilaian (19)

12. | Permintaan Bantuan Ahli (20)

13. | Panggilan Klarifikasi (21)

14. | Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
Bukti Permulaan (22)

15. | Penyusunan Laporan
Pemeriksaan Bukti Permulaan (23)

16. | Pemberitahuan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Bukti Permulaan (24)

17. | Penyusunan Laporan Kejadian
(25)

18. | Pengembalian Bahan Bukti (26)

B. Kegiatan Lainnya

B.1. Persiapan Pemeriksaan Bukti
Permulaan
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B.2. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti

Permulaan

1.

B.3. Pelaporan Pemeriksaan Bukti

Permulaan

1.

Ketua Tim
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PETUNJUK PENGISIAN
RENCANA KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (TERBUKA)

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor dokumen.

Angka 3 . Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 5 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 6 . Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 7 . Diisi dengan uraian dugaan tindak pidana.

Angka 8 : Diisi dengan jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 9 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait peminjaman bahan bukti.

Angka 11 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan keterangan (lisan).

Angka 12 . Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan keterangan dan/atau bukti tertulis.

Angka 13 . Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan

terkait permintaan informasi, bukti, dan keterangan (IBK) kepada Lembaga
Jasa Keuangan.

Angka 14 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan data pihak ketiga (Data ILAP).

Angka 15 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan pertukaran data ke luar negeri (Eol)

Angka 16 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait penyegelan.

Angka 17 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan kegiatan Forensik Digital.

Angka 18 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan bantuan kegiatan intelijen perpajakan.

Angka 19 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan bantuan kegiatan penilaian.

Angka 20 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan bantuan Ahli.

Angka 21 . Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait Panggilan Klarifikasi.

Angka 22 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 23 . Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan

terkait penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan



Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27

Angka 28
Angka 29
Angka 30
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Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait penyusunan Laporan Kejadian.

Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait pengembalian Bahan Bukti.

Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait kegiatan lainnya yang telah dilakukan.

Diisi dengan kota.
Diisi dengan tanggal dokumen.
Diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim.
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12. CONTOH FORMAT RENCANA KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (TERTUTUP)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

..................................................................... 1)

RENCANA KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

NOMOR ..o, (2)
Nama Wajib Pajak || . (3)
NPWP e, (4)
Surat Perintah Pemeriksaan | 1 | ....coooiiiiiiiennnn. (5) v, (6)
Bukti Permulaan
Dugaan Peristiwa Pidana e (7)
2.
Jenis Pemeriksaan || (8)
Detail Rencana Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan :
JADWAL
NO. RENCANA KERJA PN g e KETERANGAN
JADWAL MULAI JADWAL AKHIR

A. Kegiatan Utama

1. | Peminjaman Bahan Bukti (9)

2. | Permintaan Keterangan (Lisan) (10)

3. | Permintaan Keterangan dan/atau Bukti
Tertulis (11)
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4. | Permintaan Informasi, Bukti Dan
Keterangan (IBK) Kepada Lembaga Jasa
Keuangan (12)

5. | Permintaan Data Pihak Ketiga (Data
ILAP) (13)

6. | Permintaan Pertukaran Data ke Luar
Negeri (Eol) (14)

7. | Permintaan Kegiatan Intelijen Perpajakan
(15)

8. | Permintaan Bantuan Kegiatan Penilaian
(16)

9. | Permintaan Bantuan Ahli (17)

10. | Penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti
Permulaan (18)

11. | Penyusunan Laporan Kejadian (19)

12. | Pengembalian Bahan Bukti (20)

B. Kegiatan Lainnya

B.4. Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan

RN, 1)

B.5. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan

T, 21)

B.6. Pelaporan Pemeriksaan Bukti Permulaan
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PETUNJUK PENGISIAN
RENCANA KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (TERTUTUP)

Angka 1 . Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor dokumen.

Angka 3 . Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 4 . Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 5 :  Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 6 . Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 7 . Diisi dengan uraian dugaan tindak pidana.

Angka 8 . Diisi dengan jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait peminjaman bahan bukti.

Angka 10 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan keterangan (lisan).

Angka 11 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan keterangan dan/atau bukti tertulis.

Angka 12 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan

terkait permintaan informasi, bukti, dan keterangan (IBK) kepada Lembaga
Jasa Keuangan.

Angka 13 . Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan data pihak ketiga (Data ILAP).

Angka 14 . Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan pertukaran data ke luar negeri (Eol)

Angka 15 . Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan bantuan kegiatan intelijen perpajakan.

Angka 16 . Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan bantuan kegiatan penilaian.

Angka 17 . Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait permintaan bantuan Ahli.

Angka 18 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Angka 19 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait penyusunan Laporan Kejadian.

Angka 20 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait pengembalian Bahan Bukti.

Angka 21 : Diisi dengan jadwal awal, jadwal akhir, penanggung jawab, serta keterangan
terkait kegiatan lainnya yang telah dilakukan.

Angka 22 . Diisi dengan kota.

Angka 23 . Diisi dengan tanggal dokumen.

Angka 24 . Diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim.
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13. CONTOH FORMAT NOTA DINAS KEPADA DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM MENGENAI
PERMINTAAN BANTUAN TENAGA PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..ot ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

NOMOR ND-....oooiiiiiiiiiiieeeeee e (2)
Yth : Direktur Penegakan Hukum
Dari e (3)
Sifat : Segera
Lampiran ettt a e e e e e e e (4)
Hal : Permintaan Bantuan Tenaga Pemeriksa Bukti Permulaan
Tanggal L e a e aaaaa e (5)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap:

Nama L et h e et r et e ——e——e—eeeeeeeeeeeteeeaaeaaaaaaaeaataeeeeeeateaaaaaaaaaaaanneennrrrnns (6)
NPWP/No. Identitas PP U PP PRSI (7)
kami memerlukan tambahan tenaga Pemeriksa Bukti Permulaan dengan alasan:

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon bantuan tenaga Pemeriksa Bukti Permulaan
sebanyak ............ocoeeinnnn, (9).

Demikian, atas kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA DINAS KEPADA DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM

MENGENAI PERMINTAAN BANTUAN TENAGA PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6

Angka 7
Angka 8

Angka 9
Angka 10

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas Permintaan Bantuan Tenaga Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan jumlah lampiran.
Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas orang pribadi atau
badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan alasan memerlukan tambahan tenaga pemeriksa Bukti Permulaan,
misal karena terjadi mutasi fungsional Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan jumlah tenaga pemeriksa Bukti Permulaan yang dibutuhkan.
Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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14. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PENUNJUKAN TENAGA PEMERIKSA BUKTI
PERMULAAN (DARI DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM KE KANTOR WILAYAH DJP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ....ooviiiiiiiiiiiceee ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-....oooiiiiiiiiiiieeeeee e (2)
Yth e e e e (3)
Dari : Direktur Penegakan Hukum
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Bantuan Tenaga Pemeriksa Bukti Permulaan
Tanggal PP PP PPPPPPPRPPPP (4)

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Kanwil DJP ................ (B)nomor .........cceenen. (6)
tanggal ...l (7) hal Permintaan Bantuan Tenaga Pemeriksa Bukti Permulaan dalam
rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap:

Nama e et e et e e et e et e e e e e e e e aaaaaaaaas (8)

NPWP/Nomor Identitas @ .....ccoviiiiiiiie e (9)
dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan:

No. Nama/NIP Pangkat/Golongan Unit Kerja
(10) | (11) | (12) | e, (13)

untuk membantu Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Kantor Wilayah DJP tersebut.

Demikian, atas kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA DINAS PENUNJUKAN TENAGA PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN
(DARI DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM KE KANTOR WILAYAH DJP)

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor nota dinas penunjukan tenaga Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 3 . Diisi dengan nama unit kerja Pemeriksa Bukti Permulaan yang ditunjuk.

Angka 4 . Diisi dengan tanggal nota dinas .

Angka 5 . Diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum yang meminta bantuan
tenaga Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 6 . Diisi dengan nomor nota dinas Permohonan Bantuan Tenaga Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Angka 7 . Diisi dengan tanggal nota dinas Permohonan Bantuan Tenaga Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang akan dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas orang pribadi atau
badan yang akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan nomor urut.

Angka 11 : Diisi dengan nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemeriksa Bukti Permulaan
yang ditunjuk.

Angka 12 : Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Bukti Permulaan yang ditunjuk.

Angka 13  : Unit kerja Pemeriksa Bukti Permulaan yang ditunjuk

Angka 14  : Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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15. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PERMINTAAN DATA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
................................................................... (1)

TELEPON ..ot ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-......oovieeieeiiiiiieeee. (2)

Yth : Direktur Data dan Informasi Perpajakan
Dari e (3)
Sifat : Segera dan Rahasia
Lampiran R (4)
Hal : Permintaan Data dan/atau Informasi dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tanggal P (5)

Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan/Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan nomor

........... (6) tanggal ............ (7) yang dilakukan terhadap:
Nama U RRTRPPRPPRPRRPRP ()
NPWP/Nomor Identitas @ .......cocccoeeiieiiiii e eeeiieeee e (9)

dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dengan ini diminta
agar Saudara memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan sebagaimana daftar
terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA DINAS PERMINTAAN DATA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6

Angka 7

Angka 8
Angka 9

Angka 10

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas Permintaan Data dalam rangka Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat
Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat
Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan, maka penulisan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan dapat dituliskan seperti contoh berikut.

Contoh :

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor :

1. PRIN-01/BP/WPJ.07/2021 tanggal 1 Agustus 2021
2. PRIN-P-11/BP/WPJ.07/2021 tanggal 1 Desember 2021
3. ..dst.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas orang pribadi atau
badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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16. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
SECARA TERBUKA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOMOr e (2) (3)
Sifat : Segera dan Rahasia

Hal :Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Yth. o, (4)

NPWP ..o (5)

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor
......................... (6) tanggal ............................ (7) , dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan
Pasal 43A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan

terhadap:
Nama e (4)
NPWP e (5)
atas dugaan tindak pidana sebagai berikut:
A e (8)
N e (8)

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, diberitahukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Saudara berkewajiban untuk:

a. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk memasuki dan/atau
memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang
diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti;

b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk mengakses
dan/atau mengunduh Data Elektronik;

c. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Bahan Bukti kepada Pemeriksa Bukti
Permulaan;

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis kepada Pemeriksa Bukti Permulaan; dan

memberikan bantuan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan guna kelancaran
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

2. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan terhitung sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan.

3. Saudara memiliki hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang atas jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan®).


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
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Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Keterangan: *) Dalam hal Wajib Pajak memiliki hak pengungkapan ketidakbenaran perbuatan

Disampaikan kepada e eneeas (11)
Jabatan et a e (12)
Tanggal e (13)
Tanda tangan/cap et a e (14)
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4

Angka 5

Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan dugaan tindak pidana.

Diisi dengan jabatan penandatangan.

Diisi dengan nama penandatangan.

Diisi dengan nama penerima surat.

Diisi dengan jabatan penerima surat.

Diisi dengan tanggal disampaikannya surat.

Diisi dengan tanda tangan atau cap kantor.
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17.CONTOH FORMAT NOTA DINAS KE KPP MENGENAI PEMBERITAHUAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ....oooiiiiiiiiiiiiieieeeeee ; FAKSIMILE oo, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMORND-........ccevvnnne (2)
Yth : Kepala Kantor Pelayanan Pajak.........................(3)
Dari UUUUURPPPRN (- )|
Sifat : Segera
Lampiran EUURRRUPURPRPRRY (o)
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tanggal UUUPRRPPPRRN (<) |
Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan*) nomor ............. (7) tanggal ........... (8), dengan ini
diberitahukan bahwa dilakukan Pemerlksaan Bukti Permulaan terhadap:
Nama L et ttetteeteete—eeeeeeeeeteetteeaaaaeaaeeeeeeeeateeteaaeeaaaaaaaasesnsssntearrtrrrrarraees (9)
NPWP/NOMOT [AENLHAS 1 e e e (10)
Dugaan Peristiwa Pidana :© ..........oeiiiiiiiie e (11)

dan diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

a. data, dokumen, dan berkas Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan agar diamankan;

b. Pemeriksaan terhadap Waijib Pajak tersebut untuk jenis pajak dan Masa Pajak, Bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan ditangguhkan;

c. Wajib Pajak tidak berhak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau pembetulan Surat
Pemberitahuan (SPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang KUP
untuk jenis pajak dan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan;

d. Wajib Pajak tidak berhak melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan (SPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP
untuk jenis pajak dan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan

e. Wajib Pajak berhak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP atas jenis pajak dan Masa Pajak,
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

*) pilih yang sesuai


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id

Angka 1
Angka 2
Angka 3

Angka 4
Angka 5

Angka 6
Angka 7

Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12
Angka 13
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA DINAS KE KPP MENGENAI PEMBERITAHUAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan alamat KPP Waijib Pajak terdaftar atau yang meliputi
alamat domisili orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan jumlah lampiran.

Lampiran surat pemberitahuan berupa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan atau Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat
Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat
Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan.

Diisi dengan nama orang pribadi/badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak atau nomor identitas orang pribadi/badan
yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan dugaan Peristiwa Pidana.
Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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18. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPINGAN PENYAMPAIAN
PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..ot ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Nomor @ ..., (2)
Tanggal :..............c..ll. (3)

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Tugas Direktur Penegakan Hukum
a. Nomor N (4)
b. Tanggal . (5)
2. Pegawai yang ditugaskan 3 [DVUUTUURRURR (6) e 7)
3. Tugas Kegiatan : | Melakukan pengawasan dan membantu
mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian
Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan
4. Tanggal mulai Pelaksanaan R (8)
5. Tanggal selesai Pelaksanaan | : | ..................... 9)
6. Tempat Pelaksanaan Tugas o P (10)
2.
[ P (10)
B. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK
No. Nama Wajib Pajak NPWP Nomor Surat Perintah Periode/Tempus
L (11) | (12) | i (13) | .l (14)
C. IDENTIFIKASI KASUS
Jenis Kasus . | Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tim Pemeriksa O P, (1 5) ................ (16)
................ (15) N W 5]
Tim Forensik Digital o P, (1 7) ................ (1 8)
................ (17) S )]



http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id;
mailto:pengaduan@pajak.go.id
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D. KRONOLOGIS PELAKSANAAN TUGAS

E. DOKUMENTASI KEGIATAN PELAKSANAAN
Dokumentasi Keterangan

F. CHECKLIST KEGIATAN PELAKSANAAN
Checklist kegiatan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dalam rangka
penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan pengumpulan bahan
bukti adalah sebagai berikut:
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Keterangan

A. | Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak

Menyampaikan secara langsung surat
pemberitahuan tentang Pemeriksaan
Bukti Permulaan kepada kepala KPP
setelah penyampaian surat
pemberitahuan Pemeriksaan Bukti| T (23)
Permulaan kepada orang pribadi atau
badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

B. | Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Menyampaikan surat
pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan kepada Wajib Pajak | ..................... (22)
paling lambat 1 (satu) bulan setelah
SPPBP diterbitkan.

2. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Bukti Permulaan disampaikan
secara langsung kepada orang
pribadi, keluarga yang telah
dewasa, wakil badan, pegawai,atau | | ...l (23)
kuasa dari orang pribadi atau badan
yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

3. Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan dilakukan di tempat
tinggal, tempat kedudukan, tempat
kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas, dan/atau tempat lain dari| | (23)
orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.
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4. Pemeriksa Bukti Permulaan
menjelaskan alasan dan
dilakukan Pemeriksaan
Permulaan.

tujuan
Bukti

5. Menandatangani
bersama-sama

Pakta Integritas
dengan  orang
pribadi, wakil badan, atau kuasa.

6. Memperlihatkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan

(SPPBP) kepada Wajib Pajak.

Pengumpulan Bahan Bukti

1. Memasuki dan/atau memeriksa
tempat, ruang, dan/atau barang
yang diduga atau patut diduga
digunakan  untuk  menyimpan

Bahan Bukti.

2. Mengakses dan/atau mengunduh
Data Elektronik

3. Meminjam dan/atau memeriksa

Bahan Bukti

Menggunakan bantuan tenaga ahli
dalam pengumpulan Bahan Bukti,
seperti Penilai, ahli di bidang
teknologi informasi, dan lain-lain.

5. Membuat tanda terima peminjaman
atas Bahan Bukti yang diperoleh
selama Pemeriksaan Bukti
Permulaan  di yang
ditandatangani pemeriksa
Bukti Permulaan dan orang pribadi,

badan, atau kuasa dan

disaksikan oleh 2 (dua) orang
selain pemeriksa Bukti Permulaan

lokasi
oleh

wakil

Permintaan Keterangan

1. Permintaan keterangan dilakukan
dengan surat panggilan.

2. Pada akhir permintaan keterangan,
pihak yang dimintai keterangan
membaca BAPK tersebut
dan/atau isinya dibacakan atau
diterangkan kepada pihak yang
dimintai keterangan agar

isi

keterangan atau isi BAPK itu telah




93

sesuai.

3. BAPK ditandatangani oleh pihak
yang dimintai keterangan dan
pemeriksa Bukti Permulaan yang| | .l (23)

melakukan permintaan keterangan.

G. KESIMPULAN

Tim Pemeriksa Bukti Permulaan pada umumnya telah melaksanakan kegiatan
Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti
Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Surat Edaran Nomor.............. (24).

Mengetahui,
Pembuat Laporan
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PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPINGAN
PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor dokumen.

Angka 3 . Diisi dengan tanggal dokumen.

Angka 4 . Diisi dengan nomor surat tugas pendampingan.

Angka 5 . Diisi dengan tanggal surat tugas pendampingan.

Angka 6 : Diisi dengan nama pegawai yang melakukan tugas pendampingan.

Angka 7 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pegawai yang melakukan tugas
pendampingan.

Angka 8 . Diisi dengan tanggal mulai pelaksanaan tugas pendampingan.

Angka 9 . Diisi dengan tanggal selesai pelaksanaan tugas pendampingan.

Angka 10 : Diisi dengan tempat pelaksanaan tugas pendampingan.

Angka 11 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 12  : Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 13  : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 14  : Diisi dengan masa/tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 15 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 16  : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 17 . Diisi dengan nama petugas Forensik Digital.

Angka 18 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) petugas Forensik Digital.

Angka 19 : Diisi dengan uraian kronologis pelaksanaan tugas pendampingan.

Angka 20 : Diisi dengan dokumentasi kegiatan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 21 : Diisi dengan keterangan yang diperlukan terkait dokumentasi kegiatan
pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 22 : Diisi dengan checklist kegiatan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan,
centang (v) jika kegiatan dilakukan atau silang (x) jika kegiatan tidak dilakukan.

Angka 23 : Diisi dengan keterangan yang diperlukan terkait kegiatan pelaksanaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 24 : Diisi dengan nomor dan judul Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai
petunjuk teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 25 : Diisi dengan jabatan pejabat pengawas yang menangani Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 26 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat pengawas yang menangani
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 27 : Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 28 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka29 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pembuat Laporan Pelaksanaan Tugas

Pendampingan.
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19. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN PENANGGUHAN PEMERIKSAAN
DAN PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ....ovviiiiiiiiiiiiceee} ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA
PENYAMPAIAN PENANGGUHAN PEMERIKSAAN DAN
PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

NomorBA-............ie (2)

Pada hariini ............... (3) tanggal ............. (4) bulan .......... (5) tahun ............ (6) bertempat
di .o (7) tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan Tim Pemeriksa Pajak telah bersama-sama
datang ke alamat Wajlb Pajak dan bertemu dengan:

Nama et e e e (8)

No. Identitas e e aaaaa (9)

Jabatan et e e e e e e et (10)
yang bertindak selaku Wajlb Pajak/Wakil/Kuasa (11) dari Wajib Pajak atas nama:

Nama e (12)

NPWP PRSPPI (13)
untuk:
1. menyampaikan penangguhan Pemeriksaan berdasarkan:

No Surat Perintah Pemeriksaan Tanggal

A o (14) ] (15)

N e (4) (15)

2. menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ....................... (16) tanggal .......cevvvveennnnnn. (17).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Pemeriksa,
Pemeriksa Bukti Permulaan, dan Waijib Pajak/Wakil/Kuasa.

Wajib Pajak//Wakil/Kuasa Tim Pemeriksa Bukti Tim Pemeriksa,
Permulaan
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENYAMPAIAN PENANGGUHAN PEMERIKSAAN DAN
PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1 . Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan Nomor Berita Acara Penyampaian Pemberitahuan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 3 . Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Angka 4 . Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Angka 5 . Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Angka 6 : Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Angka 7 . Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Angka 8 : Diisi dengan nama pihak yang menerima/bertemu dengan Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Angka 9 : Diisi dengan identitas pihak yang menerima/bertemu dengan Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan jabatan pihak yang menerima/bertemu dengan Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Angka 11 : Diisi dengan status pihak yang menerima/bertemu dengan Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Angka 12  : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 13  : Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 14  : Diisi dengan Nomor Surat Perintah Pemeriksaan.

Angka 15 : Diisi dengan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan.

Angka 16  : Diisi dengan Nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 17  : Diisi dengan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 18 : Diisi dengan nama dan tanda tangan penerima.

Angka 19 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan.

Dalam hal anggota tim terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang, maka disesuaikan
dengan jumlah anggota tim.

Angka 20 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa.

Dalam hal anggota tim terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang, maka disesuaikan
dengan jumlah anggota tim.
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20. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ....oiviiiiiiiiiceee ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id
BERITA ACARA
PENOLAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Nomor : BA-...........oeiiiiii, (2)
Pada hariini.............. (3)tanggal ............. (4)bulan .............. (5)tahun .............. (6) bertempat
o [ I (7) tim Pemeriksa Bukti Permulaan telah bertemu dengan:

Nama P PP PPTPPTPPPPPPPPR (8)

No. ldentitas ., (9)

Jabatan e e e e e e e e ——— (10)

yang bertindak selaku Orang Pribadi/Wakil/Kuasa (11) dari:

Nama e ———— (12)
NPWP e e e e e e e aaaea e (13)

untuk menyampaikan pemberitahuan dan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak
Pidana di Bidang Perpajakan berdasarkan:

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ........... (14) tanggal ............. (15), tetapi yang
bersangkutan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan alasan
............................... (16).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh orang
pribadi/wakil badan/kuasa (11) dan Pemeriksa Bukti Permulaan.

Orang Pribadi/Wakil/Kuasa (11) Pemeriksa Bukti Permulaan,
...................................... (17) crrrreeeeennnnrneeeeessensnnnnneeena(18)
...................................... (18)
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan Nomor Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Angka 3 . Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Angka 4 . Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Angka 5 . Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Angka 6 . Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Angka 7 . Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Angka 8 : Diisi dengan nama pihak yang menerima/bertemu dengan Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Angka 9 : Diisi dengan nomor identitas pihak yang menerima/bertemu dengan Pemeriksa
Bukti Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan jabatan pihak yang menerima/bertemu dengan Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Angka 11 : Diisi dengan status pihak yang menerima/bertemu dengan Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Angka 12 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 13  : Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 14  : Diisi dengan Nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 15 : Diisi dengan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 16  : Diisi dengan alasan penolakan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 17  : Diisi dengan nama dan tanda tangan orang pribadi yang bertindak selaku orang
pribadi/wakil badan/kuasa.

Angka 18 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan.

Dalam hal anggota tim terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang, maka disesuaikan
dengan jumlah anggota tim.
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21. CONTOH FORMAT BERITA  ACARA PENOLAKAN MENANDATANGANI
BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ..o} ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@paijak.go.id; informasi@pajak.go.id
BERITA ACARA
PENOLAKAN MENANDATANGANI
BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Nomor BA-............ccccceee. (2)
Pada hariini ......... (3) tanggal ....... (4) bulan. .(5)tahun ........... (6) bertempat di
........... (7) Pemeriksa Buktl Permulaan telah bertemu dengan
Nama L e e —— (8)
No. Identitas & ..o, (9)
Jabatan L e —— (10)
yang bertindak selaku Orang Pribadi/Wakil/Kuasa Dari:
Nama e e e e ee e e e e e e ———— (11)
NPWP PP PPPPPPO (12)

untuk menyampaikan pemberitahuan dan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
berdasarkan:
Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ........... (13) tanggal ...... (14), tetapi yang
bersangkutan menolak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan menolak menandatangani
Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan dua orang saksi.

Saksi | Pemeriksa Bukti Permulaan
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENOLAKAN MENANDATANGANI
BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1 . Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara
Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 3 . Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Angka 4 . Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Angka 5 . Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Angka 6 : Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Angka 7 . Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Angka 8 : Diisi dengan nama pihak yang menerima/bertemu dengan Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Angka 9 : Diisi dengan identitas pihak yang menerima/bertemu dengan Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan jabatan pihak yang menerima/bertemu dengan Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Angka 11 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 12 : Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 13 : Diisi dengan Nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 14  : Diisi dengan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 15 : Diisi dengan nama dan tanda tangan saksi I.

Angka 16 : Diisi dengan nama dan tanda tangan saksi Il.

Angka 17 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan.

Dalam hal anggota tim terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang, maka disesuaikan
dengan jumlah anggota tim.
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22. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN MENANDATANGANI BERITA ACARA
PENOLAKAN PENYAMPAIAN PENANGGUHAN PEMERIKSAAN DAN PEMBERITAHUAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON .....coooiiiiiiiiiiiiiiciiiees ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PENOLAKAN MENANDATANGANI
BERITA ACARA PENYAMPAIAN PENANGGUHAN PEMERIKSAAN DAN PEMBERITAHUAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

NOMOR ... (2)

Pada hari ini ................... (3), tanggal .........ccco.... (4) bulan ... (5) tahun
................... (6) bertempat di ...................(7), Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan Tim Pemeriksa
Pajak telah bersama-sama datang ke alamat Wajib Pajak dan bertemu dengan:

Nama PP PPPRPPPPPRPRPPN (8)

No. Identitas ..o (9)

Jabatan e (10)
yang bertindak selaku Wajib Pajak/Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak atas nama:

Nama PP PPPRPPPPPRPRPPN 11)

NPWP e (12)
untuk:

1. menyampaikan penangguhan Pemeriksaan berdasarkan:

No Surat Perintah Pemeriksaan Tanggal
A [ (13) e (14)
N[ (13) e (14)

2. menyampaikan pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan NOMOI oooieeieei s (15) tanggal

Dalam hal ini, Wajib Pajak/Wakil/Kuasa menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan dan menolak menandatangani Berita Acara Penyampaian Penangguhan Pemeriksaan
dan Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id

102

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Pemeriksa, Pemeriksa Bukti Permulaan dan dua orang
saksi.

Saksi | Pemeriksa Bukti Permulaan Pemeriksa Pajak

Saksi Il
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENOLAKAN MENANDATANGANI

BERITA ACARA PENOLAKAN PENYAMPAIAN PENANGGUHAN PEMERIKSAAN DAN

Angka 1

Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12

Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20

PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara
Penyampaian Penangguhan Pemeriksaan dan Pemberitahuan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.
Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.
Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.
Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.
Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Diisi dengan nama pihak yang menerima/bertemu dengan Pemeriksa Bukti
Permulaan dan Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan nomor identitas pihak yang menerima/bertemu dengan Pemeriksa
Bukti Permulaan dan Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan jabatan pihak yang menerima/bertemu dengan Pemeriksa Bukti
Permulaan dan Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan nama dan tanda tangan saksi I.

Diisi dengan nama dan tanda tangan saksi .

Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan.
Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Pajak.
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23. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ....oovviiiiiiiiiiiiiiieeeees ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PAKTA INTEGRITAS

Dengan berlandaskan janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa seluruh PNS akan menaati
segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta akan senantiasa
menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri dengan
senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau
golongan, yang semua dilandasi dengan sikap jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara, pada hari ............. (2) tanggal ............. (3)bulan ............. (4)tahun ............. (5),
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PIHAK PERTAMA

No Nama NIP Jabatan Dalam Tim

T | e (B) | e (7) | (8)

n
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ....................... (9) tanggal
....................... (10), dan

2. PIHAK KEDUA

Nama e ———————————— (11)
NPWP/NIK HUUTURRPUPRRPRRI (12)
Jabatan e (13)
yang bertindak selaku .................ccco.e. (14) dari:
Nama e (15)
NPWP UUTTURPUUPRPPRRI (16)

melakukan kesepakatan dalam suatu PAKTA INTEGRITAS dalam rangka Pemeriksaan Bukti

Permulaan terhadap Wajib Pajak orang pribadi/badan tersebut dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan tugas Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap
Waijib Pajak orang pribadi/badan dengan menaati dan menjunjung tinggi Kode Etik
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak;

2. PIHAK PERTAMA menyampaikan penjelasan mengenai tujuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan serta hak dan kewajiban PIHAK KEDUA dalam Pemeriksaan,;

3. PIHAK PERTAMA akan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh
selama pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

4. PIHAK PERTAMA akan menggunakan data dan/atau informasi yang diperoleh selama
pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara bertanggung jawab;

5. PIHAK PERTAMA tidak akan meminta atau menerima segala pemberian dalam bentuk
apa pun dari PIHAK KEDUA,;

6. PIHAK KEDUA tidak akan memberikan atau menawarkan uang, barang, fasilitas, atau
segala pemberian dalam bentuk apa pun kepada PIHAK PERTAMA,;
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7. Apabilaterjadi pelanggaran, PIHAK KEDUA akan melaporkan hal tersebut secara tertulis
kepada atasan PIHAK PERTAMA,; dan

8. PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA akan dikenai sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan vyang berlaku apabila melakukan
pelanggaran terhadap PAKTA INTEGRITAS ini,

Demikian kesepakatan ini kami buat untuk dapat dilaksanakan dan ditaati.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Tim Pemeriksa Bukti Permulaan:



Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12
Angka 13

Angka 14
Angka 15
Angka 16

Angka 17

Angka 18

106

PETUNJUK PENGISIAN
PAKTA INTEGRITAS

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan hari dibuatnya pakta integritas.

Diisi dengan tanggal dibuatnya pakta integritas.

Diisi dengan bulan dibuatnya pakta integritas.

Diisi dengan tahun dibuatnya pakta integritas.

Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemeriksa Bukti Permulaan.
Diisi dengan jabatan dalam tim Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak/ Wakil / Kuasa yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak atau nomor identitas Waijib Pajak/ Wakil /
Kuasa yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan sebagai Waijib Pajak atau jabatannya sebagai wakil/kuasa
Wajib Pajak.

Diisi dengan keterangan Wajib Pajak/ Wakil / Kuasa.

Diisi dengan orang pribadi/badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi/badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan.
Jumlah penandatangan Pemeriksa Bukti Permulaan disesuaikan dengan jumlah
anggota tim.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/ Wakil / Kuasa yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.
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24. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN PERUBAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ..., ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor @ ., (2) (3)
Sifat : Segera dan Rahasia
Hal : Pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
Yth. oo (4)
NPWP ..., (5)

Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No Nomor Tanggal
T | s (B) | e (7)
N[ (B) | e (7)
yang dilakukan terhadap
Nama @ ... (4)
NPWP . (5)

dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan perubahan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan dimaksud dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan Nomor
......................... (8) tanggal .........................(9) dengan alasan .........................(10).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PERUBAHAN

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan Perubahan.

Angka 3 . Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan Perubahan.

Angka 4 . Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 5 . Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 6 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 7 . Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan.

Angka 9 . Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan.

Angka 10 : Diisi dengan alasan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Perubahan.

Angka 11 : Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Angka 12  : Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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25.CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id
Nomor .., (2) (3)
Sifat : Segera dan Rahasia
Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu

Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan

Yth. oo 4)

Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No Nomor Tanggal
T | e (B) (7)
N | e (B) (7)
yang dilakukan terhadap:
Nama Wajib Pajak e (4)
NPWP e (5)

dengan ini disampaikan bahwa jangka waktu penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan
diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:

semula diselesaikan paling lambat tanggal ......................... (8)
menjadi paling lambat pada tanggal ......................... (9)

......................... (10)
disampaikan kepada :...............ccc. (12 4o o (11)
Jabatan PPN <)
Tanggal D (14)

Tandatangan/Cap :........coeevvevcivveeeee...(15)



http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5

Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu
penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu
penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal jatuh tempo Pemeriksaan Bukti Permulaan lama.

Diisi dengan tanggal jatuh tempo Pemeriksaan Bukti Permulaan baru.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama, dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan penerima surat.

Diisi dengan jabatan penerima surat.

Diisi dengan tanggal disampaikannya surat.

Diisi dengan tanda tangan atau cap kantor.

Format ini dapat digunakan sebagai contoh format nota dinas pemberitahuan perpanjangan
Jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka kepada kepala Kantor Pelayanan

Pajak.
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26. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PERMINTAAN BANTUAN TENAGA INTELIJEN
PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON .....coooiiiiiiiiiiiiiniciiiees ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR .....ccoovveeeeee (2)
Yth L e (3)
Dari L e (4)
Sifat . Segera dan Rahasia
Hal . Permintaan Bantuan Tenaga Intelijen Perpajakan
Tanggal PP (5)

Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah

Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ........................ (6) tanggal .......cccecnnnnnnnnnns (7) terhadap:
Nama e (8)
NPWP/Nomor Identitas  : ......................... (9)

dengan ini kami mohon mendapat bantuan Tenaga Intelijen Perpajakan untuk mendukung
pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak dimaksud.
Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi

Nama/NIP T (10)
Jabatan L eee———— (11)
Nomor Telepon/Faksimile : ......ccccccceennnnnnnns (12)
E-mail T (13)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima
kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id
file:///\\\\10.254.133.110\\Database\\Sanda\\RSE\\%5b@SifatNd%5d
file:///\\\\10.254.133.110\\Database\\Sanda\\RSE\\%5b@Perihal%5d
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA DINAS PERMINTAAN BANTUAN TENAGA INTELIJEN PERPAJAKAN

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas permintaan bantuan tenaga intelijen perpajakan.
Diisi dengan jabatan yang menangani kegiatan intelijen perpajakan.

Diisi dengan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan tanggal nota dinas permintaan bantuan tenaga intelijen perpajakan.
Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak/nomor identitas orang pribadi atau badan
yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama/ Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemeriksa Bukti Permulaan.
Diisi dengan jabatan Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor telepon/faksimile Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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27. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PEMINJAMAN BERKAS KE UNIT LAIN (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ....oovviiiiiiiiiiiiiiieeeees ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR .....ccooveeeeee, (2)
Yth L e (3)
Dari L r—————————— (4)
Sifat . Segera
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal . Peminjaman Berkas
Tanggal L e (5)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan/ Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan:

NO NOMOR SURAT PERINTAH TANGGAL
T | @ . (7)
N | o e . (7)
yang dilakukan terhadap:
Nama Wajib Pajak e (8)
NPWP e (9)

dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dengan ini diminta
kepada Saudara untuk meminjamkan atau memberikan dokumen, data dan/atau informasi yang
diperlukan sebagaimana daftar terlampir. Dokumen, data dan/atau informasi tersebut agar dapat
kami terima paling lambat tanggal ..............c.......... (10).

Informasi lebih lanjut terkait peminjaman tersebut, Saudara dapat menghubungi Pemeriksa Bukti
Permulaan terkait yaitu:

No Nama E-mail Telepon
T (11) | e (12) | e (13)
A (1) | oo (12) | o (13)

Demikian, atas kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id
file:///\\\\10.254.133.110\\Database\\Sanda\\RSE\\%5b@SifatNd%5d
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LAMPIRAN

Nota Dinas Peminjaman Berkas
NOMOr  :eiiieiieiiiieceeces (2)
Tanggal ccccviiiiiieeeeeenn. (5)

DAFTAR DOKUMEN/BERKAS/DATA/BARANG LAINNYA

DAFTAR KETERANGAN
DOKUMEN/BERKAS/DATA/BARANG
LAINNYA
......................... (15) ST C 1)
......................... (15) SN (1)




Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA DINAS PEMINJAMAN BERKAS KE UNIT LAIN (TERBUKA)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas peminjaman berkas ke unit lain.
Diisi dengan nama pihak yang dituju.

Diisi dengan jabatan penandatangan.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal dokumen, data dan/atau informasi paling lambat diterima.
Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan daftar dokumen/berkas/data/barang lainnya yang akan dipinjam.

Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang akan
dipinjam.
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28. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PEMINJAMAN BERKAS KE UNIT LAIN (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ....ooviiiiiiiiice ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

NOMOR ND-.....cooiiiiiiiiiiieeen. (2)
Yth e (3)
Dari P (4)
Sifat . Segera
Lampiran ;1 (Satu) Set
Hal . Peminjaman Berkas
Tanggal T (5)

Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk
memperoleh keterangan atau bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan atau
memberikan dokumen, data dan/atau informasi yang diperlukan sebagaimana daftar terlampir.
Dokumen, data dan/atau informasi tersebut agar dapat kami terima paling lambat tanggal ...... (6).

Untuk informasi lebih lanjut terkait peminjaman tersebut, Saudara dapat menghubungi pegawai
sebagai berikut:
No Nama E-mail Telepon

1 | o, ) | o) (8) | oo (9)

Demikian, atas kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.



http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id
file:///\\\\10.254.133.110\\Database\\Sanda\\RSE\\%5b@SifatNd%5d

117

LAMPIRAN

Nota Dinas Peminjaman Berkas
Nomor IND- (2)
Tanggal .o (5)

DAFTAR DOKUMEN/BERKAS/DATA/BARANG LAINNYA

DAFTAR DOKUMEN/BERKAS/DATA/BARANG

NO. LAINNYA KETERANGAN
e e e, (1) | e, (12)
N | oo A1) (12)
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA DINAS PEMINJAMAN BERKAS KE UNIT LAIN (TERTUTUP)

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor nota dinas peminjaman berkas ke unit lain.

Angka 3 . Diisi dengan nama pihak yang dituju.

Angka 4 . Diisi dengan jabatan penandatangan.

Angka 5 . Diisi dengan tanggal nota dinas.

Angka 6 . Diisi dengan tanggal dokumen, data dan/atau informasi paling lambat diterima.

Angka 7 . Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan alamat e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 10 . Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan
Hukum.

Angka 11 . Diisi dengan daftar dokumen/berkas/data/barang lainnya yang akan dipinjam.

Angka 12 : Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang akan

dipinjam.
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29. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN AKSES DAN/ATAU
PENGUNDUHAN DATA ELEKTRONIK WAJIB PAJAK

SURAT PERNYATAAN

Pada hariini............. (1) tanggal.............. (2) bulan................ (3) tahun............... (4),
kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama e (5)
Nomor |dentitas PR (6)
Jabatan TR (7)
Perusahaan e (8)
memberikan izin kepada tim Pemeriksa Bukti Permulaan yang bertugas berdasarkan Surat
Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ................. (9) tanggal............... (10) dan
dibantu oleh Pemeriksa Forensik Digital berdasarkan Surat Perintah Forensik Digital nomor
..................... (11) tanggal.................(12) untuk mengakses dan/atau melakukan

pengunduhan data elektronik di perangkat elektronik yang terkait:

Nama PR (13)
NPWP P (14)
Alamat e (15)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari
pihak mana pun untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

................ N € <))
Yang menyatakan

Meterai
Rp 10.000
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN AKSES DAN/ATAU PENGUNDUHAN DATA

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5

Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13

Angka 14
Angka 15

Angka 16
Angka 17

ELEKTRONIK WAJIB PAJAK

Diisi dengan hari dibuatnya Surat Pernyataan.
Diisi dengan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan.
Diisi dengan bulan dibuatnya Surat Pernyataan.
Diisi dengan tahun dibuatnya Surat Pernyataan.

Diisi dengan nama Waijib Pajak atau wakil dari Wajib Pajak (untuk Waijib Pajak
Badan) yang membuat Surat Pernyataan

Diisi dengan nomor identitas pihak yang membuat Surat Pernyataan.

Diisi dengan nama jabatan pihak yang membuat Surat Pernyataan.

Diisi dengan nama perusahaan/usaha pihak yang membuat Surat Pernyataan.
Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Forensik Digital.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Forensik Digital.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan.
Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang membuat Surat Pernyataan.
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30. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN PERSETUJUAN KEPADA
PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN UNTUK MELAKSANAKAN WEWENANG PEMERIKSA
BUKTI PERMULAAN
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama PP UPPOPPPN O | |
Pekerjaan/dabatan .. e (2)
Alamat L e e et e e e neeeeeeeeen (3)

Sebagai Wajib Pajak/wakil/kuasa *) atas Waijib Pajak:

Nama PPN (- 5
Alamat PP PUPPPRPPPRN (¢ )
telah memberikan persetujuan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan dari Direktorat Jenderal Pajak
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor...........cccocoieeeeennns (7)
tanggal..........coooiiiiiiin, (8), untuk:

1. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

2. mengakses dan/atau mengunduh data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik;

3. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak dan/atau tidak
bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau
barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

4. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau barang
tidak bergerak;

5. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Direktur
Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan;

6. meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan, dan dituangkan dalam berita acara
permintaan keterangan; dan

7. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan,

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

177/PMK.03/2022.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari
pihak mana pun.

Yang membuat pernyataan
Waijib Pajak/wakil/kuasa *)

Meterai
Rp 10.000
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN PERSETUJUAN KEPADA PEMERIKSA BUKTI
PERMULAAN UNTUK MELAKSANAKAN WEWENANG PEMERIKSA BUKTI PERMULAAN

Angka 1 . Diisi dengan nama Wajib Pajak atau wakil dari Waijib Pajak (untuk Wajib Pajak
Badan) yang membuat Surat Pernyataan.

Angka 2 . Diisi dengan nama pekerjaan/jabatan pihak yang membuat Surat Pernyataan.

Angka 3 : Diisi dengan alamat pihak yang membuat Surat Pernyataan.

Angka 4 . Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 6 : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 7 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan.

Angka 10 . Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang membuat Surat Pernyataan.
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31. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PEMINJAMAN (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ....ooviiiiiiiiice ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PEMINJAMAN

NOMOR ........cceviiiiiienn, (2)
A. Nama Wajib Pajak ... (3)
NPWP 4)
SPPBP (B)tanggal ........covinininnnn (6)
B. Pihak Yang Meminjamkan :....................... (7)
NPWP/ Nomor Identitas  :..................il. (8)
Yang Dipinjam:
No. Berkas/Dokumen/Data/ Jenis Jumlah Keterangan
Barang Lainnya
L P ()1 TP (Q10) ) T (1) e (12
............... PN & 1<)

Yang Menyerahkan,



http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id

Angka 1

Angka 2
Angka 3

Angka 4

Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14

Angka 15
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PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PEMINJAMAN (TERBUKA)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Tanda Terima Peminjaman.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama pihak yang menyerahkan berkas/dokumen/data/barang
lainnya.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/nomor identitas pihak yang menyerahkan
berkas/dokumen/data/barang lainnya.

Diisi dengan nama berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.

Diisi dengan jenis berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.

Diisi dengan jumlah berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
Diisi dengan keterangan berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Tanda Terima Peminjaman.

Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menyerahkan
berkas/dokumen/data/barang lainnya.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan.
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32. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PEMINJAMAN (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ....ooviiiiiiiiice ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PEMINJAMAN

NOMOR .......c.ccoiiiiiinn, (2)

A. Nama Pihak Yang Meminjamkan : ........................ (3)

NPWP/ Nomor Identitas e (4)
B. Yang Dipinjam

NO. BERKAS/DOKUMEN/ JENIS JUMLAH KETERANGAN
DATA/BARANG LAINNYA
1 [(5) ] TP (S 1 I (7)o, (8)
.................... PRI () |
Yang Menyerahkan, Yang Meminjam,


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id

Angka 1

Angka 2
Angka 3

Angka 4

Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11
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PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PEMINJAMAN (TERTUTUP)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Tanda Terima Peminjaman.

Diisi dengan nama pihak yang menyerahkan berkas/dokumen/data/barang
lainnya.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/nomor identitas pihak yang menyerahkan
berkas/dokumen/data/barang lainnya.

Diisi dengan nama berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.

Diisi dengan jenis berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.

Diisi dengan jumlah berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
Diisi dengan keterangan berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Tanda Terima Peminjaman.

Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menyerahkan
berkas/dokumen/data/barang lainnya.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan.
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33.CONTOH FORMAT UNDANGAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA
PEMINJAMAN/PENGEMBALIAN BERKAS PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ..., ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor TS (2) e (3)
Sifat : Segera

Lampiran .., (4)

Hal : Undangan dalam rangka Peminjaman/Pengembalian

Berkas Pemeriksaan®)

Yth. oo
......................... (5)
Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan atas:
Nama L et aaaaaaaaaaaaaaaaaaas (6)
NPWP/Nomor Identitas : .......ccoocveieeiiiiiiiie e, (7)
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ........... (8) tanggal ........... (9)
dengan ini kami mengundang Saudara pada:
Hari/tanggal ... (10)
Waktu PP PPPPPPPPPPPN (11)
Tempat ettt eeeeeee e e e——eeeeeeeaa—araaeaeeeaannaaeaaaeaaaanns (12)

untuk melakukan serah terima peminjaman/pengembalian*) berkas/dokumen/data/barang
lainnya yang diperoleh dalam proses Pemeriksaan.

Mengingat pentingnya hal tersebut, dimohon agar Saudara dapat hadir tepat waktu.
Demikian, atas kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

*) Pilih Salah Satu


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:nformasi@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN
UNDANGAN KEPADA WAJIB PAJAK

DALAM RANGKA PEMINJAMAN/PENGEMBALIAN BERKAS PEMERIKSAAN

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5

Angka 6
Angka 7

Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12

Angka 13
Angka 14

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat undangan dalam rangka peminjaman/pengembalian
berkas Pemeriksaan.

Diisi dengan tanggal surat undangan.
Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diundang dalam rangka
peminjaman/pengembalian berkas Pemeriksaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas orang pribadi atau
badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan hari dan tanggal direncanakannya peminjaman/pengembalian
berkas Pemeriksaan.

Diisi dengan waktu direncanakannya peminjaman/pengembalian berkas
Pemeriksaan.

Diisi dengan tempat direncanakannya peminjaman/pengembalian berkas
Pemeriksaan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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34. CONTOH FORMAT NOTA DINAS KEPADA PEMERIKSA DALAM RANGKA
PEMINJAMAN/PENGEMBALIAN BERKAS PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ....cooviiiiiiiiie ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-.....cociiiiiiiiiieeie, (2)
Yth e (3)
Dari e (4)
Lampiran R (5)
Hal : Peminjaman/Pengembalian Berkas Pemeriksaan®)
Tanggal P (6)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan atas:

Nama PP PUPPPPPPPPPPN (7)
NPWP/Nomor Identitas : ........cccoooveeeiiiiiiiiieeee e (8)
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ........... (9)tanggal ........... (10),

dengan ini kami minta agar Saudara menugaskan tim Pemeriksa Waijib Pajak tersebut untuk hadir
pada:

Hari/tanggal ... 11)
Waktu et et e e ettt et et et e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaas (12)
Tempat PP PPPPPPPPPPPN (13)

dalam rangka serah terima peminjaman/pengembalian *) berkas/dokumen/data/barang lainnya
yang diperoleh dalam proses Pemeriksaan.

Demikian, atas kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

*) Pilih Salah Satu


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA DINAS KEPADA PEMERIKSA PAJAK

DALAM RANGKA PEMINJAMAN/PENGEMBALIAN BERKAS PEMERIKSAAN

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8

Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12
Angka 13

Angka 14

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas peminjaman/pengembalian berkas Pemeriksaan
kepada Pemeriksa.

Diisi dengan nama kepala unit kerja yang dituju.

Diisi dengan nama kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas orang pribadi atau
badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan hari dan tanggal direncanakannya peminjaman/pengembalian
berkas Pemeriksaan.

Diisi dengan waktu direncanakannya peminjaman/pengembalian berkas
Pemeriksaan.

Diisi dengan tempat direncanakannya peminjaman/pengembalian berkas
Pemeriksaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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35. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMINJAMAN BERKAS/BAHAN BUKTI DARI WAJIB
PAJAK MELALUI PEMERIKSA PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ....cooviiiiiiiiie} ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PEMINJAMAN BERKAS/BAHAN BUKTI

Nomor BA-............cevvvvveeeeee. (2)
Pada hariini ......... (3) tanggal .......... (4)bulan ............ (5)tahun .............. (6) bertempat
di s (7) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor
.................. (8) tanggal .......... (9) atas:
Nama PRSP P PTPPPPPI (10)
NPWP/Nomor Identltas .......................................................................... (11)

Pemeriksa Pajak telah mengembalikan berkas/dokumen/data/barang lainnya sebagaimana
terlampir kepada Wajib Pajak dan secara bersamaan Wajib Pajak meminjamkan kepada
Pemeriksa Bukti Permulaan.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wajib Pajak/wakil/kuasa, Tim Pemeriksa Pajak Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
..................................... (12) e (13) el (14)
....................................... (13) e (14)


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
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LAMPIRAN

Berita Acara Peminjaman Berkas Pemeriksaan
NOMOr : .oovieiieieeeceeee (2)

Tanggal : ...ccoovveveeciiciieiee (15)

DAFTAR BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA YANG DIPINJAM

NO. BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA KUANTITAS KETERANGAN
1 (16) | e, A7) | el (18)
Wajib Pajak/wakil/kuasa, Tim Pemeriksa Pajak Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
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PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PEMINJAMAN BERKAS/BAHAN BUKTI DARI WAJIB PAJAK

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12

Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18

MELALUI PEMERIKSA PAJAK

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti.
Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas orang pribadi atau
badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Waijib Pajak/wakil/kuasa yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan tim Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan nama dan tanda tangan tim Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal berita acara.

Diisi dengan nama berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.

Diisi dengan jumlah berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
Diisi dengan keterangan berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
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36. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BERKAS PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... 1)

TELEPON .......coooiiiiiii ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BERKAS PEMERIKSAAN

Nomor BA-...........cccccooe (2)
Pada hariini ......... (3) tanggal .......... (4)bulan ............ (5)tahun .............. (6) bertempat
di (7) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor
.................. (8) tanggal .......... (9) atas:
Nama et e eeee e e e eeeeeeeee e e ——raeeeeeeaaa————reaeeeaaanaaraaaan (10)
NPWP/NoMOr Identitas : .......coooiiiiiiiiiiiieeieieeeee e (11)

Pemeriksa Bukti Permulaan telah mengembalikan berkas/dokumen/data/barang lainnya kepada

Wajib Pajak dan secara bersamaan dipinjam oleh Pemeriksa Pajak.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Wajib Pajak/wakil/kuasa, Tim Pemeriksa Pajak Tim Pemeriksa Bukti Permulaan


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
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LAMPIRAN

Berita Acara Pengembalian Berkas Pemeriksaan
NOMOr oo (2)

Tanggal @ ...coceevvveieiieciee, (15)

DAFTAR BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA YANG DIKEMBALIKAN

NO. BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA KUANTITAS KETERANGAN
1|, (16) | A7) | (18)
Waijib Pajak/wakil/kuasa, Tim Pemeriksa Pajak Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
..................................... (12) e (13) e (14)

....................................... (13) el (14)




Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12

Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENGEMBALIAN BERKAS PEMERIKSAAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Pengembalian Berkas Pemeriksaan.
Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas orang pribadi atau
badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Waijib Pajak/wakil/kuasa yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan tim Pemeriksa Pajak.

Diisi dengan nama dan tanda tangan tim Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal berita acara.

Diisi dengan nama berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dikembalikan.
Diisi dengan jumlah berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dikembalikan.

Diisi dengan keterangan berkas/dokumen/data/barang lainnya yang
dikembalikan.
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37. CONTOH FORMAT SURAT PEMINJAMAN (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON .....oooiiiiiiiiiiiiiiiiieeee ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id:; informasi@pajak.go.id

Nomor L e —————— (2) (3)
Sifat . Segera

Lampiran @ ... (4)

Hal :  Permintaan Peminjaman

YHh. oo (5)

........................................... (6)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan:

NO NOMOR SURAT PERINTAH TANGGAL
1 e (7) | e (8)
yang dilakukan terhadap:
Nama Waijib Pajak ettt e e e e e e e ——aaaaan (9)
NPWP /No. Identitas  :......ccoooeiieeeeeeeeeee (10)

dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan dokumen/berkas/data/barang lainnya
dengan rincian sebagaimana terlampir.

Dokumen/berkas/data/barang lainnya tersebut agar dapat kami terima paling lambat
tanggal .......ccccoeivnnnnnn. (11).

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas Saudara tidak memenuhi
permintaan peminjaman ini, maka Pemeriksaan Bukti Permulaan akan ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut terkait peminjaman tersebut, Saudara dapat menghubungi Pemeriksa
Bukti Permulaan terkait yaitu:

No Nama E-mail Telepon
T (12) | oo (13) | oo (14)
S (12) | oo (13) | oo (14)



http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
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LAMPIRAN

Surat Permintaan Peminjaman
Nomor @ ..., (2)
Tanggal ... (3)

DAFTAR BAHAN BUKTI YANG DIPINJAM

NO. DOKUMEN/BERKAS/DATA KETERANGAN
/BARANG LAINNYA
T (17) e (18)
S (7)o (18)
...................................... (15)




Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10

Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15

Angka 16

Angka 17
Angka 18
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMINJAMAN (TERBUKA)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Surat Permintaan Peminjaman.

Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Peminjaman.

Diisi dengan lampiran Surat Permintaan Peminjaman.

Diisi dengan nama pihak yang dituju.

Diisi dengan alamat pihak yang dituju.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal batas penyampaian dokumen/berkas/data/barang lainnya.
Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor telepon pemeriksa bukti permulaan.

Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.
Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya untuk dipinjam.
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38. CONTOH FORMAT SURAT PEMINJAMAN (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ....cooviiiiiiiiiiiiieeiiee ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id:; informasi@pajak.go.id

Nomor L e —————— (2) (3)
Sifat . Segera

Lampiran @ ... (4)

Hal :  Permintaan Peminjaman

YHh. oo (5)

........................................... (6)

Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk
memperoleh keterangan atau bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan dokumen,
berkas, data, dan/atau barang lainnya dengan rincian sebagaimana terlampir.

Dokumen/berkas/data/barang lainnya tersebut agar dapat kami terima paling lambat
tanggal .......cccceerinnnnn. (7).

Informasi lebih lanjut terkait peminjaman tersebut, Saudara dapat menghubungi Pemeriksa
Bukti Permulaan terkait yaitu:

No Nama E-mail Telepon
;. ........................ (B) | e (9) | e (10)
N 8) | o ©) | o (10)
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LAMPIRAN

Surat Permintaan Peminjaman
Nomor @ ..., (2)
Tanggal ..ol (3)

DAFTAR BAHAN BUKTI YANG DIPINJAM

NO. DOKUMEN/BERKAS/DATA KETERANGAN
/BARANG LAINNYA
T (13) e (14)
R (13) (14)
................................... (11)




Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12

Angka 13
Angka 14
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMINJAMAN (TERTUTUP)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Surat Permintaan Peminjaman.

Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Peminjaman.

Diisi dengan lampiran Surat Permintaan Peminjaman.

Diisi dengan nama pihak yang dituju.

Diisi dengan alamat pihak yang dituju.

Diisi dengan tanggal batas penyampaian dokumen/berkas/data/barang lainnya.
Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.
Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.
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39. CONTOH FORMAT SURAT PERINGATAN |

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ......coooiiiiiiiiie ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@paijak.go.id: informasi@pajak.go.id

Nomor L e ——————————————— (2) (3)
Sifat . Segera

Lampiran @ .. (4)

Hal . Peringatan |

Yth. oo (5)

NPWP.....oooiieeeee (6)

............................................. (7)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan:

NO NOMOR SURAT PERINTAH TANGGAL
1 e (8) | e (9)
Saudara telah diminta untuk meminjamkan dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya sesuai
dengan Surat Permintaan Peminjaman NOMOr........cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiieennn. (10) tanggal
.......................................... (11), tetapi sampai dengan saat ini Saudara ........cccccceeeeeeennnnen. (12)

dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya yang diminta sebagaimana daftar terlampir.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengingatkan Saudara untuk
meminjamkan dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya sebagaimana dimaksud paling
lambat tanggal ... (13).
Informasi lebih lanjut terkait peminjaman tersebut, Saudara dapat menghubungi Pemeriksa
Bukti Permulaan terkait yaitu:

No Nama E-mail Telepon

1o | e (14) | oo (15) | covereereeieeee e (16)
2.

3o | (14) | oo (15) | v (16)
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LAMPIRAN

Surat Peringatan |

Nomor @ ..., (2)
Tanggal ... (3)

DAFTAR PEMINJAMAN BAHAN BUKTI YANG BELUM DIPENUHI

NO. DOKUMEN/BERKAS/DATA KETERANGAN
/BARANG LAINNYA
T (19) e (20)
S (19) e, (20)
................................... (17)




Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17

Angka 18

Angka 19
Angka 20
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINGATAN |

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Surat Peringatan I.

Diisi dengan tanggal Surat Peringatan |.

Diisi dengan lampiran Surat Peringatan |.

Diisi dengan nama pihak yang dituju.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak pihak yang dituju.

Diisi dengan alamat pihak yang dituju.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan nomor Surat Peminjaman.

Diisi dengan tanggal Surat Peminjaman.

Diisi dengan status peminjaman.

Diisi dengan tanggal batas penyampaian dokumen/berkas/data/barang lainnya.
Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.
Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.
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40. CONTOH FORMAT SURAT PERINGATAN II

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..., ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id

Nomor L e ———————————— (2) e (3)
Sifat . Segera

Lampiran @ . (4)

Hal :  Peringatan Il

YHh. e (5)

NPWP....ooiiiiiiiieeee (6)

............................................. (7)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan:

NO NOMOR SURAT PERINTAH TANGGAL
1| e (8) | e (9)
Saudara telah diminta untuk meminjamkan dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya sesuai
dengan Surat Peringatan I NOMON ...cciiiiiiiiiieeieeeeee e e (10) tanggal
.......................................... (11), tetapi sampai dengan saat ini Saudara ..............ccccceevvnveeeee. (12)

dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya yang diminta sebagaimana daftar terlampir.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengingatkan Saudara untuk
meminjamkan dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya sebagaimana dimaksud paling
lambat tanggal .........ccvvvvveeeeeeennnn. (13).
Informasi lebih lanjut terkait peminjaman tersebut, Saudara dapat menghubungi Pemeriksa
Bukti Permulaan terkait yaitu:

No Nama E-mail Telepon

1o | s (14) | e (15) | coeereeeeeereee e (16)
2.

3o | (14) | e (15) | oo (16)
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LAMPIRAN
Surat Peringatan Il
Nomor @ .. (2)
Tanggal ... (3)
DAFTAR PEMINJAMAN BAHAN BUKTI YANG BELUM DIPENUHI
NO. DOKUMEN/BERKAS/DATA KETERANGAN
/BARANG LAINNYA
1 (19) (20)
N e (19) (20)
................................... (17)




Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17

Angka 18

Angka 19
Angka 20
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINGATAN I

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Surat Peringatan II.

Diisi dengan tanggal Surat Peringatan Il.

Diisi dengan lampiran Surat Peringatan Il.

Diisi dengan nama pihak yang dituju.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak pihak yang dituju.

Diisi dengan alamat pihak yang dituju.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan nomor Surat Peringatan I.

Diisi dengan tanggal Surat Peringatan I.

Diisi dengan status peminjaman.

Diisi dengan tanggal batas penyampaian dokumen/berkas/data/barang lainnya.
Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.
Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.



149

41. CONTOH FORMAT BERITA ACARA TIDAK TERPENUHINYA PEMINJAMAN BAHAN
BUKTI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ... ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA TIDAK TERPENUHINYA PEMINJAMAN BAHAN BUKTI
Nomor BA-........cccoivinenne. (2)

Sampai pada hari ini ... (3) tanggal ............... (4) bulan......... (5) tahun
................. (6), peminjaman dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat
Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor:

NO NOMOR SURAT PERINTAH TANGGAL
T (7) (8)
T SR (7) (8)
terhadap:
Nama e (9)
NPWP ettt ae e (10)

belum dipenuhi.

Permintaan peminjaman tersebut telah dilakukan melalui:
1. Surat Peminjaman nomor ......... (11) tanggal ...... (12)

2. Surat Peringatan | nomor ......... (13) tanggal ....... (14)

3. Surat Peringatan Il nomor ........ (15) tanggal ....... (16)

Adapun dokumen/berkas/data/barang lainnya yang tidak dipenuhi untuk
dipinjamkan kepada pemeriksa Bukti Permulaan adalah sebagai berikut:

NAMA DOKUMEN/BERKAS/DATA

/BARANG LAINNYA YANG TIDAK DIPENUHI KETERANGAN

NO.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemeriksa Bukti Permulaan,
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA TIDAK TERPENUHINYA PEMINJAMAN BAHAN BUKTI

Angka 1 . Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor Berita Acara Tidak Terpenuhinya Peminjaman Bahan Bukti.

Angka 3 : Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Angka 4 : Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Angka 5 : Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Angka 6 . Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Angka 7 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 11 : Diisi dengan nomor Surat Peminjaman.

Angka 12  : Diisi dengan tanggal Surat Peminjaman.

Angka 13  : Diisi dengan nomor Surat Peringatan |.

Angka 14  : Diisi dengan tanggal Surat Peringatan I.

Angka 15 : Diisi dengan nomor Surat Peringatan Il.

Angka 16  : Diisi dengan tanggal Surat Peringatan |I.

Angka 17 : Diisi dengan nama dokumen/berkas/data/barang lainnya yang belum
dipinjamkan.

Angka 18 : Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang belum
dipinjamkan.

Angka 19 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan.
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42. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN
(TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..., ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor @ .....ooooviiiiiiienen. (2) (3)
Sifat : Segera

Hal : Panggilan untuk Memberikan Keterangan

Yth. o 4)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan nomor:

No Nomor Surat Perintah Tanggal
L PP (B) | e (7)
TR P () | e (7)
yang dilakukan terhadap:
Nama Wajib Pajak  :....................... (8)
NPWP 9)
dengan ini diminta kedatangan Saudara pada:
hari, tanggal ... (10), veeiiieee (11)
waktu (12), oo, (13)
tempat (14)
bertemu dengan:
No. Nama NIP
1 (15) | (16)
T P (15) | (16)

berupa ...l (17).

Tembusan:
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN (TERBUKA)

Angka 1 . Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor Surat Panggilan untuk Memberikan Keterangan.

Angka 3 . Diisi dengan tanggal Surat Panggilan untuk Memberikan Keterangan.

Angka 4 . Diisi dengan nama pihak yang dipanggil.

Angka 5 . Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NIK pihak yang dipanggil.

Angka 6 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 7 . Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan hari yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 11 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Angka 12 : Diisi dengan waktu yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 13 : Diisi dengan zona waktu.

Angka 14 : Diisi dengan tempat yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 15 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 16  : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 17 : Diisi dengan nama dokumen.

Angka 18 : Diisi dengan jabatan penanda tangan dokumen.

Angka 19 : Diisi dengan nama penanda tangan dokumen.

Angka 20 : Diisi dengan pihak yang akan perlu tembusan surat.
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43. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PEMBERITAHUAN KEPADA ATASAN PIHAK LAIN
(TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..o, ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-....oooiiiiiiiiiiieeeeee e (2)

Yth e (3)

Dari PP (4)

Sifat : Segera

Lampiran e (5)

Hal : Pemberitahuan Pemanggilan Pegawai untuk Memberikan

Keterangan
Tanggal e (6)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan nomor:

No Nomor Surat Perintah Tanggal
1 (7) | e (8)
T PP (7) | e (8)
dengan ini diberitahukan bahwa dilakukan pemanggilan terhadap pegawai pada unit Saudara:
nama et e ettt et e et e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaaas (9)
jabatan/pekerjaan : ... (10)
untuk memberikan keterangan pada:
hari, tanggal et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e (11)
waktu PP P PP PTT PP (12)
tempat PP PP PP PP PP PPPPP (13)
sebagaimana surat panggilan nomor ............... (14) tanggal ........... (15)

Berdasarkan hal tersebut dimohon kepada Saudara menugaskan pegawai dimaksud untuk
menghadiri kegiatan permintaan keterangan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA DINAS PEMBERITAHUAN KEPADA ATASAN PIHAK LAIN (TERBUKA)

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12

Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16

Angka 17

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas Pemberitahuan Pemanggilan Pegawai untuk
Memberikan Keterangan.

Diisi dengan nama kepala unit kerja yang dituju.

Diisi dengan nama kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan jumlah lampiran nota dinas.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama pegawai yang dipanggil.

Diisi dengan jabatan/pekerjaan pegawai yang dipanggil.

Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun yang ditentukan oleh Pemeriksa
Bukti Permulaan.

Diisi dengan waktu dan zona waktu yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tempat yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.
Diisi dengan nomor surat panggilan untuk memberikan keterangan.
Diisi dengan tanggal surat panggilan untuk memberikan keterangan.

Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani
Pemeriksaan Bukti Permulaan.
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44. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PEMBERITAHUAN KEPADA ATASAN PIHAK LAIN
(TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..., ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-....oooiiiiiieiiieie e (2)
Yth PP (3)
Dari P (4)
Sifat : Segera
Lampiran TP (5)
Hal : Pemberitahuan Pemanggilan Pegawai untuk Memberikan
Keterangan
Tanggal PP (6)

Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
untuk memperoleh keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ini diberitahukan bahwa dilakukan
pemanggilan terhadap pegawai Bapak/lbu:

dengan ini diberitahukan bahwa dilakukan pemanggilan terhadap pegawai pada unit Saudara:

nama ettt eeereee e e e e ————eeee e e e e ————reaeeaaan——raaaens (7)
jabatan/pekerjaan : ........cccccoiiiiii e, (8)

untuk memberikan keterangan pada:

hari, tanggal PP PP PP PPPPURPPPPP (9)
waktu L ettt e e — et e e e taaaaaaaaaaaaaaaaaaaas (10)
tempat ettt e et ettt e et e et e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaas 11)

Berdasarkan hal tersebut dimohon kepada Saudara menugaskan pegawai dimaksud
untuk menghadiri kegiatan permintaan keterangan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA DINAS PEMBERITAHUAN KEPADA ATASAN PIHAK LAIN (TERTUTUP)

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10

Angka 11
Angka 12

Angka 13

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas Pemberitahuan Pemanggilan Pegawai untuk
Memberikan Keterangan.

Diisi dengan nama kepala unit kerja yang dituju.

Diisi dengan nama kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan jumlah lampiran nota dinas.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nama pegawai yang dipanggil.

Diisi dengan jabatan/pekerjaan pegawai yang dipanggil.

Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun yang ditentukan oleh Pemeriksa
Bukti Permulaan.

Diisi dengan waktu dan zona waktu yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tempat yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani
Pemeriksaan Bukti Permulaan.
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45.CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN
(TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON .....cooiiiiiiiiiiiiiiieciiees ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id

Nomor . .......ooeiiiinnl. @ (3)
Sifat : Segera
Hal : Panggilan untuk Memberikan Keterangan
Yth. o (4)
......................... (5)

Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk
memperoleh keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ini diminta kedatangan Saudara
pada:

hari, tanggal T (S PP (7)
waktu TR (8), coveeeiii (9)
tempat e (10)

bertemu dengan:

No. Nama NIP
T (1) | (12)
T (1) | e (12)
untuk mengklarifikasi keterangan dan/atau bukti dengan membawa dokumen berupa
........................... (13).

kasih.

Tembusan:
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN (TERTUTUP)

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Surat Panggilan untuk Memberikan Keterangan.
Diisi dengan tanggal Surat Panggilan untuk Memberikan Keterangan.
Diisi dengan nama Pihak yang dipanggil.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NIK pihak yang dipanggil.
Diisi dengan hari yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Diisi dengan waktu yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.
Diisi dengan zona waktu.

Diisi dengan tempat yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.
Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dokumen.

Diisi dengan jabatan penanda tangan dokumen.

Diisi dengan nama penanda tangan dokumen.

Diisi dengan pihak yang akan perlu tembusan surat.
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46. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI
(TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

NOMORBA- ... (2)
Pada hari ini ........... (3), tanggal ........... (4) bulan ............ (5) tahun ............ (6)
bertempatdi ............ (7), kami:
PANGKAT /
NO NAMA NIP GOLONGAN JABATAN
1T | s 8) | 9 | (10) | e (11)
N | 8) | 9 | (10) | e (11)
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor:
NO NOMOR SURAT PERINTAH TANGGAL
11 12 (13)
n | 12 (13)
dan Surat Panggilan nomor:
NO NOMOR SURAT PANGGILAN TANGGAL
11 a4 (15)
n | a4 (15)

telah melakukan permintaan keterangan atas:

Nama e (16)
Alias e (17)
Tempat Lahir TR (18)
Tanggal Lahir e (19)
Nomor Kartu Identitas : ................ (20), coveeiiiiens
Jenis Kelamin s (22)
Kewarganegaraan e (23)
Agama TR (24)
Pekerjaan e (25)
Alamat e (26)
Nomor Telepon/HP @ ................ (27)
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Atas pertanyaan Pemeriksa Bukti Permulaan, yang bersangkutan menerangkan sebagai
berikut:

Pertanyaan dan Jawaban

Setelah Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada
yang memberikan keterangan dan yang memberikan keterangan menyatakan setuju dan
membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas, untuk menguatkannya
membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

Yang memberikan keterangan,

Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani.

Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
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PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI (TERBUKA)

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19

Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27
Angka 28
Angka 29
Angka 30

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Permintaan Keterangan.
Diisi dengan hari dilakukannya permintaan keterangan.
Diisi dengan tanggal dilakukannya permintaan keterangan.
Diisi dengan bulan dilakukannya permintaan keterangan.
Diisi dengan tahun dilakukannya permintaan keterangan.
Diisi dengan tempat dilakukannya permintaan keterangan.

Diisi dengan nhama Pemeriksa Bukti Permulaan yang melakukan permintaan
keterangan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemeriksa Bukti Permulaan yang
melakukan permintaan keterangan.

Diisi dengan pangkat / golongan Pemeriksa Bukti Permulaan yang melakukan
permintaan keterangan.

Diisi dengan jabatan Pemeriksa Bukti Permulaan yang melakukan
permintaan keterangan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan nomor surat panggilan untuk memberikan keterangan.
Diisi dengan tanggal surat panggilan untuk memberikan keterangan.
Diisi dengan nama pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan nama alias pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan tempat lahir pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun lahir pihak yang memberikan
keterangan.

Diisi dengan jenis identitas pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan nomor identitas pihak yang memberikan keterangan.
Diisi dengan jenis kelamin pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan kewarganegaraan pihak yang memberikan keterangan.
Diisi dengan agama pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan pekerjaan pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan alamat pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan nomor telepon pihak yang memberikan keterangan.

Diisi sesuai dengan kebutuhan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang memberikan keterangan.
Diisi dengan nama dan tanda tangan tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
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47. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI
(TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

NOMORBA- ... (2)
Pada hari ini ........... (3), tanggal ........... (4) bulan ............ (5) tahun ............ (6)
bertempatdi ............ (7), kami:
PANGKAT /
NO NAMA NIP GOLONGAN JABATAN
1 | 8) | 9 | e (10) | e (11)
N | s 8) | 9 | (10) | e (11)

berdasarkan Surat Panggilan nomor:

NO NOMOR SURAT TANGGAL
T 1z | (13)
n| 1z (13)

telah melakukan permintaan keterangan atas:

Nama e (14)
Alias TP (15)
Tempat Lahir e (16)
Tanggal Lahir e (17)
Nomor Kartu Identitas : ................ (18), oo (19)
Jenis Kelamin e (20)
Kewarganegaraan L e (21)
Agama e (22)
Pekerjaan e (23)
Alamat TP (24)

Nomor Telepon/HP e (25)
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Atas pertanyaan Petugas, yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:------------e-em--—-

Pertanyaan dan Jawaban

Setelah Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada
yang memberikan keterangan dan yang memberikan keterangan menyatakan setuju dan
membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas, untuk menguatkannya
membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

Yang memberikan keterangan,

Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani.

Petugas yang meminta keterangan
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PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI (TERTUTUP)

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27
Angka 28

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Permintaan Keterangan.
Diisi dengan hari dilakukannya permintaan keterangan.
Diisi dengan tanggal dilakukannya permintaan keterangan.
Diisi dengan bulan dilakukannya permintaan keterangan.
Diisi dengan tahun dilakukannya permintaan keterangan.
Diisi dengan tempat dilakukannya permintaan keterangan.

Diisi dengan nhama Pemeriksa Bukti Permulaan yang melakukan permintaan
keterangan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemeriksa Bukti Permulaan yang
melakukan permintaan keterangan.

Diisi dengan pangkat / golongan Pemeriksa Bukti Permulaan yang melakukan
permintaan keterangan.

Diisi dengan jabatan Pemeriksa Bukti Permulaan yang melakukan
permintaan keterangan.

Diisi dengan nomor surat panggilan untuk memberikan keterangan.
Diisi dengan tanggal surat panggilan untuk memberikan keterangan.
Diisi dengan nama pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan nama alias pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan tempat lahir pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan tanggal lahir pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan jenis identitas pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan nomor identitas pihak yang memberikan keterangan.
Diisi dengan jenis kelamin pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan kewarganegaraan pihak yang memberikan keterangan.
Diisi dengan agama pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan pekerjaan pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan alamat pihak yang memberikan keterangan.

Diisi dengan nomor telepon pihak yang memberikan keterangan.

Diisi sesuai dengan kebutuhan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang memberikan keterangan.
Diisi dengan nama dan tanda tangan tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
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48. CONTOH FORMAT BERITA ACARA TIDAK TERPENUHINYA PERMINTAAN
KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA TIDAK TERPENUHINYA PERMINTAAN KETERANGAN
DAN/ATAU BUKTI

NOMOR BA-.......co e mneee e (2)
Pada hari ini .......... (3) tanggal ........... (4) bulan ........... (5) tahun ........... (6)
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ........... (7) tanggal

............. (8), tim Pemeriksa Bukti Permulaan telah melakukan pemanggilan dalam rangka
permintaan keterangan kepada:

Nama L e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaas (9)

No. Identitas ettt a e e e e e e e e e e e e e e (10)

Jabatan/pekerjaan PP PP PPPPPPPPPPRN (11)

Instansi/Perusahaan ..o, (12)
melalui:

1. Surat panggilan | nomor .............. (13) tanggal .......c.oeeee.. (14);

2. Surat panggilan Il nomor ............ (15) tanggal ................... (16)

Namun, permintaan keterangan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi karena

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Bukti Permulaan.

Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
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PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA TIDAK TERPENUHINYA PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17

Angka 18

BUKTI

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Tidak Terpenuhinya Permintaan Keterangan
dan/atau Bukti.

Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama pihak yang dimintai keterangan.

Diisi dengan nomor identitas pihak yang dimintai keterangan.

Diisi dengan jabatan/pekerjaan pihak yang dimintai keterangan.

Diisi dengan nama instansi/perusahaan pihak yang dimintai keterangan.
Diisi dengan nomor surat panggilan | dalam rangka permintaan keterangan.
Diisi dengan tanggal surat panggilan | dalam rangka permintaan keterangan.
Diisi dengan nomor surat panggilan Il dalam rangka permintaan keterangan.
Diisi dengan tanggal surat panggilan Il dalam rangka permintaan keterangan.

Diisi dengan alasan tidak terpenuhinya permintaan keterangan dan/atau
bukti.

Diisi dengan nama dan tanda tangan tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
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49. CONTOH FORMAT SURAT KEPADA PIHAK LAIN/PIHAK KETIGA MENGENAI
PERMINTAAN SECARA TERTULIS KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor ... 2 (3)
Sifat : Segera

Lampiran @ ..................... (4)

Hal :Permintaan Keterangan dan/atau Bukti

Ythe oo (5)

........................... (6)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan:

No Nomor Surat Perintah Tanggal
1. 7y (8)
N | . 7 (8)
yang dilakukan terhadap:
Nama Wajib Pajak e (9)
NPWP e (10)

dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dengan ini diminta
kepada Saudara untuk memberikan keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dalam
Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana daftar terlampir.

Keterangan dan/atau bukti tersebut agar disampaikan kepada kami paling lambat
tanggal ............coeeils (11).

Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi
Pemeriksa Bukti Permulaan terkait yaitu:

No Nama E-mail Telepon
10 | (12) | i (13) | (14)
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LAMPIRAN

Surat Permintaan Keterangan dan/atau Bukti
Nomor R (2)

Tanggal R (3)

DAFTAR KETERANGAN/BUKTI

NO. KETERANGAN/BUKT] KETERANGAN
1. an | (18)
no| an (18)

.................................. (15)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPADA PIHAK LAIN/PIHAK KETIGA

MENGENAI PERMINTAAN SECARA TERTULIS KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11

Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15

Angka 16
Angka 17

Angka 18

(TERBUKA)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat permintaan keterangan dan/atau bukti.
Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan nama pihak yang dituju.

Diisi dengan alamat pihak yang dituju.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal batas penyampaian keterangan dan/atau bukti ke Unit
Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.
Diisi dengan alamat e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.
Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan Jabatan Pejabat Administrator yang menangani Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat Administrator yang menangani
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dalam Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan penjelasan atas keterangan dan/atau bukti yang diperlukan
dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan.
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50. CONTOH FORMAT SURAT KEPADA PIHAK LAIN/PIHAK KETIGA MENGENAI
PERMINTAAN SECARA TERTULIS KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..., ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor @ ... (2) (3)
Sifat : Segera

Lampiran @ .......cooooiiiiiinn.. (4)

Hal : Permintaan Keterangan dan/atau Bukti

Ythe oo (5)

................................. (6)

Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk
memperoleh keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ini diminta kepada Saudara untuk
memberikan keterangan dan/atau bukti sebagaimana daftar terlampir.

Keterangan dan/atau bukti tersebut agar disampaikan kepada kami paling lambat tanggal

Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi
pegawai sebagai berikut:

No Nama E-mail Telepon
10 € N T (9) | i (10)
S ©) | ©) | o (10)
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LAMPIRAN

Surat Permintaan Keterangan dan/atau Bukti
Nomor P (2)
Tanggal P (3)

DAFTAR KETERANGAN/BUKTI

NO. KETERANGAN/BUKT] KETERANGAN
T T a3 (14)
N | oo a3y (14)
..................... (11)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPADA PIHAK LAIN/PIHAK KETIGA

MENGENAI PERMINTAAN SECARA TERTULIS KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12
Angka 13

Angka 14

(TERTUTUP)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat permintaan keterangan dan/atau bukti.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan nama pihak yang dituju.

Diisi dengan alamat pihak yang dituju.

Diisi dengan tanggal batas penyampaian keterangan dan/atau bukti ke Unit
Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dalam Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan penjelasan atas keterangan dan/atau bukti yang diperlukan
dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan.



173

51.CONTOH FORMAT BERITA ACARA TIDAK TERPENUHINYA PERMINTAAN
KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI KEPADA PIHAK LAIN/PIHAK KETIGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ...t ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA
TIDAK TERPENUHINYA PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI
NOMOR BA-......o e (2)
Pada hariini........... (3) tanggal ........... (4) bulan ........... (5)tahun ........... (6) berdasarkan
Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ........... (7) tanggal ............. (8), tim

Pemeriksa Bukti Permulaan telah mengirimkan surat permintaan keterangan dan/atau bukti
kepada .........ccccvvveeeeennns 9).

melalui surat permintaan:

1. nomor ............ (10) tanggal .................. (11);
2. NOMOr .....cceennn. (12) tanggal ...........c...... (13).
Namun, permintaan keterangan dan/atau bukti tidak diperoleh karena ..................... (14).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan pihak yang
dimintai keterangan dan/atau bukti.

Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA TIDAK TERPENUHINYA PERMINTAAN
KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI KEPADA PIHAK LAIN/PIHAK KETIGA

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor Berita Acara Tidak Terpenuhinya Permintaan Keterangan
dan/atau Bukti.

Angka 3 . Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Angka 4 . Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Angka 5 :  Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Angka 6 . Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Angka 7 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan identitas pihak lain/pihak ketiga.
Contoh: Direktur PT ABC alamat JI. Raya Pasuruan no. 10 , Jakarta.

Angka 10 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Keterangan dan/atau Bukti yang
pertama.

Angka 11 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Keterangan dan/atau Bukti yang
pertama.

Angka 12 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Keterangan dan/atau Bukti yang kedua.

Angka 13 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Keterangan dan/atau Bukti yang
kedua.

Angka 14 : Diisi dengan alasan tidak terpenuhinya permintaan keterangan dan/atau
bukti.

Angka 15 : Diisi dengan nama dan tanda tangan tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
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52. CONTOH FORMAT FORMULIR SEGEL

Atas kuasa Pasal 43A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana jelah beberapdkali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2 tentang ] ' ' -LIndang Ngmor 2

ayat (9) Pef@luran

han Kevi@iban

n junctofi@@sal 17 [ande : tentang Tat@ara
eriksaan Buk

PERINGATAN

Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang, atau merusak segel ini diancam
dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Pasal 232 ayat (1) KUHP




Bentuk dan ukuran
Warna Kertas

Kata “DISEGEL”

Tulisan lain dan garis tepi

Logo Kementerian Keuangan

Jenis Segel

176

SPESIFIKASI
FORMULIR SEGEL

Memanjang ukuran 30cm x 10cm
Putih

Berwarna Merah

Berwarna hitam/biru tua

Membayang dengan warna tipis ukuran besarnya
disesuaikan dengan ukuran kertas

Stiker dengan perforasi atau kertas tipis yang mudah
rusak dengan maksud apabila kertas segel telah
ditempel pada tempat/ruangan yang disegel, pada
waktu dibuka segelnya akan rusak/robek.
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53. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ... ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PENYEGELAN

NOMOF .o (2)
Pada hari ini .......... (3), tanggal .......... (4) bulan .......... (5) tahun .......... (6) bertempat di
.......... (7), sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah

Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor:

No Nomor Surat Perintah Tanggal
1 e () | e 9)
T USSP () | e 9)
yang dilakukan terhadap:
Nama Waijib Pajak ..., (10)
NPWP ettt e e —————aaa e e e ————aaaeaaaan (11)

telah dilakukan penyegelan tempat/ruangan tertentu dan/atau barang bergerak/tidak bergerak
berupa:

No Yang Disegel Keterangan
1o (12) | e (13)

dengan alasan ..........ccccceeeeeiiiiiiiiiee e (14).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan dua orang saksi.

Saksi I, Pemeriksa Bukti Permulaan
.............................. (15) PR ot [ o)
Saksi ll,

.............................. (15) crereeeennnneeeeaeennnnnnnns(16)
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Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12
Angka 13

Angka 14
Angka 15
Angka 16

Angka 17
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENYEGELAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penyegelan.

Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Pemeriksaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Pemeriksaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama gedung/ruangan dan/atau barang bergerak/tidak bergerak
yang disegel.

Diisi dengan keterangan tempat, ruangan, alamat, spesifikasi, atau keterangan
lain untuk menunjukkan barang/ruangan yang disegel.

Diisi dengan alasan dilakukan penyegelan.

Diisi dengan nama, jabatan, dan tanda tangan saksi | dan saksi Il.

Diisi dengan nama dan tanda tangan tim Pemeriksa Bukti Permulaan.

Dalam hal anggota tim terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang, maka disesuaikan
dengan jumlah anggota tim.

Diisi dengan catatan-catatan yang penting selama proses penyegelan.
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54. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON .....oooiiiiiiiiiiiiiiiiieeee ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id:; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

NOMOR ..o, (2)

Pada hari ini .......... (3), tanggal .......... (4) bulan .......... (5) tahun .......... (6) bertempat di
.......... (7), sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor:

NO NOMOR SURAT PERINTAH TANGGAL

T e (8) e (9)

T (B) e e (9)
yang dilakukan terhadap:
Nama Waijib Pajak .o (10)
NPWP ettt e e e (11)
telah dilakukan pembukaan segel atas penyegelan sesuai Berita Acara Penyegelan nomor
.............................. (12) tanggal .........(13) pada tempat/ruangan tertentu dan/atau barang
bergerak/tidak bergerak berupa:

NO | SEGEL YANG DIBUKA KETERANGAN

T | e, (14) | v, (15)

N e (14) | oo (15)
dengan alasan ..........cccccceeiiiiiiiiiieee e (16).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan dua orang saksi.

Saksi I, Pemeriksa Bukti Permulaan
........................................ (17) crreeeeeenrrrrneeeeeennnnnneeeeeeeeen(18)
Saksi ll,

........................................ (17) crreeeeeeiinrreeeeeeennnnnneeeeeeeenn(18)
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Angka 2
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Angka 4
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Angka 12
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Angka 16
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Angka 19
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Pembukaan Segel.

Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penyegelan.
Diisi dengan tanggal Berita Acara Penyegelan.

Diisi dengan nama gedung/ruangan dan/atau barang bergerak/tidak bergerak
yang dibuka segelnya.

Diisi dengan keterangan tempat, ruangan, alamat, spesifikasi, atau keterangan
lain untuk menunjukkan barang/ruangan yang dibuka segelnya.

Diisi dengan alasan dilakukan pembukaan segel.
Diisi dengan nama, jabatan, dan tanda tangan saksi | dan saksi .
Diisi dengan nama dan tanda tangan tim Pemeriksa Bukti Permulaan.

Dalam hal anggota tim terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang, maka disesuaikan
dengan jumlah anggota tim.

Diisi dengan catatan-catatan yang penting selama proses pembukaan segel.
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55. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KERUSAKAN/KEHILANGAN TANDA SEGEL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA KERUSAKAN/KEHILANGAN TANDA SEGEL

[N [©]1Y (0] (2)
Pada hari ini ...l (3), tanggal ... (4) bulan
.......................... (5) tahun ............(6) Dbertempat di ..l (7),

sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan nomor:

No Nomor Surat Perintah Tanggal
L T 8) (9)
T 8) (9)
yang dilakukan terhadap:
Nama Wajib Pajak ... (10)
NPWP e (11)
telah ditemukan bahwa tanda segel sesuai Berita Acara Penyegelan nomor .......................... (12)
tanggal ... (13) telah rusak/hilang dengan rincian sebagai berikut:
No Yang Rusak Keterangan
L (14) | oo, (15)
N e, (14) | oo, (15)

Kehilangan atau kerusakan tersebut sebagaimana foto terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan dua orang saksi.

Saksi l, Pemeriksa Bukti Permulaan
.......................... (16) e (17)
Saksi I,

.......................... (16) RN IV 4
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LAMPIRAN
BERITA ACARA KERUSAKAN/KEHILANGAN TANDA SEGEL
[N [©]1Y (0] (2)
No Tempat/Ruangan Tertentu dan/atau Barang Bergerak/Tidak Bergerak Yang
Segelnya Rusak/Hilang
L I (19)
(diisi dengan foto segel yang rusak/hilang)
N (19)

(diisi dengan foto segel yang rusak/hilang)




Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11

Angka 12
Angka 13
Angka 14

Angka 15

Angka 16
Angka 17

Angka 18
Angka 19
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA KERUSAKAN/KEHILANGAN TANDA SEGEL

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Kerusakan/Kehilangan Tanda Segel.
Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penyegelan.
Diisi dengan tanggal Berita Acara Penyegelan .

Diisi dengan nama gedung/ruangan dan/atau barang bergerak/tidak bergerak
yang segelnya rusak/hilang.

Diisi dengan keterangan tempat, ruangan, alamat, spesifikasi, atau keterangan
lain untuk menunjukkan barang/ruangan yang segelnya hilang/rusak.

Diisi dengan nama, jabatan, dan tanda tangan saksi | dan saksi .
Diisi dengan nama dan tanda tangan tim Pemeriksa Bukti Permulaan.

Dalam hal anggota tim terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang, maka disesuaikan
dengan jumlah anggota tim.

Diisi dengan catatan kerusakan/kehilangan segel.
Diisi dengan foto segel yang rusak/hilang.
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56. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PERMINTAAN TENAGA AHLI (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................................. 1)

TELEPON ....oooviiiiiiiiiieeeee ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ... (2)
Yth PP (3)
Dari e (4)
Sifat . Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Bantuan Tenaga Ahli
Tanggal @ ... (5)

Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No Nomor Surat Perintah Tanggal
L T 6) (7)
T 6) (7)
terhadap:
Nama P (8)
NPWP e (9)
dengan ini kami mohon bantuan Bapak/lbu untuk menunjuk pegawai di lingkungan kerja
Bapak/Ibu untuk menjadi ahli .......................... (10).

Untuk informasi lebih lanjut terkait kebutuhan ahli untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan
tersebut, Bapak/lbu dapat menghubungi narahubung kami yaitu:

No Nama E-mail Telepon
1o (11) e (12) | e, (13)
N e (11) (12) | e, (13)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima
kasih.
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Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA DINAS PERMINTAAN TENAGA AHLI (TERBUKA)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Nota Dinas Permintaan Bantuan Tenaga Ahli.
Diisi dengan Kepala Unit DJP yang Dituju.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan bidang keahlian tenaga ahli.

Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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57. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PERMINTAAN TENAGA AHLI (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.................................................................. (1)

TELEPON ..., ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ...eiiiiiiiiiieen (2)
Yth PP (3)
Dari P (4)
Sifat . Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Bantuan Tenaga Ahli
Tanggal @ ... (5)

Dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan ini kami mohon bantuan
Bapak/Ilbu untuk menunjuk pegawai di lingkungan kerja Bapak/lbu untuk menjadi ahli

Untuk informasi lebih lanjut terkait kebutuhan ahli untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan
tersebut, Bapak/Ibu dapat menghubungi narahubung kami yaitu:

No Nama E-mail Telepon
L (7) | (B) | woeeeeei (9)
n ........................ (7) | (B) | woeeeeei (9)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima
kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA DINAS PERMINTAAN TENAGA AHLI (TERTUTUP)

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 :  Diisi dengan nomor Nota Dinas Permintaan Bantuan Tenaga Ahli.

Angka 3 . Diisi dengan Kepala Unit DJP yang Dituju.

Angka 4 . Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Angka 5 . Diisi dengan tanggal nota dinas.

Angka 6 : Diisi dengan bidang keahlian tenaga ahli.

Angka 7 . Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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58. CONTOH FORMAT PERMINTAAN BANTUAN TENAGA AHLI (EKSTERNAL ORGANISASI)
(TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ....cooviiiiiiiiiiiiiieciiee ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor  f.iviiieiiiieeieeee, ) (3)
Sifat :Segera

Lampiran : -

Hal : Permintaan Bantuan Tenaga Ahli

Yth oo, (4)

.......................... (5)

Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor:

NO NOMOR SURAT PERINTAH TANGGAL
T | ©) (7)
T ®) (7)
terhadap:
Nama Wajib Pajak @ ........ccooieiinnnni (8)
NPWP e (9)
dengan ini kami mohon bantuan Bapak/lbu untuk menunjuk pegawai di lingkungan kerja
Bapak/Ibu untuk menjadi ahli .......................... (10).

Untuk informasi lebih lanjut terkait kebutuhan ahli untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan
tersebut, Bapak/lbu dapat menghubungi narahubung kami yaitu:

No Nama E-mail Telepon
1o (11) | (12) | oo, (13)
N e, (11) | (12) | oo, (13)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima
kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN

PERMINTAAN BANTUAN TENAGA AHLI (EKSTERNAL ORGANISASI) (TERBUKA)

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan nama atasan tenaga ahli.

Diisi dengan alamat atasan tenaga ahli.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan bidang keahlian tenaga ahli.

Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.



190

59. CONTOH FORMAT PERMINTAAN BANTUAN TENAGA AHLI (INDIVIDU) (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOmMoOr  .eeeeeiiiiieeene. (2) (3)
Sifat :Segera
Lampiran : -

Hal : Permintaan Bantuan Tenaga Ahli
Yth o (4)
............................... (5)

Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor:

NO NOMOR SURAT PERINTAH TANGGAL
I T Y e —— )

terhadap:

Nama e (8)

NPWP S (9)

bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk berkenan menjadiahli ..................... (10) pada

Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut terkait kebutuhan ahli untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan
tersebut, Saudara dapat menghubungi narahubung kami yaitu:

No Nama E-mail Telepon
L R (11) | (12) | e, (13)
N o, (11) | (12) | oo (13)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima
kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
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PETUNJUK PENGISIAN
PERMINTAAN BANTUAN TENAGA AHLI (INDIVIDU) (TERBUKA)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat permintaan bantuan tenaga ahli.

Diisi dengan tanggal dibuatnya surat.

Diisi dengan nama tenaga ahli.

Diisi dengan alamat tenaga ahli.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan bidang keahlian tenaga ahli.

Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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60. CONTOH FORMAT PERMINTAAN BANTUAN TENAGA AHLI (ORGANISASI) (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TELEPON ... ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOmMoOr  .eeeeeiiiiieeene. (2) oo (3)
Sifat :Segera

Hal : Permintaan Bantuan Tenaga Ahli
Yth. e, (4)

............................... (5)

Dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan ini kami mohon bantuan
Bapak/lbu untuk menunjuk pegawai di lingkungan kerja Bapak/lbu untuk menjadi ahli

Untuk informasi lebih lanjut terkait kebutuhan ahli untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan
tersebut, Bapak/Ibu dapat menghubungi narahubung kami yaitu:

No Nama E-mail Telepon
L (7) | () 1 I (9)
N e, (7) | e, ) (9)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima
kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN
PERMINTAAN BANTUAN TENAGA AHLI (ORGANISASI) (TERTUTUP)

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor surat permintaan bantuan tenaga ahli.

Angka 3 . Diisi dengan tanggal dibuatnya surat.

Angka 4 . Diisi dengan nama atasan tenaga ahli.

Angka 5 . Diisi dengan alamat atasan tenaga ahli.

Angka 6 : Diisi dengan bidang keahlian tenaga ahli.

Angka 7 . Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Angka 11 : Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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61. CONTOH FORMAT PERMINTAAN BANTUAN TENAGA AHLI (INDIVIDU) (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOmMoOr  .eeeeeiiiiieeene. (2) oo (3)
Sifat :Segera
Hal : Permintaan Bantuan Tenaga Ahli
Yth. e (4)
............................... (5)
Dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan ini kami mohon bantuan
Saudara untuk berkenan menjadi ahli ..................... (6) pada proses Pemeriksaan Bukti

Permulaan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut terkait kebutuhan ahli untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan
tersebut, Saudara dapat menghubungi narahubung kami yaitu:

No Nama E-mail Telepon
T . (7) | () I T (9)
3 T U (7) | s () I (9)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima
kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN
PERMINTAAN BANTUAN TENAGA AHLI (INDIVIDU) (TERTUTUP)

Angka 1 . Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor surat permintaan bantuan tenaga ahli.

Angka 3 . Diisi dengan tanggal dibuatnya surat.

Angka 4 . Diisi dengan nama tenaga ahli.

Angka 5 . Diisi dengan alamat tenaga ahli.

Angka 6 . Diisi dengan bidang keahlian tenaga ahli.

Angka 7 . Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Angka 11 : Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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62. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELAAHAN KONSEP HASIL PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON .....cooiiiiiiiiiiiiiniciiiees ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PENELAAHAN
KONSEP HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Nomor.........cooeee, (2)
Hari, Tanggal : ......ccccccoe. (<) PR (4)
Waktu :Pukul.............. s.d. ............(B)
Tempat e ——— (6)
. PESERTA
A. Penelaah
No Nama NIP Jabatan
T | e (7) | e, (8) | i, (9)
[ T T (7) ] e, (8) | e, (9)
B. Pemeriksa Bukti Permulaan
No Nama NIP Jabatan Tim
T | (10) | e (11) | (12)
[ T T (10) | i (11) | (12)

[l. DASAR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

A. Dasar Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
a. Dokumen Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

No Nomor Tanggal
1o | e, 3) e, (14)
I 3) e, (14)
b. Berita Acara Penelaahan
Nomor Berita Acara  ©.......ccoceeeccnnnnnns (15)
Tanggal e —————— (16)

B. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

No Nomor Tanggal
= T (17) | e (18)
N (17) | e (18)

C. Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id
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D. Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

. Tanggal Penyampaian
Surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan Respons WP
........................ (19) crrrreeennnnnneeeneaa(21) crrrreneennnnneeeenan(22)
........................ (20)
[ll. IDENTITAS WAJIB PAJAK
Wajib Pajak @ ..o (23)
NPWP s (24)
Alamat RPN (25)
IV. URAIAN PEMBAHASAN
A. Pemaparan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
1. Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Nomor Konsep LPBP 1 ... (26)
Tanggal P PP PP PP P PP P PP P PR (27)
2. Resume analisis kasus
................................................................................................................ (28)
3. Resume Analisis Yuridis
................................................................................................................. (29)
4. Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan
a. Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan
Wajib Pajak ........cccccceeerne (30) pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
dengan:
No Nomor Tanggal
1o s (31) (32)
N (31) e (32)
b. Pembayaran
No Referensi Tanggal Mata Uang Jumlah
Pembayaran Pembayaran
T | e, (33) | oo, (34) | e, (35) | ccoreeeeeeenn. (36)
T (33) | oo (34) | e, (35) | e (36)
5. Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara
No| Jenis Pajak Mata Kerugian Jumlah Pengurang |Kerugian pada
dan Uang pada Pembayaran |Kerugian pada| Pendapatan
Masa/Tahun Pendapatan |pengungkapan| Pendapatan Negara
Pajak Negara awal [ketidakbenaran Negara
perbuatan
L (B7) |eveenes ((S1°)] I— (40) | ......... 41) | e 42) | ... (43)
............... (38)
n.
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6. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dan usulan Tindak Lanjut
a. Kesimpulan

b. Usulan Tindak Lanjut
1) Usulan Tindak lanjut: .........cccccomiiiiiiieeeeeeee e, (46)

2) Ruang lingkup pidana:

Pasal Pidana Jenis Pajak dan Periode
........................................ (47) vereeennnn(48) dan
.............. (49)
B. Pendapat Penelaah
No Nama Pendapat
L 7 | (50)
C. Tanggapan Pemeriksa Bukti Permulaan
No Nama Tanggapan
L (10) (51)
V. HASIL PENELAAHAN
A. Checklist Penelaahan
No Fokus Penelaahan Status Keterangan
1. | Pemenuhan Prosedur | .............. (52) | e (53)
dan Standar
Pemeriksaan Bukti
Permulaan
2. | Unsur kasus pidana
yang diusulkan:
a. Pasal Pidana | ... 54) | .o (55)
b. Jenis Pajak | ... 56) | ... (57)
c.Periode | (1) I (59)
3. | Kecukupan bahan bukti | .............. ((S10) I I (61)
4. | Kerugianpada = | ... (62) | .o (63)
pendapatan negara
5. | Pengungkapan | ... 64) |........... (65)
Ketidakbenaran
Perbuatan

B. Kesimpulan dan Rekomendasi Penelaahan

1. Kesimpulan Penelaahan S PP PP P PP PPPPPPPPPPPPN (66)
2. Ruang lingkup pidana:
No Pasal Pidana Jenis Pajak dan Periode
1T | s ©en (68) dan
.............. (69)




3. Rekomendasi tindak lanjut L ettt eeeeeeeeeeeeeeeeaeaaeeeeeeeaaeaaeaaaaaaaaaaaaaannnnnne
4. Catatan Penelaahan

.............. (72), eeeeeeeee e (73)
Pemeriksa Bukti Permulaan, Penelaah,
.......................... (10) vrrrrrrrrrrrnnnnnneeeneend( 1)
.......................... (10) vrrrrrrrrrrnnnnneeneeeend( 1)
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PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PENELAAHAN KONSEP HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16

Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27

Angka 28
Angka 29
Angka 30

Angka 31

(TERBUKA)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penelaahan Konsep Hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan hari dilaksanakannya Penelaahan.
Diisi dengan tanggal dilaksanakannya Penelaahan.
Diisi dengan waktu dilaksanakannya Penelaahan.
Diisi dengan tempat dilaksanakannya Penelaahan.
Diisi dengan nama penelaah.

Dilengkapi dengan tanda tangan penelaah jika terdapat tempat untuk tanda
tangan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) penelaah.
Diisi dengan jabatan penelaah.
Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Dilengkapi dengan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan jika terdapat tempat
untuk tanda tangan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan Jabatan Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor dokumen usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal dokumen usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penelaahan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Berita Acara Penelaahan usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan beserta
perubahannya.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan beserta
perubahannya.

Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada
Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada
Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan kepada Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis tanggapan Waijib Pajak (menerima/menolak untuk
menandatangani/menolak).

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nomor konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang
dilakukan Penelaahan.

Diisi dengan tanggal konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang
dilakukan Penelaahan.

Diisi dengan resume analisis kasus Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan resume analisis yuridis Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan status pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (melakukan/tidak
melakukan).

Diisi dengan nomor surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak.



Angka 32
Angka 33

Angka 34
Angka 35
Angka 36
Angka 37
Angka 38
Angka 39
Angka 40
Angka 41
Angka 42
Angka 43
Angka 44

Angka 45
Angka 46
Angka 47
Angka 48
Angka 49

Angka 50
Angka 51
Angka 52
Angka 53

Angka 54
Angka 55
Angka 56
Angka 57

Angka 58
Angka 59

Angka 60
Angka 61

Angka 62
Angka 63
Angka 64
Angka 65

Angka 66

Angka 67
Angka 68
Angka 69
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Diisi dengan tanggal surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN)/nomor bukti
pemindahbukuan.

Diisi dengan tanggal pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
Diisi dengan mata uang pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
Diisi dengan jumlah pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
Diisi dengan jenis pajak terkait kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan masa/tahun pajak terkait kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan mata uang terkait kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan jumlah awal kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan jumlah pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
Diisi dengan jumlah pengurang kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan jumlah akhir kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan resume penjelasan penghitungan jumlah kerugian pada pendapatan
negara pada Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan usulan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan pasal pidana sesuai dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan jenis pajak sesuai dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan periode/tempus pajak sesuai dengan hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan pendapat penelaah.
Diisi dengan tanggapan Pemeriksa Bukti Permulaan.
Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status pemenuhan prosedur.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status pemenuhan
prosedur.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status pasal pidana.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status pasal pidana.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status jenis pajak.

Diisi dengan keterangan persetujuan persetujuan/penolakan terkait status jenis
pajak.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status periode/tempus pajak.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status periode/tempus
pajak.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status kecukupan bahan bukti.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status kecukupan bahan
bukti.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status kerugian pada pendapatan
negara.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status kerugian pada
pendapatan negara.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status pengungkapan
ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan kesimpulan Penelaahan.

Contoh: Tim Pemeriksa Bukti Permulaan telah/belum*) menemukan Bukti
Permulaan atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

*)coret yang tidak perlu
Diisi dengan pasal pidana yang disetujui sesuai dengan hasil Penelaahan.
Diisi dengan jenis pajak yang disetujui sesuai dengan hasil Penelaahan.

Diisi dengan periode/tempus pajak yang disetujui sesuai dengan hasil
Penelaahan.



Angka 70

Angka 71
Angka 72
Angka 73
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Diisi dengan rekomendasi tindak lanjut hasil Penelaahan.

Contoh: Usulan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan agar Pemeriksaan Bukti
Permulaan terhadap Waijib Pajak ditindaklanjuti dengan permintaan klarifikasi
atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan penghitungan potensi
kerugian pada pendapatan negara disetujui/tidak disetujui*).

*)coret yang tidak perlu

Diisi dengan catatan lainnya berdasarkan hasil Penelaahan.
Diisi dengan tempat penyusunan berita acara.

Diisi dengan tanggal penyusunan berita acara.
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63. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELAAHAN KONSEP HASIL PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... 1
TELEPON ..., ; FAKSIMILE ..., ; SITUS Www.p(a'a)k.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id
BERITA ACARA PENELAAHAN
KONSEP HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
NOMOr & i (2)
Hari, Tanggal : ............ 3), e (4)
Waktu *Pukul ... sd ..l (5)
Tempat TR (6)
. PESERTA
A. Penelaah
No Nama NIP Jabatan
T 0 (8) | -ovveeiiiiiiiiiinns (9)
[ T (7) | oo (8) | covveeiiiiiiiiiin (9)
B. Pemeriksa Bukti Permulaan
No Nama NIP Jabatan Tim
T e, (10) | oo, (G (12)
[ T TR (10) | oo, (11) | v, (12)
[I. DASAR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
A. Dasar Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
a. Dokumen Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
No Nomor Tanggal
o I (13) | i, (14)
o T (13) | e, (14)
b. Berita Acara Penelaahan
Nomor Berita ACara ... (15)
Tanggal e (16)
B. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
No Nomor Tanggal
P (17) | oo (18
0 T (17) | oo (18



mailto:informasi@pajak.go.id
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C. Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara tertutup.

[1l. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Waijib Pajak : ... (19)
NPWP e (20)
Alamat e (21)

IV. URAIAN PEMBAHASAN
A. Pemaparan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Nomor Konsep LPBP & ... (22)

Tanggal PP (23)
2. Resume Analisis Kasus

............................................................................................................ (24)
3. Resume Analisis Yuridis

............................................................................................................ (25)
4. Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara

Jumlah kerugian pada pendapatan negara sebesar ......................... (26)

............................................................................................................. (27)

5. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dan usulan Tindak Lanjut

a. Kesimpulan

............................................................................................................. (28)
b. Usulan Tindak Lanjut
1. Usulan Tindak lanjut: .........ccccoviiiiiiiiiiiiiicceeeeeeeeeeeeeeee, (29)
2. Ruang Lingkup Pidana:
No Pasal Pidana Jenis Pajak dan
Periode
T e (£C10) R (31) dan
.................... (32)

B. Pendapat Penelaah

No Nama Pendapat

T I (7) | oo eee oo

C. Tanggapan Pemeriksa Bukti Permulaan

No Nama Tanggapan

T (10) | oo




V. HASIL PENELAAHAN

A. Checklist Penelaahan
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No Fokus Penelaahan Status Keterangan
1. | Pemenuhan Prosedur | ............... (B5) | cooiiiireeee e (36)
dan Standar
Pemeriksaan Bukti
Permulaan
2. | Unsur kasus pidana
yang diusulkan:
a. Pasal Pidana | ... (B7) | coeeeeeeeee e (38)
b.Jenis Pajak | ... (B9) | oo (40)
c. Periode | . (A1) | oo (42)
3. | Kecukupan bahan bukti | ................. (43) | eeeeiiieee e (44)
4, | Kerugianpada = | .. (45) | coeeeeeee e (46)
pendapatan negara
B. Kesimpulan dan Rekomendasi Penelaahan
1. Kesimpulan Penelaahan: ... 47)
2. Ruang lingkup pidana:
No Pasal Pidana Jenis Pajak dan Periode
1 USRS (48) | v (49) dan
.......................... (50)
n
3. Rekomendasi Tindak lanjut: ... (51)
4. Catatan Penelaahan
.................................................................................................................... (52)
............. ((S1C) PR (73|
Pemeriksa Bukti Permulaan, Penelaah,
.......................................... (10) crrreeeeeennnrnnneeeseessinnnneeesssssnnnns(7)
.......................................... (10) S PRPRRRSSRPRSRRRN ¢ 4
.......................................... (10) S PRRRRSSSRRSRRRN ¢ 4
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PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PENELAAHAN KONSEP HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16

Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23

Angka 24
Angka 25
Angka 26

Angka 27

Angka 28
Angka 29
Angka 30
Angka 31
Angka 32

Angka 33

(TERTUTUP)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penelaahan Konsep Hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan hari dilaksanakannya Penelaahan.
Diisi dengan tanggal dilaksanakannya Penelaahan.
Diisi dengan waktu dilaksanakannya Penelaahan.
Diisi dengan tempat dilaksanakannya Penelaahan.
Diisi dengan nama penelaah.

Dilengkapi dengan tanda tangan penelaah jika terdapat tempat untuk tanda
tangan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) penelaah.
Diisi dengan jabatan penelaah.
Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Dilengkapi dengan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan jika terdapat tempat
untuk tanda tangan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan Jabatan Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor dokumen usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal dokumen usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penelaahan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Berita Acara Penelaahan usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan beserta
perubahannya.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan beserta
perubahannya.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan

Diisi dengan nomor konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang
dilakukan Penelaahan.

Diisi dengan tanggal konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang
dilakukan Penelaahan.

Diisi dengan resume analisis kasus Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan resume analisis yuridis Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan jumlah kerugian pada pendapatan Negara pada Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan resume penjelasan penghitungan jumlah kerugian pada pendapatan
Negara pada Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan usulan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan pasal pidana sesuai dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan jenis pajak sesuai dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan periode/tempus pajak sesuai dengan hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan pendapat penelaah.



Angka 34
Angka 35
Angka 36

Angka 37
Angka 38
Angka 39
Angka 40

Angka 41
Angka 42

Angka 43
Angka 44

Angka 45
Angka 46

Angka 47

Angka 48
Angka 49
Angka 50

Angka 51

Angka 52
Angka 53
Angka 54
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Diisi dengan tanggapan Pemeriksa Bukti Permulaan.
Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status pemenuhan prosedur.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status pemenuhan
prosedur.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status pasal pidana.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status pasal pidana.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status jenis pajak.

Diisi dengan keterangan persetujuan persetujuan/penolakan terkait status jenis
pajak.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status periode/tempus pajak.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status periode/tempus
pajak.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status kecukupan bahan bukti.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status kecukupan bahan
bukti.

Diisi dengan persetujuan/penolakan terkait status kerugian pada pendapatan
negara.

Diisi dengan keterangan persetujuan/penolakan terkait status kerugian pada
pendapatan negara.

Diisi dengan kesimpulan Penelaahan.

Contoh: Tim Pemeriksa Bukti Permulaan telah/belum*) menemukan Bukti
Permulaan atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

*)coret yang tidak perlu

Diisi dengan pasal pidana yang disetujui sesuai dengan hasil Penelaahan.

Diisi dengan jenis pajak yang disetujui sesuai dengan hasil Penelaahan.

Diisi dengan periode/tempus pajak yang disetujui sesuai dengan hasil
Penelaahan.

Diisi dengan rekomendasi tindak lanjut hasil Penelaahan.

Contoh: Usulan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan agar Pemeriksaan Bukti
Permulaan  terhadap  Wajib  Pajak  untuk ditindaklanjuti  dengan
Penyidikan/penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan/penghentian
Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan selanjutnya diusulkan untuk
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka®) disetujui/tidak
disetujui*).

*)coret yang tidak perlu

Diisi dengan catatan lainnya berdasarkan hasil Penelaahan.

Diisi dengan tempat penyusunan berita acara.

Diisi dengan tanggal penyusunan berita acara.
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64. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KLARIFIKASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON .....ccoooiiiiiiiiiiii ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor TP 2 (3)
Sifat : Segera
Lampiran s (4)
Hal Panggllan untuk Memberikan Klarifikasi
Yth (5)
.............................. (6)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor:

No Nomor Surat Perintah Tanggal
T (7) | (8)
T (7) | (8)
yang dilakukan terhadap:
Nama Wajib Pajak P (9)
NPWP e (10)
dengan ini diminta kedatangan Saudara pada:
hari, tanggal :................. (11), oo, (12)
waktu PR (13), e (14)
tempat e (15)
bertemu dengan:
No Nama NIP
1o | (16) | e (17)
N. | e (16) | e (17)

untuk memberikan klarifikasi dengan membawa data pendukung berkaitan dengan
penghitungan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima
kasih.

Tembusan:


mailto:informasi@pajak.go.id

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6

Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10

Angka 11
Angka 12

Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18

Angka 19

Angka 20
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KLARIFIKASI

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Surat Panggilan Untuk Memberikan Klarifikasi.

Diisi dengan tanggal Surat Panggilan Untuk Memberikan Klarifikasi.

Diisi dengan jumlah lampiran Surat Panggilan Untuk Memberikan Kilarifikasi.
Diisi dengan nama pihak yang dipanggil.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan pihak
yang dipanggil.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan hari yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti
Permulaan.

Diisi dengan waktu yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan zona waktu.

Diisi dengan tempat yang ditentukan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan pihak yang menerima tembusan surat.
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LAMPIRAN

Nomor
Tanggal

Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara *)

............ (1)
............ 2)

No. | Jenis dan Masa/Tahun Pajak Mata Pajak Kurang Sanksi Jumlah Pajak Jumlah Jumlah yang
Uang Bayar Pasal 8 ayat | Kurang Bayar Pembayaran harus dibayar
(3a) dan Sanksi
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8=(6-7)
L (€)/I 4) | e (5) | e (1 I (7) | oo €)1 (9) | i (10)
[ P () /P 4) | e (5) | i (O (0 (8) | oo 9) | i (10)
Penghitungan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan data dan fakta yang diperoleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan sampai dengan surat panggilan ini
diterbitkan.
Penjelasan tambahan:
A 11)
NN C B
............................ (12)
............................. (13)

*) Keterangan:

Lampiran ini dibuat dalam hal terdapat kerugian pada pendapatan negara
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PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KLARIFIKASI

Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Panggilan Untuk Memberikan Klarifikasi.

Angka 2 : Diisi dengan tanggal Surat Panggilan Untuk Memberikan Klarifikasi.

Angka 3 : Diisi dengan jenis pajak.

Angka 4 . Diisi dengan masa pajak.

Angka 5 : Diisi dengan mata uang contoh: dolar Amerika Serikat.

Angka 6 : Diisi dengan jumlah pajak yang kurang dibayar.

Angka 7 : Diisi dengan jumlah sanksi Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.

Angka 8 : Diisi dengan penjumlahan pajak yang kurang dibayar dan sanksi Pasal 8 ayat (3a)
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Angka 9 . Diisi dengan jumlah pembayaran.

Angka 10 : Diisi dengan penjumlahan pajak yang kurang dibayar dan sanksi Pasal 8 ayat (3a)
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikurangi jumlah

pembayaran.

Angka 11 : Diisi dengan penjelasan penghitungan kerugian pada pendapatan negara.

Angka 12  : Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 13 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani

Pemeriksaan Bukti Permulaan.
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65. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI
DALAM RANGKA KLARIFIKASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ......coooiiiiiiiiii, ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI (2)

NOMOR BAPK-......coocerrrrrnne e (3)

Pada hariini ............. tanggal ....... (cereeenn )bulan .............. tahun ...... (ereerrrmmnnnnns ) bertempat
di........ (4), saya:

Nama © e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeseeeseee—e————————————————— (5)

NIP ettt eheeeeeeEeeeeeeaaeeeeeaaseeeeeaanteeeeaanteeeeaaseeeeeanaeeeeanreeeeannes (6)

PangKat/Gol. .o (7)

Jabatan L e ————————————————— (8)
Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ....... (9) tanggal .......... (10)dan
Surat Panggilan untuk Memberikan Klarifikasi nomor ................... (11) tanggal ............... (12) telah
melakukan permintaan keterangan atas:

Nama © e e e e e et e aaaaaaeaaaaeeaeaae e e s e aaaaaaa———— (13)

Tempat, Tanggal Lahir ... (14)

Nomor Kartu [dentitas  © ... (15)

Jenis Kelamin L e e e e e et e aaeaaaaaaeeeeeeeaeaareaaaaaaa———— (16)

Kewarganegaraan et ettt ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 17)

Agama PP PP P PP PP PPPP PP (18)

Alamat L e e e eeeeeaeaaaeaaeeeeeeeaaaaaaeaaaaaaaaaa—. (19)

Nomor Telepon/HP e e e e e e et e e aeaaaeaaaaeeaeaa e e e e e aanaaaa———— (20)

Atas pertanyaan Pemeriksa Bukti Permulaan, yang bersangkutan menerangkan sebagai
berikut:

PERTANYAAN s (21)


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id

213

Setelah Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali
kepada yang memberikan keterangan dan yang memberikan keterangan menyatakan setuju dan
membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas, untuk menguatkannya
membubuhkan tanda tangannya di bawabh ini.

Yang memberikan keterangan,

(23)

Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani.

Pemeriksa Bukti Permulaan,

(24)



Angka 1
Angka 2

angka 3
Angka 4

Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20

Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI
DALAM RANGKA KLARIFIKASI

: Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana

Penegakan Hukum.

: Dalam hal permintaan keterangan lanjutan diisi dengan “BERITA ACARA

PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI LANJUTAN KE-....."”.

: Diisi dengan nomor Berita Acara Permintaan Keterangan dan/atau Bukti.
: Diisi dengan tanggal, bulan, tahun, dan tempat dilakukannya permintaan

keterangan.

: Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan yang melakukan permintaan

keterangan.

: Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pemeriksa Bukti Permulaan yang

melakukan permintaan keterangan.

: Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Bukti Permulaan yang melakukan

permintaan keterangan.

: Diisi dengan jabatan Pemeriksa Bukti Permulaan yang melakukan permintaan

keterangan.

: Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan nomor Surat Panggilan untuk Memberikan Klarifikasi.

: Diisi dengan tanggal Surat Panggilan untuk Memberikan Klarifikasi.

. Diisi dengan nama orang yang memberikan keterangan.

: Diisi dengan tempat dan tanggal lahir orang yang memberikan keterangan.
: Diisi dengan nomor kartu identitas orang yang memberikan keterangan.

: Cukup jelas.

. Diisi dengan kewarganegaraan orang yang memberikan keterangan.

: Diisi dengan agama orang yang memberikan keterangan.

: Diisi dengan alamat orang yang memberikan keterangan.

: Diisi dengan nomor kontak orang yang memberikan keterangan, berupa nomor

telepon atau nomor handphone.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

. Diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang memberikan keterangan.

. Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan yang melakukan

permintaan keterangan.
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66. CONTOH FORMAT RISALAH KLARIFIKASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

RISALAH KLARIFIKASI

Nomor ...l (2)
Tanggal (3)
1. Nama Wajib K J 4)
Pajak
4. NPWP B, (5)
7. Masa/Tahun S (6)
Pajak
1. Klarifikasi terkait dugaan Delik Pidana di Bidang Perpajakan .................. (7)
No. Delik Pidana Klarifikasi Delik Pidana
1 2 3

1.
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2. Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara

No Miinggi:n lI\J/I::]Z Pajak Kurang Bayar Pasalsgr;i;zt (3a) Jumiah Z?r?ksgrtwjlr(z?g Bayarl i miah Pembayaran  |Jumlah yang harus dibayar
Pajak cfm Bukper | cfm WP cfm Bukper cfm WP cfm Bukper cfm WP cfm Bukper cfm WP cfm Bukper cfm WP
1 2 3 4 5 6 7 8=(4+6) 9=(5+7) 10 11 12=(8-10) | 13=(9-11)
(I 8 ... C)] IR (10)] erernee. [E10)) P [CE)) [EE)) (12)]eeeeirne. (12)] e G| . (13)] e A4)] e, (14)
............ (6)
[T 8 ... C)] IR (10)] erernee. [E10)) P [CE)) [EE)) (12)]eeeeirne. (12)] e G| . (13)] e A4)] e, (14)
............ (6)
Penjelasan Tambahan:
= F (15)
D e (15)
3. Dugaan delik pidana dan penghitungan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan data dan fakta yang
diperoleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan sampai dengan Surat Panggilan untuk Memberikan Klarifikasi.
4. Wajib Pajak menyatakan telah memberikan semua keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dalam Pemeriksaan
Bukti Permulaan.
5. Keterangan dan/atau bukti yang diberikan oleh Wajib Pajak setelah Risalah Klarifikasi ini dibuat, tidak
dipertimbangkan pada tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan.
6. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka penghitungan kerugian pada pendapatan negara

sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas merupakan pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Pemeriksa Bukti Permulaan,




Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4

Angka 5

Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12
Angka 13
Angka 14

Angka 15
Angka 16
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PETUNJUK PENGISIAN
RISALAH KLARIFIKASI

: Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana

Penegakan Hukum.

: Diisi dengan nomor Risalah Klarifikasi.
: Diisi dengan tanggal Risalah Klarifikasi.
. Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan Masa/Tahun pajak.

: Diisi dengan dugaan delik pidana di bidang perpajakan.

: Diisi dengan jenis pajak.

: Diisi dengan mata uang contoh: rupiah atau dolar Amerika Serikat.

: Diisi dengan jumlah pajak yang kurang dibayar.

: Diisi dengan jumlah sanksi Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan.

. Diisi dengan penjumlahan jumlah pajak yang kurang dibayar dan jumlah sanksi

Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

: Diisi dengan jumlah pembayaran.
. Diisi dengan penjumlahan jumlah pajak yang kurang dibayar dan jumlah sanksi

Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
dikurangi jumlah pembayaran.

. Diisi dengan penjelasan penghitungan kerugian pada pendapatan negara.
. Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan yang melakukan

permintaan keterangan.
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67. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.................................................................. (1)

TELEPON ... ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor PP (2) (3)
Sifat : Sangat Segera
Lampiran e (4)
Hal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
Yth. o, (5)
.............................. (6)

Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan

No Nomor Tanggal
L (7) | e (8)
D | et (7) | e (8)
yang dilakukan terhadap:
Nama Wajib Pajak SRR (5)
NPWP e (6)

dengan ini disampaikan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai berikut: *)

1. Telah/tidak diperoleh**) Bukti Permulaan adanya dugaan tindak pidana di bidang
perpajakan

2. Penghitungan kerugian pada pendapatan negara dan pembayaran dalam rangka
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang telah dilakukan Waijib Pajak
adalah sebagaimana terlampir***).

3. Wajib Pajak masih dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
dengan cara menyampaikan pernyataan dan melunasi kekurangan pembayaran
jumlah pajak yang terutang beserta sanksi sebagaimana hasil perhitungan
kerugian pada pendapatan negara sebagaimana terlampir sepanjang mulainya
Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik
pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ****).

1. Telah/tidak diperoleh**) Bukti Permulaan adanya dugaan tindak pidana di bidang
perpajakan

2. Saudara masih dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
.................. (9) sebelum Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan diterbitkan.



http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id

219

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

*)  pilih kotak sesuai dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

**)  coret yang tidak sesuai

***) diisi apabila terdapat kerugian pada pendapatan negara

****) diisi apabila Wajib Pajak mempunyai hak pengungkapan ketidakbenaran perbuatan



Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
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PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

: Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana

Penegakan Hukum.

: Diisi dengan nomor Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

. Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan jumlah lampiran.

: Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan

Perubahannya.

: Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan

Perubahannya.

. Diisi dengan kewajiban yang harus dipenuhi, contoh pengisian:

1. Pasal 35 dan/atau Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses
Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.

: Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
: Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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LAMPIRAN

Nomor
Tanggal

Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara *)

............. (1)
............. 2)

No. | Jenis dan Masa/Tahun Pajak Mata Pajak Kurang Sanksi Jumlah Pajak Jumlah Jumlah yang
Uang Bayar Pasal 8 ayat | Kurang Bayar Pembayaran harus dibayar
(3a) dan Sanksi
1 3 4 5 6=(4+5) 7 8=(6-7)
1| @) (@) | () (O I (7) | oo €)1 () I (10)
N | o3 e (8) | (B5) | i () P (0N 8| ..oeerrrnn. (C) I (10)

Penghitungan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan data dan fakta yang diperoleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan sampai dengan
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan ini disampaikan.

Keterangan:
- T (11)
M. e (11)

*) Keterangan: Lampiran ini dibuat dalam hal Wajib Pajak memiliki hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
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PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8

Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12
Angka 13

. Diisi dengan nomor Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

. Diisi dengan jenis pajak.

: Diisi dengan masa pajak.

: Diisi dengan mata uang contoh: dolar Amerika Serikat.

. Diisi dengan jumlah pajak yang kurang dibayar.

: Diisi dengan jumlah sanksi Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

: Diisi dengan penjumlahan jumlah pajak yang kurang dibayar dan jumlah

sanksi Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

: Diisi dengan jumlah pembayaran.
: Diisi dengan penjumlahan jumlah pajak yang kurang dibayar dan jumlah

sanksi Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan dikurangi jumlah pembayaran.

. Diisi dengan penjelasan perhitungan jumlah pajak yang kurang dibayar.
: Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
: Diisi dengan nama, dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan

Hukum.
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68. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PENGAWASAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..., ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
N[©]1710] 23 1| B (2)
Yth : Tim Pemeriksa Bukti Permulaan terhadap ..............cccoccennnnnnns (3)
Dari L e e e aaaaaaaaaaaaas (4)
Hal : Pengawasan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tanggal PSP PP PPPPPPPP (5)

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dengan ini
diberitahukan bahwa batas waktu penyampaian Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan/Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan*) berdasarkan:

1. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor .......... (6) tanggal ......... (7);

2. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan**) nomor .......... (8) tanggal
....... 9)

terhadap:
Nama L ettt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaeeeeeeeeeeaaan—a—eeaeeeaaa e neneaeraaeeaaans (10)
NPWP/NomMOr [dentitas & ..o e, (11)

yang telah dimulai sejak tanggal ..................... (12) adalah pada........... (13).

Berdasarkan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar menyampaikan konsep
Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau mengajukan perpanjangan jangka waktu
Pemeriksaan Bukti Permulaan paling lambat tanggal............... (14).

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

*) diisi Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan jika secara terbuka atau diisi
Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan jika secara tertutup
**) diisi jika ada SPPBP Perubahan
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Angka 1
Angka 2
Angka 3

Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12
Angka 13

Angka 14

Angka 15
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA DINAS PENGAWASAN
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas pengawasan jangka waktu Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi/badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Perubahan (jika ada).

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Perubahan (jika ada).

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas orang pribadi
atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan batas waktu penyampaian surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan batas waktu menyampaikan konsep Laporan Pemeriksaan
Bukti Permulaan atau mengajukan perpanjangan jangka waktu
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan
Hukum.
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69. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA
WAKTU PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... 1
TELEPON ....oiiiiiiiiiieieeee ; FAKSIMILE ... ; SITUS WWW.Q(a'a)k.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id
NOTA DINAS
NOMOR ND- ......oovveeeeiiieen. (2)
Yth e (3)
Dari : Tim Pemeriksa Bukti Permulaan terhadap .............cccccccuunnnees (4)
Lampiran  : Satu set
Hal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tanggal PP PUPPPRPP (5)
Dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan:
1. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor .......... (6) tanggal ......... (7);
2. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan*) nomor .......... (8) tanggal .....
(9)
terhadap:
Nama L e (10)
NPWP/No. Identitas ..o (11)

dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu
penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut yang semula akan berakhir pada
....................... (12) menjadi ...........................(13), dengan alasan:

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Laporan Progres
Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor
............... (15)tanggal .............cceeeeeeett..(16).

Demikian, atas kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

Ketua Tim,

*) diisi jika ada SPPBP Perubahan
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Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4

Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12

Angka 13
Angka 14

Angka 15
Angka 16

Angka 17
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA DINAS PERMOHONAN PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas permohonan perpanjangan jangka waktu
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal nota dinas.
Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Perubahan (jika ada).

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Perubahan (jika ada).

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksa
Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas orang pribadi
atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal jatuh tempo pelaksanaan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perpanjangan yang diminta.

Diisi alasan dilakukannya permohonan perpanjangan jangka waktu
penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Laporan Progres Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tanggal Laporan Progres Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.



227

70. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGEMBANGAN/PROGRES PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..., ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

LAPORAN PENGEMBANGAN/PROGRES PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
NOMOr & (2)

Tanggal ... (3)

I. DASAR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

A. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

No Nomor Tanggal

1o | e, @) | e, (5)

B. Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara .................c.cooooiiiiiiinne. (6)

[I. IDENTITAS ORANG PRIBADI/BADAN YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN

Wajib Pajak : ... (7)
NPWP P (8)
Alamat PP (9)

Ill. TUIWUAN PEMBUATAN LAPORAN PENGEMBANGAN/PROGRES PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

IV. KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN
A. Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi

B. Peminjaman Bahan Bukti

Nomor & Tanggal Nama Bahan

Surat Peminjaman Bukti Jumlah Keterangan

No.
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C. Permintaan Keterangan

228

Pihak yang
No. Nomor & Tanggal Dimintai Nomor dan Keterangan
Surat Panggilan Tanggal BAPK
Keterangan
T (16) | (17) | oo (18) | oo (19)
D. Permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan Tertulis
Pihak yang
No. Nomor & Tanggal Dimintai Status Keterangan
Surat : Jawaban
Informasi
T (20) | (21) | oo (22) | oo (23)

E. Permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK) Lembaga Jasa Keuangan

No. Nomor & Tanggal Nama LJK Status Keterangan
Surat Jawaban
T (24) | . (25) | oo, (26) | .o (27)
F. Kegiatan Forensik Digital
Nomor & Tanggal Berita Acara o Bahan Bukti
No. Perolehan Bahan Bukti Pemilik Data Elektronik
1. |, 28 (29) | (30)
G (31)

Ketua Tim Pemeriksa Bukti

Permulaan,
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PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENGEMBANGAN/PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor Laporan Pengembangan/Progres Pelaksanaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 3 . Diisi dengan tanggal laporan.

Angka 4 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 5 . Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 6 . Diisi dengan jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 7 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 8 : Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 9 : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan tujuan pembuatan laporan.

Angka 11 : Diisi dengan uraian mengenai pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Bukti
Permulaan di lokasi.

Angka 12  : Diisi dengan nomor dan tanggal surat peminjaman.

Angka 13  : Diisi dengan nama bahan bukti yang dipinjam.
Angka 14  : Diisi dengan jumlah bahan bukti yang dipinjam.
Angka 15 : Diisi dengan keterangan bahan bukti yang dipinjam .

Angka 16  : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan keterangan dan/atau bukti.

Angka 17  : Diisi dengan pihak yang dimintai keterangan dan/atau bukti.

Angka 18 : Diisi dengan nomor dan tanggal Berita Acara Permintaan Keterangan
dan/atau Bukti.

Angka 19 : Diisi dengan keterangan terkait permintaan keterangan dan/atau bukti.

Angka 20 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan informasi, bukti, dan
keterangan tertulis.

Angka 21 : Diisi dengan pihak yang dimintai informasi, bukti, dan keterangan tertulis.

Angka 22  : Diisi dengan status jawaban permintaan informasi, bukti, dan keterangan
tertulis.

Angka 23 : Diisi dengan keterangan terkait permintaan informasi, bukti, dan keterangan
tertulis.

Angka 24  : Diisi dengan nomor dan tanggal permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan
(IBK).

Angka 25 : Diisi dengan Lembaga Jasa Keuangan yang terkait permintaan Informasi,
Bukti, dan Keterangan (IBK).

Angka 26  : Diisi dengan status jawaban permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan
(IBK).

Angka 27  : Diisi dengan keterangan permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan (IBK).

Angka 28 : Diisi dengan nomor dan tanggal Berita Acara Perolehan Bahan Bukti Forensik
Digital.

Angka 29 : Diisi dengan pemilik data elektronik.
Angka 30 : Diisi dengan jenis bahan bukti elektronik.



Angka 31
Angka 32

Angka 33
Angka 34
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. Diisi dengan uraian lain yang diperlukan.
: Diisi dengan fakta-fakta yang diperoleh pada saat Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan kesimpulan sementara/usulan.
. Diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
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71. CONTOH FORMAT LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..o, ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
NOMOr & (2)

Tanggal ... (3)

I. DASAR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
A. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
No Nomor Tanggal

Be | o) @) | e, (5)

B. Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka.

[I. IDENTITAS ORANG PRIBADI/BADAN YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN

Wajib Pajak : ... (6)
NPWP e (7)
Alamat e (8)

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN

A. Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi

B. Peminjaman Bahan Bukti

Nomor & Tanggal Surat | Nama Bahan

Peminjaman Bukii Jumlah Keterangan

No.

[ an (12) | o, (13) | oo,
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C. Permintaan Keterangan
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Pihak yang
No. Nomor & Tanggal Surat Dimintai Nomor dan Keterangan
Panggilan Tanggal BAPK
Keterangan
L IR 15 | (16) | o (17) | oo, (18)
D. Permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan Tertulis
Pihak yang
No. | Nomor & Tanggal Surat Dimintai Status Jawaban Keterangan
Informasi
L 19 | (0240) I (21) | oo (22)

E. Permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK) Lembaga Jasa Keuangan

No. | Nomor & Tanggal Surat Nama LJK | Status Jawaban Keterangan
1] (23) | (24) | .o (25) | o, (26)
F. Kegiatan Forensik Digital
Nomor & Tanggal Berita Acara . Bahan Bukti
No. Perolehan Bahan Bukti Pemilik Data Elektronik
1. | 2 (28) | (29)
G (30)

VI. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

(Terlampir)
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VII. KESIMPULAN SEMENTARA/USULAN

Diusulkan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan:

semula diselesaikan paling lambat pada tanggal : ............... (32)
menjadi paling lambat pada tanggal L e, (33)
dengan pertimbangan e (34)



Angka 1
Angka 2
Angka 3

Angka 4
Angka 5
Angka 6

Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17

Angka 18
Angka 19

Angka 20
Angka 21
Angka 22

Angka 23
Angka 24

Angka 25
Angka 26
Angka 27

Angka 28
Angka 29
Angka 30

234

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (TERBUKA)

: Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana

Penegakan Hukum.

: Diisi dengan nomor Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan tanggal Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
. Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
. Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan.

. Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan tujuan pembuatan Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan

Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan uraian mengenai pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Bukti

Permulaan di lokasi.

: Diisi dengan nomor dan tanggal surat peminjaman.

. Diisi dengan nama bahan bukti yang dipinjam.

. Diisi dengan jumlah bahan bukti yang dipinjam.

: Diisi dengan keterangan bahan bukti yang dipinjam .

: Diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan keterangan dan/atau bukti.

: Diisi dengan pihak yang dimintai keterangan dan/atau bukti.

: Diisi dengan nomor dan tanggal Berita Acara Permintaan Keterangan dan/atau

Bukti.

: Diisi dengan keterangan terkait permintaan keterangan dan/atau bukti.
: Diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan informasi, bukti, dan

keterangan tertulis.

: Diisi dengan pihak yang dimintai informasi, bukti, dan keterangan tertulis.
. Diisi dengan status jawaban permintaan informasi, bukti, dan keterangan tertulis.
: Diisi dengan keterangan terkait permintaan informasi, bukti, dan keterangan

tertulis.

: Diisi dengan nomor dan tanggal permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan

(IBK).

. Diisi dengan Lembaga Jasa Keuangan yang terkait permintaan Informasi, Bukti,

dan Keterangan (IBK).

: Diisi dengan status jawaban permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan (IBK).
: Diisi dengan keterangan permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan (IBK).
: Diisi dengan nomor dan tanggal Berita Acara Perolehan Bahan Bukti Forensik

Digital.

: Diisi dengan pemilik data elektronik.
: Diisi dengan jenis bahan bukti elektronik.
. Diisi dengan uraian lain yang diperlukan.



Angka 31

Angka 32
Angka 33
Angka 34
Angka 35
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: Diisi dengan fakta-fakta yang diperoleh pada saat Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

. Diisi dengan tanggal jatuh tempo awal Pemeriksaan Bukti Permulaan.

. Diisi dengan usulan tanggal jatuh tempo Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan alasan perpanjangan waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
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LAMPIRAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

RENCANA PERUBAHAN

NO. RENCANA KERJA PEN‘ﬁ:‘\l’?E‘BU NG KETERANGAN
JADWAL AWAL JADWAL AKHIR
A. Kegiatan Utama
1. | Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan | e (1) | (2) | (3) | (4)
2. | Peminjaman BahanBukti | ... (5) | . (6) |, (7) | (8)
3. | Permintaan Keterangan (Lisan) | ............... 9) | (10) | oo, (11) | s (12)
4. | Permintaan Keterangan dan/atau | ............... (13) | (14) | .o (15) | e (16)
Bukti Tertulis
5. | Permintaan Informasi, BuktiDan | ............... 17) | (18) | oo, (19) | (20)
Keterangan (IBK) Kepada Lembaga
Jasa Keuangan
6. | Permintaan Data Pihak Ketiga (Data | ............... 1) | 22) | . (23) | o (24)
ILAP)
7. | Permintaan Pertukaran Data ke Luar | ............... (25) | (245) I R (27) | (28)
Negeri (Eol)
8. | Penyegelan | 29) | .l (30) | ..l (31) | .o (32)
9. | Permintaan Kegiatan Forensik Digital | ............... (33) | ... (34) | ... (35) | i (36)
10. | Permintaan Kegiatan Intelijen | ... (B7) | (B38) | i, (39) | (40)
Perpajakan
11. | Permintaan Bantuan Kegiatan | ............... 41) | 42) | . 43) | (44)
Penilaian
12. | Permintaan Bantuan Ahli | ... (45) | (C1O) N (47) | (48)
13. | Panggilan Klarifikasi | ... (49) | 50) | .l B51) | (52)
14. | Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan | ............... B53) | 54) | (55) | (56)
Bukti Permulaan
15. | Penyusunan Laporan Pemeriksaan | ............... 57) | (58) | i, (59) | (60)
Bukti Permulaan
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16. | Pemberitahuan Tindak Lanjut | ............... 61) | 62) | .. (63) | i, (64)
Pemeriksaan Bukti Permulaan

17. | Penyusunan Laporan Kejadian | ............... (65) | .. (66) | .oiiiiiiinnn.. (1 T (68)
18. | Pengembalian Bahan Bukti | ............... (69) | (70) | ..l (71) | (72)
B. Kegiatan Lainnya

I. Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan

L (r3) (74) | . (4 I (76) | i (77)
Il. Pela-l-<-sanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan

T | (r3) | (74) | (75) | .. (76) | ..l (77)
lll. Pelaporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

10 | . '3y . 74) | (6 V4 I P (77)
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PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1 : Diisi dengan jadwal awal penyampaian Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 2 : Diisi dengan jadwal akhir penyampaian Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 3 : Diisi dengan nama penanggung jawab penyampaian Pemberitahuan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 4 : Diisi dengan keterangan penyampaian Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 5 : Diisi dengan jadwal awal peminjaman bahan bukti.

Angka 6 : Diisi dengan jadwal akhir peminjaman bahan bukti.

Angka 7 : Diisi dengan nama penanggung jawab peminjaman bahan bukti.
Angka 8 : Diisi dengan keterangan peminjaman bahan bukti.

Angka 9 : Diisi dengan jadwal awal permintaan keterangan (lisan).

Angka 10 : Diisi dengan jadwal akhir permintaan keterangan (lisan).

Angka 11 : Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan keterangan (lisan).
Angka 12 : Diisi dengan keterangan permintaan keterangan (lisan).

Angka 13 : Diisi dengan jadwal awal permintaan keterangan dan/atau bukti tertulis.
Angka 14 : Diisi dengan jadwal akhir permintaan keterangan dan/atau bukti tertulis.

Angka 15 : Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan keterangan dan/atau bukti
tertulis.

Angka 16 : Diisi dengan keterangan permintaan keterangan dan/atau bukti tertulis.
Angka 17 : Diisi dengan jadwal awal permintaan informasi, bukti dan keterangan (IBK)
kepada Lembaga Jasa Keuangan.

Angka 18 : Diisi dengan jadwal akhir permintaan informasi, bukti dan keterangan (IBK)
kepada Lembaga Jasa Keuangan.

Angka 19 : Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan informasi, bukti dan
keterangan (IBK) kepada Lembaga Jasa Keuangan.

Angka 20 : Diisi dengan keterangan permintaan informasi, bukti dan keterangan (IBK)
kepada Lembaga Jasa Keuangan.

Angka 21 : Diisi dengan jadwal awal permintaan data pihak ketiga (Instansi Pemerintah,
Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain).

Angka 22 : Diisi dengan jadwal akhir permintaan data pihak ketiga (Instansi Pemerintah,
Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain).

Angka 23 : Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan data pihak ketiga (Instansi
Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain).

Angka 24 : Diisi dengan keterangan permintaan data pihak ketiga (Instansi Pemerintah,
Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain).

Angka 25 : Diisi dengan jadwal awal permintaan pertukaran data ke luar negeri (Exchange
of Information - Eol).

Angka 26 : Diisi dengan jadwal akhir permintaan pertukaran data ke luar negeri (Exchange
of Information - Eol).

Angka 27 : Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan pertukaran data ke luar
negeri (Exchange of Information - Eol).

Angka 28 : Diisi dengan keterangan permintaan pertukaran data ke luar negeri (Exchange
of Information - Eol).



Angka 29
Angka 30
Angka 31
Angka 32
Angka 33
Angka 34
Angka 35
Angka 36
Angka 37
Angka 38
Angka 39
Angka 40
Angka 41
Angka 42
Angka 43
Angka 44
Angka 45
Angka 46
Angka 47
Angka 48
Angka 49
Angka 50
Angka 51
Angka 52
Angka 53
Angka 54
Angka 55

Angka 56
Angka 57
Angka 58
Angka 59

Angka 60
Angka 61

Angka 62
Angka 63
Angka 64

Angka 65
Angka 66
Angka 67
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. Diisi dengan jadwal awal penyegelan.

. Diisi dengan jadwal akhir penyegelan.

: Diisi dengan nhama penanggung jawab penyegelan.

: Diisi dengan keterangan penyegelan.

. Diisi dengan jadwal awal permintaan kegiatan Forensik Digital.

. Diisi dengan jadwal akhir permintaan kegiatan Forensik Digital.

. Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan kegiatan Forensik Digital.

: Diisi dengan keterangan permintaan kegiatan Forensik Digital.

: Diisi dengan jadwal awal permintaan kegiatan intelijen perpajakan.

: Diisi dengan jadwal akhir permintaan kegiatan intelijen perpajakan.

. Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan kegiatan intelijen perpajakan.
. Diisi dengan keterangan permintaan kegiatan intelijen perpajakan.

: Diisi dengan jadwal awal permintaan bantuan kegiatan penilaian.

: Diisi dengan jadwal akhir permintaan bantuan kegiatan penilaian.

: Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan bantuan kegiatan penilaian.
. Diisi dengan keterangan permintaan bantuan kegiatan penilaian.

: Diisi dengan jadwal awal permintaan bantuan ahli.

: Diisi dengan jadwal akhir permintaan bantuan ahli.

: Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan bantuan ahli.

. Diisi dengan keterangan permintaan bantuan ahli.

. Diisi dengan jadwal awal panggilan klarifikasi.

: Diisi dengan jadwal akhir panggilan klarifikasi.

: Diisi dengan nama penanggung jawab panggilan klarifikasi.

: Diisi dengan keterangan panggilan klarifikasi.

. Diisi dengan jadwal awal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
. Diisi dengan jadwal akhir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
: Diisi dengan nama penanggung jawab Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan keterangan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan jadwal awal penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan jadwal akhir penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
. Diisi dengan nama penanggung jawab penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan keterangan penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
: Diisi dengan jadwal awal pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan jadwal akhir pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan nama penanggung jawab pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan

Bukti Permulaan.

: Diisi dengan keterangan pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan jadwal awal penyusunan Laporan Kejadian.
. Diisi dengan jadwal akhir penyusunan Laporan Kejadian.
. Diisi dengan nama penanggung jawab penyusunan Laporan Kejadian.



Angka 68 :
. Diisi dengan jadwal awal pengembalian Bahan Bukti.

: Diisi dengan jadwal akhir pengembalian Bahan Bukti.

: Diisi dengan nama penanggung jawab pengembalian Bahan Bukti.
: Diisi dengan keterangan pengembalian Bahan Bukti.

. Diisi dengan kegiatan lainnya.

. Diisi dengan jadwal awal kegiatan lainnya.

: Diisi dengan jadwal akhir kegiatan lainnya.

: Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan lainnya.

: Diisi dengan keterangan kegiatan lainnya.

Angka 69
Angka 70
Angka 71
Angka 72
Angka 73
Angka 74
Angka 75
Angka 76
Angka 77
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Diisi dengan keterangan penyusunan Laporan Kejadian.
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72. CONTOH FORMAT LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..o, ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
NOMOr & (2)

Tanggal ... (3)

I. DASAR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
A. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
No Nomor Tanggal

Be | o) @) | e, (5)

B. Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara tertutup.

[I. IDENTITAS ORANG PRIBADI/BADAN YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN

Wajib Pajak : ... (6)
NPWP e (7)
Alamat e (8)

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN

A. Peminjaman Bahan Bukti

Nomor & Tanggal Surat | Nama Bahan

No. Peminjaman Bukti

Jumlah Keterangan

[ T 10y [ A1) | o (12) | oo,
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B. Permintaan Keterangan

Pihak yang
No. Nomor & Tanggal Surat Dimintai Nomor dan Keterangan
Panggilan Tanggal BAPK
Keterangan
L IR 14) | (15) | i (16) | ooreiiiiiieenns (17)
C. Permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan Tertulis
Pihak yang
No. | Nomor & Tanggal Surat Dimintai Status Jawaban Keterangan
Informasi
L 18 | (19) | oo (0240 I (21)

D. Permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK) Lembaga Jasa Keuangan

No. | Nomor & Tanggal Surat Nama LJK | Status Jawaban Keterangan

VI. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(Terlampir)

VII. KESIMPULAN SEMENTARA/USULAN

Diusulkan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan:

semula diselesaikan paling lambat pada tanggal : ............... (28)
menjadi paling lambat pada tanggal L e, (29)
dengan pertimbangan e (30)




Angka 1
Angka 2
Angka 3

Angka 4
Angka 5
Angka 6

Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16

Angka 17
Angka 18

Angka 19
Angka 20
Angka 21

Angka 22
Angka 23

Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27

Angka 28
Angka 29
Angka 30
Angka 31
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PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (TERTUTUP)

: Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana

Penegakan Hukum.

. Diisi dengan nomor Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

. Diisi dengan tanggal Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
. Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
: Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

. Diisi dengan tujuan pembuatan Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan

Pemeriksaan Bukti Permulaan.

. Diisi dengan nomor dan tanggal surat peminjaman.

: Diisi dengan nama bahan bukti yang dipinjam.

: Diisi dengan jumlah bahan bukti yang dipinjam.

: Diisi dengan keterangan bahan bukti yang dipinjam.

: Diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan keterangan dan/atau bukti.

. Diisi dengan pihak yang dimintai keterangan dan/atau bukti.

: Diisi dengan nomor dan tanggal Berita Acara Permintaan Keterangan dan/atau

Bukti.

. Diisi dengan keterangan terkait permintaan keterangan dan/atau bukti.
: Diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan informasi, bukti, dan

keterangan tertulis

: Diisi dengan pihak yang dimintai informasi, bukti, dan keterangan tertulis.
: Diisi dengan status jawaban permintaan informasi, bukti, dan keterangan tertulis.
: Diisi dengan keterangan terkait permintaan informasi, bukti, dan keterangan

tertulis.

: Diisi dengan nomor dan tanggal permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan

(IBK).

: Diisi dengan Lembaga Jasa Keuangan yang terkait permintaan Informasi, Bukti,

dan Keterangan (IBK).

: Diisi dengan status jawaban permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan (IBK).
: Diisi dengan keterangan permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan (IBK).

. Diisi dengan uraian lain yang diperlukan.

. Diisi dengan fakta-fakta yang diperoleh pada saat Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

. Diisi dengan tanggal jatuh tempo awal Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan usulan tanggal jatuh tempo Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan alasan perpanjangan waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
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LAMPIRAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

RENCANA PERUBAHAN

NO. RENCANA KERJA PEN o ING KETERANGAN
JADWAL AWAL JADWAL AKHIR
B. Kegiatan Utama
1. | Peminjaman BahanBukti | ... (1) | . (2) | B | (4)
2. | Permintaan Keterangan (Lisan) | ............... (5) | () (7) | (8)
3. | Permintaan Keterangan dan/atau | ............... 9) | (10) | oo, 11) | (12)
Bukti Tertulis
4. | Permintaan Informasi, BuktiDan | ............... (13) | (14) | o, (15) | s (16)
Keterangan (IBK) Kepada Lembaga
Jasa Keuangan
5. | Permintaan Data Pihak Ketiga (Data | ............... 17 | (18) | e, (19) | o, (20)
ILAP)
6. | Permintaan Pertukaran Data ke Luar | ............... 21) | (22) | (23) | (24)
Negeri (Eol)
7. | Permintaan Bantuan Kegiatan | ............... 25) | (7225) I R 27) | (28)
Intelijen Perpajakan
8. | Permintaan Bantuan Kegiatan | ............... (29) | [(10) I R (31) | (32)
Penilaian
9. | Permintaan Bantuan Ahli | ... 33) | (34) | ...l (35) | .l (36)
10. | Penyusunan Laporan Pemeriksaan | ............... B7) | (B8) | i (39) | (40)
Bukti Permulaan
11. | Penyusunan Laporan Kejadian | ............... (41) | (42) | . (43) | (44)
12. | Pengembalian BahanBukti | .............. 45) | . (46) | ...l CY N (48)
B. Kegiatan Lainnya
J. Persiapan Pemeriksaan Bukti Permulaan
L 49 . 50) | ... (51) | i 52) | (53)
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Il. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan

L T 49 B0 | B51) | 52) | ... (53)
Il. Pelé-;-)oran Pemeriksaan Bukti Permulaan
L 49 | (50) | .. (51) |, 52) | . (53)
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PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

: Diisi dengan jadwal awal peminjaman bahan bukti.

: Diisi dengan jadwal akhir peminjaman bahan bukti.

. Diisi dengan nama penanggung jawab peminjaman bahan bukti.

. Diisi dengan keterangan peminjaman bahan bukti.

: Diisi dengan jadwal awal permintaan keterangan (lisan).

: Diisi dengan jadwal akhir permintaan keterangan (lisan).

: Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan keterangan (lisan).

. Diisi dengan keterangan permintaan keterangan (lisan).

. Diisi dengan jadwal awal permintaan keterangan dan/atau bukti tertulis.
: Diisi dengan jadwal akhir permintaan keterangan dan/atau bukti tertulis.
: Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan keterangan dan/atau bukti

tertulis.

: Diisi dengan keterangan permintaan keterangan dan/atau bukti tertulis.
: Diisi dengan jadwal awal permintaan informasi, bukti dan keterangan (IBK) kepada

Lembaga Jasa Keuangan.

: Diisi dengan jadwal akhir permintaan informasi, bukti dan keterangan (IBK) kepada

Lembaga Jasa Keuangan.

: Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan informasi, bukti dan keterangan

(IBK) kepada Lembaga Jasa Keuangan.

: Diisi dengan keterangan permintaan informasi, bukti dan keterangan (IBK) kepada

Lembaga Jasa Keuangan.

: Diisi dengan jadwal awal permintaan data pihak ketiga (Instansi Pemerintah,

Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain).

: Diisi dengan jadwal akhir permintaan data pihak ketiga (Instansi Pemerintah,

Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain).

. Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan data pihak ketiga (Instansi

Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain).

: Diisi dengan keterangan permintaan data pihak ketiga (Instansi Pemerintah,

Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain).

. Diisi dengan jadwal awal permintaan pertukaran data ke luar negeri (Exchange of

Information - Eol).

. Diisi dengan jadwal akhir permintaan pertukaran data ke luar negeri (Exchange of

Information - Eol).

. Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan pertukaran data ke luar negeri

(Exchange of Information - Eol).

. Diisi dengan keterangan permintaan pertukaran data ke luar negeri (Exchange of

Information - Eol).

: Diisi dengan jadwal awal permintaan bantuan kegiatan intelijen perpajakan.
. Diisi dengan jadwal akhir permintaan bantuan kegiatan intelijen perpajakan.
. Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan bantuan kegiatan intelijen

perpajakan.

. Diisi dengan keterangan permintaan bantuan kegiatan intelijen perpajakan.

. Diisi dengan jadwal awal permintaan bantuan kegiatan penilaian.

: Diisi dengan jadwal akhir permintaan bantuan kegiatan penilaian.

: Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan bantuan kegiatan penilaian.
: Diisi dengan keterangan permintaan bantuan kegiatan penilaian.
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: Diisi dengan jadwal awal permintaan bantuan ahli.

: Diisi dengan jadwal akhir permintaan bantuan ahli.

: Diisi dengan nama penanggung jawab permintaan bantuan ahli.

. Diisi dengan keterangan permintaan bantuan ahli.

. Diisi dengan jadwal awal penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan jadwal akhir penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

: Diisi dengan nama penanggung jawab penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

: Diisi dengan keterangan penyusunan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
: Diisi dengan jadwal awal penyusunan Laporan Kejadian.

. Diisi dengan jadwal akhir penyusunan Laporan Kejadian.

. Diisi dengan nama penanggung jawab penyusunan Laporan Kejadian.
: Diisi dengan keterangan penyusunan Laporan Kejadian.

: Diisi dengan jadwal awal pengembalian Bahan Bukti.

: Diisi dengan jadwal akhir pengembalian Bahan Bukti.

. Diisi dengan nama penanggung jawab pengembalian Bahan Bukti.

. Diisi dengan keterangan pengembalian Bahan Bukti.

: Diisi dengan kegiatan lainnya.

: Diisi dengan jadwal awal kegiatan lainnya.

: Diisi dengan jadwal akhir kegiatan lainnya.

. Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan lainnya.

. Diisi dengan keterangan kegiatan lainnya.
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73. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGEMBANGAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(WAJIB PAJAK YANG SAMA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id

LAPORAN PENGEMBANGAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Nomor e (2)
Tanggal e (3)

. DASAR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
A. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
No Nomor Tanggal

Y L S I (5)

n

B. Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara ...............c......... (6)

Il. IDENTITAS ORANG PRIBADI/BADAN YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN

Wajib Pajak : ..o (7)
NPWP e (8)
Alamat L e ————— (9)

. TUIJUAN PEMBUATAN LAPORAN

IV. KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN
A. Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi

B. Peminjaman Bahan Bukti (12)

No. Nomor & 'I.'a.nggal Nama Bahan Bukti Jumlah Keterangan
Surat Peminjaman

1.
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C. Permintaan Keterangan (13)

No Nomor & Tanggal | Pihak Yang Dimintai Nomor dan Keteranaan
‘| Surat Panggilan Keterangan Tanggal BAPK 9
1.
D. Permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan tertulis (14)
No. Nomor & Tanggal | Pihak Yang Dlmlntal Status Keterangan
Surat Informasi Jawaban
1.

E. Permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK) Lembaga Jasa Keuangan (15)

No. Nomor & Tanggal Nama LJK Status Keterangan
Surat Jawaban
1.
F. Kegiatan Forensik Digital (16)
No.|Nomor & Tanggal Berita Acara Pemilik Data Bahan Bukti Elektronik

Perolehan Bahan Bukti

B et (17)

V. FAKTA-FAKTA YANG DIPEROLEH

VI. KESIMPULAN SEMENTARA/USULAN

Bersama ini disampaikan usulan untuk dilakukan pengembangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

No Pasal Pidana Jenis Pajak dan Periode
1 (19) (21)
............................................ (20) e eereeeenneneeennnenaennnneeesnnneees (22)
.r;
................................................ (23)

Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan,
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PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENGEMBANGAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(WAJIB PAJAK YANG SAMA)

Angka 1 . Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 : Diisi dengan nomor Laporan Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 3 . Diisi dengan tanggal Laporan Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 4 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 5 . Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 6 : Diisi dengan jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 7 . Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan tujuan pembuatan Laporan Pengembangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 11 : Diisi dengan uraian kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi yang telah
dilakukan.

Angka 12  : Diisi dengan rincian surat peminjaman Bahan Bukti yang telah disampaikan dan
bahan bukti yang telah diterima.

Angka 13 : Diisi dengan rincian sehubungan dengan permintaan keterangan kepada pihak-
pihak yang berkaitan.

Angka 14 : Diisi dengan rincian sehubungan dengan permintaan informasi, bukti, dan
keterangan tertulis kepada pihak-pihak yang berkaitan dan hasilnya.

Angka 15 : Diisi dengan rincian permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK) Lembaga
Jasa Keuangan yang telah dilakukan dan nama bank yang dituju dan hasilnya.

Angka 16  : Diisi dengan rincian dokumen sehubungan dengan kegiatan Forensik Digital dan
rincian Bahan Bukti yang didapatkan.

Angka 17 : Diisi dengan kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan lainnya yang telah
dilakukan.

Angka 18 : Diisi dengan fakta-fakta yang mendukung tujuan dibuat Laporan Pengembangan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 19 : Diisi dengan usulan pasal pidana.

Angka 20 : Diisi dengan usulan Undang-Undang dari pasal pidana.

Angka 21  : Diisi dengan usulan jenis pajak.

Angka 22 : Diisi dengan usulan periode.

Angka 23 : Diisi dengan kesimpulan sementara/usulan lainnya yang perlu dituangkan dalam

Laporan Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Angka 24 : Diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
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74. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGEMBANGAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(WAJIB PAJAK LAIN)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id

LAPORAN PENGEMBANGAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Nomor e (2)
Tanggal e (3)

. DASAR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
A. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
No Nomor Tanggal

T L S (5)

B. Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara ..............ccccc...... (6)

[l. IDENTITAS ORANG PRIBADI/BADAN YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN

Wajib Pajak @ ..o (7)
NPWP L e (8)
Alamat e (9)

. TUIJUAN PEMBUATAN LAPORAN

IV. KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN
A. Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi

B. Peminjaman Bahan Bukti (12)

Nomor & Nama Bahan
No.| Tanggal Surat : Jumlah Keterangan
o~ Bukti
Peminjaman
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C. Permintaan Keterangan (13)

252

I_\lrc;r:ora% Pihak Yang Nomor dan
No. 99 Dimintai Tanggal Keterangan
Surat
: Keterangan BAPK
Panggilan
1.
D. Permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan tertulis (14)
Nomor & Pihak Yang Status
No.| Tanggal Dimintai Keterangan
: Jawaban
Surat Informasi

E. Permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK) Lembaga Jasa Keuangan (15)

Nomor & Status
No.| Tanggal Nama LJK Keterangan
Jawaban
Surat
1.
F. Kegiatan Forensik Digital (16)
No.| Nomor & Tanggal Berita Pemilik Data Bahan Bukti Elektronik

Acara Perolehan Bahan
Bukti

B oo (17)

FAKTA-FAKTA YANG DIPEROLEH

KESIMPULAN SEMENTARA/USULAN
Bersama ini mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak:

Nama
NPWP

dengan ruang lingkup sebagai berikut:
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No Pasal Pidana Jenis Pajak dan Periode
T e (21) e, (23)
............................................ (22) O PPPPPPPRR 022 3
n
................................................ (25)

Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan,
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PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENGEMBANGAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(WAJIB PAJAK LAIN)

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 : Diisi dengan nomor Laporan Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 3 . Diisi dengan tanggal Laporan Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 4 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 5 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 6 . Diisi dengan jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 7 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan tujuan pembuatan Laporan Pengembangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 11 : Diisi dengan uraian kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi yang telah
dilakukan.

Angka 12  : Diisi dengan rincian surat peminjaman Bahan Bukti yang telah disampaikan dan
bahan bukti yang telah diterima.

Angka 13  : Diisi dengan rincian sehubungan dengan permintaan keterangan kepada pihak-
pihak yang berkaitan.

Angka 14 : Diisi dengan rincian sehubungan dengan permintaan informasi, bukti, dan
keterangan tertulis kepada pihak-pihak yang berkaitan dan hasilnya.

Angka 15 : Diisi dengan rincian permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK) Lembaga
Jasa Keuangan yang telah dilakukan dan nama bank yang dituju dan hasilnya.

Angka 16 : Diisi dengan rincian dokumen sehubungan dengan kegiatan Forensik Digital dan
rincian Bahan Bukti yang didapatkan.

Angka 17 : Diisi dengan kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan lainnya yang telah
dilakukan.

Angka 18 : Diisi dengan fakta-fakta yang mendukung tujuan dibuat Laporan Pengembangan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 19 : Diisi dengan usulan Wajib Pajak yang diusulkan dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 20 : Diisi dengan usulan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diusulkan dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 21 . Diisi dengan usulan pasal pidana.

Angka 22  : Diisi dengan usulan Undang-Undang dari pasal pidana.

Angka 23 : Diisi dengan usulan jenis pajak.

Angka 24 : Diisi dengan usulan periode.

Angka 25 : Diisi dengan kesimpulan sementara/usulan lainnya yang perlu dituangkan dalam

Laporan Pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Angka 26 : Diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
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75. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..ot ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR .....ccoocveeeeines (2)
Yth : Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
Dari L et et et aaaaaaaaaaaas (3)
Sifat : Sangat Segera
Hal . Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tanggal PP PP PPPPPPPPPPP (4)

Menindaklanjuti Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan_Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor
.................................... (5) tanggal.............................(6) terkait permohonan perpanjangan jangka
waktu pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan:

No Nomor SPPBP Tanggal
L P USSR OUPPRRPI (7)o (8)

yang dilakukan terhadap:

Wajib Pajak @ ... 9)

NPWP eereee e (10)

dengan ini disampaikan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti
Permulaan ....................... (11) dengan ketentuan sebagai berikut:

semula diselesaikan paling lambat tanggal ....................... (12)

menjadi paling lambat pada tanggal ....................... (13)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA DINAS PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tanggal Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi tanggal Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan status persetujuan.

Diisi dengan jatuh tempo pemeriksaan bukti permulaan (semula).

Diisi dengan jatuh tempo pemeriksaan bukti permulaan (menjadi).

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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76. CONTOH FORMAT NOTA DINAS KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA PENEGAKAN
HUKUM MENGENAI LAPORAN TINDAK PIDANA SELAIN TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ....oovviiiiiiiiiiieeeee} ; FAKSIMILE ........coiiiiieian. ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ..., (2)
Yth e (3)
Dari e (4)
Sifat : Segera dan Rahasia
Lampiran  : Satu set
Hal : Pemberitahuan Terjadinya Tindak Pidana Selain
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Tanggal PP UUUPPPPPPPPPPPPRPPPRR (5)
Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan:
1. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor .......... (6) tanggal ......... (7)
2. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan*) nomor ....... (8) tanggal ..... (9)
terhadap:
Nama e e e e et eeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeieaaeeaeaaaeeeeaaaaaa—. (10)
NPWP/No. Identltas ................................................................... 11)
dengan ini kami laporkan bahwa diduga telah terjadi tindak pidana berupa......................... (12)
yang dilakukan oleh:
Nama e eeeeeeeeaaeaaaeeeeeeeeeeereeaeeaaaaaaeaaa—————— (13)
NPWP/No. Identltas ................................................................... (14)

dengan penjelasan dan/atau daftar bukti sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*) diisi jika ada SPPBP Perubahan


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA DINAS KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM MENGENAI
LAPORAN TINDAK PIDANA SELAIN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14

Angka 15

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas pemberitahuan terjadinya tindak pidana selain
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
(jika ada).

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
(jika ada).

Diisi dengan nama orang pribadi/badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak atau Nomor Identitas orang pribadi/badan
yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan uraian tindak pidana yang terjadi, misalnya tindak pidana
pemalsuan, pencucian uang, korupsi, dan sebagainya.

Diisi dengan nama pihak yang diduga melakukan tindak pidana selain Tindak
Pidana di Bidang Perpajakan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak atau nomor identitas pihak yang diduga
melakukan tindak pidana selain Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
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77. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI TINDAK PIDANA SELAIN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ....oviiiiiiiiiiieeeee ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id

Nomor L e ————————————— (2) e ————
(3)

Sifat e —— 4)

Lampiran e ——— (5)

Hal : Pemberitahuan Terjadinya Tindak Pidana ............................... (6)

Yth. e (7)

................................ (8)

Sehubungan dengan proses pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan atas dugaan
tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan
sebagai berikut:

No Nomor Tanggal
T e (9) | (10)

n

yang dilakukan terhadap:

namaWaijib Pajak ...l 11)

NPWP e —————— (12)

bersama ini kami sampaikan bahwa dalam proses pemeriksaan bukti permulaan tersebut di atas,
pemeriksa bukti permulaan menemukan adanya indikasi terjadinya tindak pidana
................................ (6) dengan rincian sebagai berikut:

1. Identitas terduga

No Nama Terduga Nomor Identitas Alamat
= T PR [0S ) I IR (14) | oo, (15)

n

2. Penjelasan:

................................................ (16)
3. Bukti pendukung:

= T (17)

b.

Co vverreeenn, 17)

Demikian kami sampaikan informasi tersebut untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan
kewenangan Bapak/Ibu. Atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id;
mailto:pengaduan@pajak.go.id

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12

Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI TINDAK PIDANA
SELAIN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN (TERBUKA)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat pemberitahuan mengenai tindak pidana selain Tindak
Pidana di Bidang Perpajakan.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan jumlah lampiran surat.

Diisi dengan jenis pidana.

Diisi dengan nama pimpinan organisasi penegak hukum.

Diisi dengan alamat organisasi penegak hukum.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama terduga pelaku.

Diisi dengan nomor identitas terduga pelaku.
Diisi dengan alamat terduga pelaku.

Diisi dengan penjelasan atas tindak pidana.
Diisi dengan bukti-bukti pendukung.

Diisi dengan jabatan penandatangan.

Diisi dengan nama penandatangan.
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78. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI TINDAK PIDANA
SELAIN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ....oviiiiiiiiiiieeeee ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id

Nomor [ (2)

............................. (3)

Sifat e —— 4)

Lampiran e ——— (5)

Hal : Pemberitahuan Terjadinya Tindak Pidana ............................... (6)
Yth. e (7)

................................ (8)

Sehubungan dengan proses pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan atas dugaan
tindak pidana di bidang perpajakan bersama inikamisampaikan bahwa dalam proses
pemeriksaan bukti permulaan tersebut ditemukan adanya indikasi terjadinya ................ (6)
dengan rincian sebagai berikut: :

1. Identitas terduga

No Nama Terduga Nomor Identitas Alamat
. | e () I QL0 ) R (11)

n

2. Penjelasan:

................................................ (12)
3. Bukti pendukung:

d (13)

e.

fo, (13)

Demikian kami sampaikan informasi tersebut untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan
kewenangan Bapak/Ibu. Atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id;
mailto:pengaduan@pajak.go.id

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI TINDAK PIDANA
SELAIN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN (TERTUTUP)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat pemberitahuan terjadinya tindak pidana.
Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan jumlah lampiran surat.

Diisi dengan jenis pidana.

Diisi dengan nama organisasi penegak hukum.
Diisi dengan alamat organisasi penegak hukum.
Diisi dengan nama terduga pelaku.

Diisi dengan nomor identitas pelaku.

Diisi dengan alamat terduga pelaku.

Diisi dengan penjelasan atas tindak pidana.
Diisi dengan bukti-bukti pendukung.

Diisi dengan jabatan penandatangan.

Diisi dengan nama penandatangan.
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79. CONTOH FORMAT NOTA DINAS KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA PENEGAKAN
HUKUM MENGENAI LAPORAN KETERLIBATAN PEGAWAI DJP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TELEPON .....oooiiiiiiiieiieiece ; FAKSIMILE ..., ; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND- .....cccvvieeeie, (2)
Yth L e (3)
Dari OO PPPPPPPPON (- 3
Sifat : Segera dan Rahasia
Lampiran @ .o (5)
Hal : Indikasi Keterlibatan Pegawai DJP
Tanggal PP PP PPPPPPPPN (6)
Berdasarkan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan:
1. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor .......... (7) tanggal ......... (8)
2. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan*) nomor ...... (9) tanggal .... (10)

yang dilakukan terhadap:

Nama L e e et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieeaeeaaaeaaeaeaaa————— 11)
NPWP/No. Identitas : ......cccccooiiiiiiiieee e (12)

bersama ini dilaporkan bahwa terdapat indikasi keterlibatan pegawai Direktorat Jenderal Pajak
atas nama:

Nama e e e e e e et eeeeeaaaeaeeaeaeeaeaeaeaasaaaaaaaeaaa—————— (13)
NIP et e e —ee e e —eee e e et e e e e e e e e anaeeeeanneeens (14)
Jabatan PP PPPRPPPPPPPPPR (15)
Unit Kerja e e e e e e e eeeeaaaeeaeeaeaeeeaeeaaaaaaaaaaaaaa——— (16)
Keterlibatan ettt e ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 17)

dengan penjelasan dan/atau bukti sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*) diisi jika ada SPPBP Perubahan


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA DINAS KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM

MENGENAI LAPORAN KETERLIBATAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16

Angka 17

Angka 18

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas indikasi keterlibatan pegawai Direktorat Jenderal
Pajak.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
(jika ada).

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
(jika ada).

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak atau Nomor Identitas orang pribadi atau
badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diindikasikan terlibat
dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pegawai Direktorat Jenderal Pajak
yang diindikasikan terlibat dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Diisi dengan jabatan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diindikasikan
terlibat dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Diisi dengan unit kerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diindikasikan
terlibat dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Diisi dengan uraian keterkaitan pegawai yang bersangkutan dalam Tindak
Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan,
misalnya: pegawai yang bersangkutan yang membuat SPT Waijib Pajak, atau
pegawai yang bersangkutan merupakan pihak yang menyuruh melakukan, yang
turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
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80. CONTOH FORMAT NOTA DINAS MENGENAI LAPORAN KETERLIBATAN PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..ot ; FAKSIMILE ... ; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND- .....oovveeiiiiieeee, (2)

Yth e (3)

Dari L e (4)

Sifat : Sangat Segera dan Rahasia

Lampiran L e (5)

Hal : Laporan Keterlibatan Pegawai DJP

Tanggal L e (6)

Sehubungan dengan proses pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas dugaan
tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No Nomor Surat Perintah Tanggal
T s (7) s (8)
0 T (7) e (8)
yang dilakukan terhadap:
nama Wajib Pajak ..., (9)
NPWP e (10)

bersama ini kami sampalkan bahwa terdapat keterlibatan pegawai Direktorat Jenderal Pajak
dalam perkara tersebut dengan rincian sebagai berikut:
1. Identitas terlapor

No Nama Pegawai NIP Unit Kerja
F= P RO 11 (12) |l (13)
[0 T (11) e (12) s (13)
2. Penjelasan
.......................... (14)
.......................... (14)
3. Bukti pendukung:
= F (15)
b. ...
o (15)

Demikian kami sampaikan informasi tersebut untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan
kewenangan Saudara. Atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
file:///C:/Users/808360131/Documents/Coretax/PROBIS%20TO%20BE%20-%20Subtim%202d/5.%20Detailed%20Design/03.%20Case%20Step,%20Doc,%20Form%20etc/GDrive%20-%20Doc%20Template/%5b@SifatNd%5d
file:///C:/Users/808360131/Documents/Coretax/PROBIS%20TO%20BE%20-%20Subtim%202d/5.%20Detailed%20Design/03.%20Case%20Step,%20Doc,%20Form%20etc/GDrive%20-%20Doc%20Template/%5b@Lampiran%5d
file:///C:/Users/808360131/Documents/Coretax/PROBIS%20TO%20BE%20-%20Subtim%202d/5.%20Detailed%20Design/03.%20Case%20Step,%20Doc,%20Form%20etc/GDrive%20-%20Doc%20Template/%5b@Lampiran%5d
file:///C:/Users/808360131/Documents/Coretax/PROBIS%20TO%20BE%20-%20Subtim%202d/5.%20Detailed%20Design/03.%20Case%20Step,%20Doc,%20Form%20etc/GDrive%20-%20Doc%20Template/%5b@Lampiran%5d
file:///C:/Users/808360131/Documents/Coretax/PROBIS%20TO%20BE%20-%20Subtim%202d/5.%20Detailed%20Design/03.%20Case%20Step,%20Doc,%20Form%20etc/GDrive%20-%20Doc%20Template/%5b@Lampiran%5d
file:///C:/Users/808360131/Documents/Coretax/PROBIS%20TO%20BE%20-%20Subtim%202d/5.%20Detailed%20Design/03.%20Case%20Step,%20Doc,%20Form%20etc/GDrive%20-%20Doc%20Template/%5b@Lampiran%5d

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13

Angka 14

Angka 15

Angka 16
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA DINAS MENGENAI LAPORAN KETERLIBATAN PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas laporan keterlibatan pegawai Direktorat Jenderal
Pajak.

Diisi dengan Kepala kantor unit kepatuhan internal.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/No. Identitas orang pribadi atau badan
yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diindikasikan terlibat
dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pegawai Direktorat Jenderal Pajak
yang diindikasikan terlibat dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Diisi dengan unit kerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diindikasikan
terlibat dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Diisi dengan uraian keterkaitan pegawai yang bersangkutan dalam Tindak
Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan,
misalnya: pegawai yang bersangkutan yang membuat SPT Waijib Pajak, atau
pegawai yang bersangkutan merupakan pihak yang menyuruh melakukan, yang
turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan.

Diisi dengan bukti-bukti keterlibatan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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81. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN ATAS TEMUAN DATA DAN INFORMASI
(TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ....cooiiiiiiiiiieieeee ; FAKSIMILE ..o, ; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id

Nomor e ————— (2) (3)
Sifat S (4)

Lampiran e (5)

Hal PP PPPPPPPPP (6)

1411 PO )

.................................. (8)

Sehubungan dengan proses pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan atas dugaan
tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

sebagai berikut:
No Nomor Surat Perintah Tanggal
T e, 9) e (10)
0 T PR 9) L (10)
yang dilakukan terhadap:
nama Waijib Pajak L e ————————— (11)
NPWP e (12)

bersama ini kami sampaikan bahwa dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut di atas
Pemeriksa Bukti Permulaan menemukan data dan informasi dengan rincian sebagai berikut:
1. Temuan data dan informasi:

.......................... (13)
.......................... (13)

2. Bukti pendukung:
A e (14)
b. ...
Co e (14)

Demikian kami sampaikan informasi tersebut untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan
kewenangan Saudara. Atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
https://d.docs.live.net/6b37b9dcc116a23c/Documents/0%20PSIAP/6.15%20Detailed%20Solution%20Design%20CI/K.01%20Preliminary%20Investigation/7%20Document%20Templates/%5b@Lampiran%5d
https://d.docs.live.net/6b37b9dcc116a23c/Documents/0%20PSIAP/6.15%20Detailed%20Solution%20Design%20CI/K.01%20Preliminary%20Investigation/7%20Document%20Templates/%5b@Lampiran%5d
https://d.docs.live.net/6b37b9dcc116a23c/Documents/0%20PSIAP/6.15%20Detailed%20Solution%20Design%20CI/K.01%20Preliminary%20Investigation/7%20Document%20Templates/%5b@Lampiran%5d
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN ATAS TEMUAN DATA DAN INFORMASI (TERBUKA)

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12

Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat pemberitahuan atas temuan data dan informasi.
Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan perihal.

Diisi dengan nama pimpinan organisasi atau instansi tujuan.

Diisi dengan alamat organisasi atau instansi tujuan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/No. Identitas orang pribadi atau badan
yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan penjelasan atas temuan data dan informasi.

Diisi dengan bukti-bukti temuan data dan informasi.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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82. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN ATAS TEMUAN DATA DAN INFORMASI
(TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ....cooiiiiiiiiiieieeee ; FAKSIMILE ..o, ; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id
Nomor e ———— (2) (3)
Sifat S (4)
Lampiran e (5)
Hal PP PPPPPPPPP (6)
1411 PO )
................................. (8)

Sehubungan dengan proses pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan atas dugaan
tindak pidana di_bidang perpajakan bersama ini kami sampaikan bahwa dalam proses
pemeriksaan bukti permulaan tersebut ditemukan data dan informasi dengan rincian sebagai
berikut:

1. Temuan data dan informasi:

....................................... (9)

....................................... (9)
2. Bukti pendukung:

B e (10)

b. ...

Co ettt e e (10)

Demikian kami sampaikan informasi tersebut untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan
kewenangan Saudara. Atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
https://d.docs.live.net/b86c7d554a297a5f/Documents/PSIAP%20Form%20Doc/01.%20K.01-CASE001%20Open%20PI%20Case%20in%20HQ/K.01-CASE001i-other%20finding%20outside%20tax%20crime%20events%20report%20in%20Headquarter%20(subcase)/%5b@Lampiran%5d
https://d.docs.live.net/b86c7d554a297a5f/Documents/PSIAP%20Form%20Doc/01.%20K.01-CASE001%20Open%20PI%20Case%20in%20HQ/K.01-CASE001i-other%20finding%20outside%20tax%20crime%20events%20report%20in%20Headquarter%20(subcase)/%5b@Lampiran%5d
https://d.docs.live.net/b86c7d554a297a5f/Documents/PSIAP%20Form%20Doc/01.%20K.01-CASE001%20Open%20PI%20Case%20in%20HQ/K.01-CASE001i-other%20finding%20outside%20tax%20crime%20events%20report%20in%20Headquarter%20(subcase)/%5b@Lampiran%5d
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN ATAS TEMUAN DATA DAN INFORMASI (TERTUTUP)

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat pemberitahuan atas temuan data dan informasi
Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan perihal.

Diisi dengan nama pimpinan organisasi atau instansi tujuan.

Diisi dengan alamat organisasi atau instansi tujuan.

Diisi dengan penjelasan atas temuan data dan informasi.

Diisi dengan bukti-bukti temuan data dan informasi.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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83. CONTOH FORMAT NOTA DINAS USULAN DATA KOLABORASI PENEGAKAN HUKUM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..o, ; FAKSIMILE ..., ; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

NOMOR ND- ....oooviiiiiiiiieeeeeee, (2)
Yth : Direktur Penegakan Hukum
Dari PPN (3)
Sifat : Segera dan Rahasia
Lampiran .. (4)
Hal : Penyampaian Usulan Data Kolaborasi Penegakan Hukum
Tanggal ettt e e e e e e (5)

Sehubungan dengan kebijakan penegakan hukum yang efektif, yaitu penegakan hukum
yang optimal dan kolaboratif, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang optimal dan kolaboratif merupakan penegakan hukum tindak pidana
di bidang perpajakan yang dilakukan secara optimal dalam rangka memberikan efek jera
kepada Wajib Pajak sekaligus memulihkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan
secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

2. Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan bersama yang melibatkan PPNS dengan
fungsi Pengawasan, Pemeriksaan, dan fungsi lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan
negara dari sektor perpajakan.

3. Kegiatan bersama tersebut menghasilkan data yang berisi potensi perpajakan dari kegiatan
Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, atau kegiatan analisis lainnya.

4. Oleh karena itu, disampaikan data potensi perpajakan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai
dengan kewenangan Saudara.

Demikian disampaikan. Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA DINAS USULAN DATA KOLABORASI PENEGAKAN HUKUM

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor nota dinas penyampaian usulan data kolaborasi penegakan.

Angka 3 . Diisi dengan Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.

Angka 4 . Diisi dengan jumlah lampiran.

Angka 5 . Diisi dengan tanggal nota dinas.

Angka 6 . Diisi dengan nama dan tanda tangan Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
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84. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PERMINTAAN PENDAMPINGAN PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..., ; FAKSIMILE ... ; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
Nomor: ND-....................... (2)
Yth e (3)
Dari tKepala KPP......oooii (4)
Sifat : Segera
Lampiran & .o (5)
Hal : Permintaan Pendampingan PPNS atas Tindak Lanjut Data Potensi Perpajakan
Tanggal T PP PPn (6)
Dalam rangka permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Waijib
Pajak:
Nama e (7)
NPWP/No. Identitas  : ...........c.coeeinits (8)

yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal U (9)
waktu e (10)
tempat e (11)

kami meminta bantuan pendampingan PPNS yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan
atas Wajib Pajak *):

Nama e (12)

NPWP/No. Identitas @ .................ceee. (13)

Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*) diisi apabila WP yang dilakukan kolaborasi, berdasarkan data dari Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA DINAS PERMINTAAN PENDAMPINGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12

Angka 13

Angka 14

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Kantor Pelayanan
Pajak.

Diisi dengan nomor nota dinas permintaan pendampingan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil atas tindak lanjut data potensi perpajakan.

Diisi dengan tujuan nota dinas.

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan kegiatan kolaborasi.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak/No identitas orang pribadi atau badan
yang dilakukan kegiatan kolaborasi.

Diisi dengan hari dan tanggal dilaksanakannya pendampingan.
Diisi dengan waktu dilaksanakannya pendampingan.
Diisi dengan tempat dilaksanakannya pendampingan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang sedang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/No. identitas orang pribadi atau badan
yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Kantor Pelayanan Pajak.
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85. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENDAMPINGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ... ; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA
PENDAMPINGAN PPNS
NOMOR: .....cccoiiiiirieiieeene (2)
Pada hari ini ............... (3) tanggal ............. (4) bulan .............. (5) tahun .............. (6)
bertempat di ........... (7) PPNS bersama Account Representative telah bertemu dengan:
Nama e (8)
No. Identitas ..., 9)
Jabatan L e e aaaa (10)
yang bertindak selaku orang pribadi/wakil/kuasa dari:
Nama e e e ra e e e e e aaaaeeaan (11)
NPWP/No. Identitas  :........cooiiiiiiieeeeeeee, (12)
dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas data potensi perpajakan. Data
potensi terkait dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak ............ccccccceeeeeee. (13) NPWP
........................................ (14).
Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PPNS, Account Representative,
dan Kepala Seksi ...............cooiiin (15).
PPNS Account Representative,
...................................... (16) crrrrreeeeennsnrneeeeesssnnnnneneess (17)
Mengetahui,
Kepala Seksi ............... (15)


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:nformasi@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENDAMPINGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor berita acara pendampingan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Angka 3 . Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Angka 4 . Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Angka 5 . Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Angka 6 . Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Angka 7 . Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Angka 8 . Diisi dengan nama orang pribadi yang bertindak selaku Wajib Pajak, Wakil, atau
Kuasa dari Waijib Pajak.

Angka 9 : Diisi dengan nomor identitas orang pribadi yang bertindak selaku Wajib Pajak,
Wakil, atau Kuasa dari Waijib Pajak.

Angka 10 : Diisi dengan jabatan orang pribadi yang bertindak selaku Wajib Pajak, Wakil,
atau Kuasa dari Wajib Pajak.

Angka 11 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan kegiatan kolaborasi.

Angka 12  : Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
kegiatan kolaborasi.

Angka 13 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 14  : Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 15 : Diisi dengan Jabatan atasan Account Representative.

Angka 16  : Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil lebih dari 1 (satu) orang, maka disesuaikan
dengan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Angka 17 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Account Representative.

Angka 18 : Diisi dengan nama dan tanda tangan atasan Account Representative.
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86. CONTOH FORMAT NOTA DINAS MENGENAI PENGIRIMAN DATA POTENSI WAJIB
PAJAK TERKAIT KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM YANG KOLABORATIF

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ......cccooooiiiiiiiiis ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
Nomor: ND-....................... (2)

Yth e (3)

Dari PP (4)

Sifat : Segera dan Rahasia

Lampiran @ .o (5)

Hal : Pengiriman Data Potensi Wajib Pajak terkait Kegiatan Penegakan Hukum yang

Kolaboratif
Tanggal L e e e e e aaaaaaaaaaaaas (6)

Sehubungan dengan kebijakan penegakan hukum yang efektif, yaitu penegakan hukum

yang optimal dan kolaboratif, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

7.

Penegakan hukum yang optimal dan kolaboratif merupakan penegakan hukum tindak pidana
di bidang perpajakan yang dilakukan secara optimal dalam rangka memberikan efek jera
kepada Wajib Pajak sekaligus memulihkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan
secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.
Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan bersama yang melibatkan PPNS dengan
fungsi Pengawasan, Pemeriksaan, dan fungsi lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan
negara dari sektor perpajakan.
Kegiatan bersama tersebut menghasilkan data yang berisi potensi perpajakan dari kegiatan
Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, atau kegiatan analisis lainnya terkait Wajib Pajak
di wilayah kerja KPP maupun Kantor Wilayah terkait yang perlu dimintakan penjelasan atau
klarifikasi.
Data potensi perpajakan dimaksud kami kirimkan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai
kewenangan Saudara.
Diharapkan agar Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
dan/atau Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)
dari KPP atau Kantor Wilayah terkait dikirimkan kepada kami sebagai tembusan.
AR dapat meminta bantuan PPNS dalam meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan
kepada Waijib Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
Untuk korespondensi lebih lanjut, dapat menghubungi............... (7).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan

terima kasih.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA DINAS MENGENAI PENGIRIMAN DATA POTENSI WAJIB PAJAK TERKAIT

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8

KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM YANG KOLABORATIF

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas pengiriman data potensi Wajib Pajak terkait
kegiatan penegakan hukum yang kolaboratif.

Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tujuan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nama dan alamat e-mail Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
menjadi Person In Charge.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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87. CONTOH FORMAT UNDANGAN PEMBAHASAN MENGENAI USULAN TINDAK LANJUT
ATAS DATA POTENSI PERPAJAKAN DARI KEGIATAN KOLABORASI PENEGAKAN
HUKUM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
Nomor: ND- .......ccccceeerins (2)
Yth :Kepala KPP..........ocooiiiinni . (3)
Dari PP (4)
Sifat : Segera
Lampiran @ (5)
Hal : Undangan Rapat terkait Kegiatan Penegakan Hukum yang Kolaboratif
Tanggal L e e e e e e e e e e e e e e e (6)
Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka berdasarkan:
1. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ......... (7) tanggal .......... (8)
2. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan*) nomor ........... (9) tanggal
.................. (10)
yang dilakukan terhadap Wajib Pajak atas nama ................ (11) NPWP......coiiiin (12),
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan nota dinas........ (13) nomor......... (14) tanggal......... (15) perihal........ (16),

telah dikirimkan data potensi kepada Kepala KPP terkait dengan ditembuskan kepada
Kepala Kantor Wilayah DJP terkait.

2. Atas data potensi yang telah dikirimkan, diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan
kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

3. Terkait efektivitas dan efisiensi serta dalam rangka memaksimalkan kegiatan kolaborasi,
dengan ini kami mengundang para Account Representative terkait untuk dapat hadir dalam
Rapat Kolaborasi PPNS-AR yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal ... (17)
waktu e (18)
tempat PP (19)
agenda : Pembahasan Data Potensi terkait Wajib Pajak (20)
NO. NAMA/NPWP ALAMAT TAHUN PAJAK

4. Berkenaan dengan hal di atas, dimohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan AR
terkait agar dapat hadir dalam rapat dimaksud.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id
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Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*) diisi jika ada SPPBP Perubahan

Tembusan:
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PETUNJUK PENGISIAN

UNDANGAN PEMBAHASAN MENGENAI USULAN TINDAK LANJUT ATAS

DATA POTENSI PERPAJAKAN DARI KEGIATAN KOLABORASI PENEGAKAN HUKUM

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12

Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas undangan rapat terkait kegiatan penegakan
hukum yang kolaboratif.

Diisi dengan kepala Kantor Pelayanan Pajak tujuan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan jumlah lampiran data potensi Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
(jika ada).

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
(jika ada).

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan tanggal nota dinas kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan perihal nota dinas kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan hari dan tanggal rapat dimaksud.

Diisi dengan waktu rapat dimaksud.

Diisi dengan tempat atau sarana untuk rapat dimaksud.

Diisi sesuai dengan rincian pada tabel.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait.
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88. CONTOH FORMAT CHECKLIST PENELITIAN KANTOR PELAYANAN PAJAK ATAS
SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN

CHECKLIST PENELITIAN KELENGKAPAN
SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN

Nama Waijib Pajak et e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaaeaaaeeeeeeeaaea——— (1)
NPWP et e et e e ——eeeeeeeeae————eeeeeaaa————aaaeaaaa—————aaas (2)
Alamat PP PP TP PP PP PP (3)
Tahun/Masa Pajak et e e e e et ee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeaaeiaeeeeeeeaaeaa—. (4)
Nomor Surat et e eereeeeeeeeeeeaaeeaaeeeeeeeeeeeaeeaneeaaeaaaaaaaaaeaaaa————— (5)
Tanggal Surat ettt e et e e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e (6)
Tanggal diterima KPP : e (7)

No. Kriteria CHECK (8)

1. | Tanda tangan surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan

> Ketelitian dan kesesuaian dalam penghitungan kekurangan

" | pembayaran jumlah Pajak

3. | Surat Setoran Pajak pelunasan pokok pajak

4. | Surat Setoran Pajak pelunasan sanksi administrasi berupa denda

5. | Kesesuaian jumlah SSP dengan penghitungan Wajib Pajak

6. | Kesesuaian kode MAP dan KJS
Mengetahui, Peneliti,
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PETUNJUK PENGISIAN
CHECKLIST PENELITIAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
ATAS SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN

Angka 1 . Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Angka 2 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang melakukan
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Angka 3 . Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Angka 4 . Diisi dengan Tahun/Masa Pajak.

Angka 5 . Diisi dengan nomor surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Angka 6 . Diisi dengan tanggal surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Angka 7 . Diisi dengan tanggal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diterima Kantor
Pelayanan Pajak.

Angka 8 :  Diisi dengan tanda centang (V) jika lengkap atau sesuai.

Angka 9 . Diisi nama dan tanda tangan kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Angka 10 : Diisi nama dan tanda tangan peneliti.
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89. CONTOH FORMAT CHECKLIST PENELITIAN UNIT PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM
ATAS SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN

CHECKLIST PENELITIAN KELENGKAPAN
SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN

Nama Waijib Pajak et e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaaeaaaeeeeeeeaaea——— (1)
NPWP et e et e e ——eeeeeeeeae————eeeeeaaa————aaaeaaaa—————aaas (2)
Alamat PP PP TP PP PP PP (3)
Tahun/Masa Pajak et e e e e et ee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeaaeiaeeeeeeeaaeaa—. (4)
Nomor Surat et e eereeeeeeeeeeeaaeeaaeeeeeeeeeeeaeeaneeaaeaaaaaaaaaeaaaa————— (5)
Tanggal Surat ettt e et e e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e (6)
Tanggal diterima KPP : e (7)
No. Kriteria CHECK (8)

1. | Tanda tangan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Ketelitian dan kesesuaian dalam penghitungan kekurangan

2. pembayaran jumlah Pajak

3. | Surat Setoran Pajak pelunasan pokok pajak

4. | Surat Setoran Pajak pelunasan sanksi administrasi berupa denda
5. | Kesesuaian jumlah SSP dengan penghitungan Wajib Pajak

6. | Kesesuaian kode MAP dan KJS

Kesesuaian pembayaran dalam rangka pengungkapan
ketidakbenaran perbuatan dengan penghitungan pemulihan
7. | kerugian pada pendapatan negara sebagaimana tercantum dalam
Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan/Perubahan

Mengetahui, Peneliti,
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PETUNJUK PENGISIAN
CHECKLIST PENELITIAN UNIT PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM
ATAS SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN

Angka 1 . Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Angka 2 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang melakukan
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Angka 3 . Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Angka 4 . Diisi dengan Tahun/Masa Pajak.

Angka 5 . Diisi dengan nomor surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Angka 6 . Diisi dengan tanggal surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Angka 7 . Diisi dengan tanggal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diterima Kantor
Pelayanan Pajak.

Angka 8 :  Diisi dengan tanda centang (V) jika lengkap atau sesuai.

Angka 9 . Diisi nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Angka 10 : Diisi nama dan tanda tangan peneliti.
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90. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN
KETIDAKBENARAN PERBUATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON .......ccoooiiiiiii, ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor @ .......ccoeviiiininns (2) (3)
Sifat : Segera dan Rahasia
Hal : Permintaan Kelengkapan Pengungkapan

Ketidakbenaran Perbuatan

.................................. (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .............. (5) tanggal ............. (6) mengenai
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Ketentuan mengenai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diatur dalam Pasal 8 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Berdasarkan penelitian, surat tersebut belum lengkap.

3. Dengan ini Saudara diminta untuk melengkapi:

dst. (7)

4. Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 3 agar disampaikan ke KPP dan
tembusan dikirimkan ke Kantor Wilayah DJP ........... (8)/Direktorat Penegakan Hukum dalam
waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat ini diterima.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Kepala Kantor,

Tembusan:


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4

Angka 5
Angka 6

Angka 7

Angka 8
Angka 9
Angka 10
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat Waijib Pajak terdaftar.

Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan pengungkapan
ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan
ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan nomor surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang
disampaikan oleh Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang
disampaikan oleh Wajib Pajak.

Diisi dengan dokumen yang harus dilengkapi, contoh:

1) Surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tidak ditandatangani oleh
Waijib Pajak/Wakil/Kuasa;

2) Tidak terdapat pernyataan bersalah dan tidak mengulangi perbuatannya;
dan/atau

3) Tidak dilampiri bukti pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang
dipersamakan.

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Kantor Pelayanan Pajak
Diisi dengan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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91.CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK BAHWA

SURAT/PEMBAYARAN WAJIB PAJAK TIDAK DIAKUI SEBAGAI PENGUNGKAPAN
KETIDAKBENARAN PERBUATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor @S- ., (2) s (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan bahwa Surat/Pembayaran

Tidak Diakui sebagai Pengungkapan
Ketidakbenaran Perbuatan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .............. (5) tanggal ............. (6) mengenai

pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang kami terima tanggal ............. (7), dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Ketentuan mengenai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diatur dalam Pasal 8 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan jis. Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022
tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Berdasarkan penelitian, surat tersebut belum lengkap/surat tersebut tidak diakui karena
Surat Perintah Dimulainya Penyidikan telah disampaikan ke Penuntut Umum melalui
penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. *)

Dengan ini Saudara diminta untuk melengkapi:**)

dst. (8)

Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 3 agar disampaikan ke KPP dan
tembusan dikirimkan ke Kantor Wilayah DJP ........... (9)/Direktorat Penegakan Hukum
sebelum mulainya penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum.


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id
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Demikian disampaikan.

Tembusan :
Kepala KPP.........ccccvvieeen. (12)

*) Pilih salah Satu
**) Diisi dalam hal Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan belum lengkap
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PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN KEPADA WP BAHWA SURAT/PEMBAYARAN WAJIB PAJAK TIDAK

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4

Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12

DIAKUI SEBAGAI PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat pemberitahuan bahwa surat/pembayaran tidak diakui
sebagai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan
ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan nomor surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (jika ada).
Diisi dengan tanggal surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (jika ada).

Diisi dengan tanggal surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diterima

oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Diisi dengan dokumen yang harus dilengkapi, contoh:

1) Surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tidak ditandatangani oleh
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa;

2) Tidak terdapat pernyataan bersalah dan tidak mengulangi perbuatannya;
dan/atau

3) Tidak dilampiri bukti pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang
dipersamakan.

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
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SEBELUM SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI
(WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat

Nama Waijib Pajak
NPWP
Alamat

e (4)
e (5)
... (B)

PERMULAAN

(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No Nomor Surat Perintah Tanggal
T | (7) (8)
N | (7) (8)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang
timbul, kami menyatakan bahwa:

1. mengakui bersalah atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana tercantum
dalam Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut dan tidak akan mengulangi

perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang;
2. telah menghitung dan melunasi kerugian pada pendapatan negara sebagai berikut:

Jenis Periode Pajak Yang Terutang Sanksi
No Pajak Pajak Mata Uang Nilai Administrasi | Jumlah _Yang
Harus Dibayar

1.1 ... 9 | ... (10) | ...... (11) | ... (12) | ... (13) | ... (14)
n| ... 9 | ... (10) | ...... (11) | ... (12) | ... (13) | ... (14)

N Referensi Tanggal Mata Uang Jumlah

o]
Pembayaran Pembayaran
T | e, (15) (16) """" (17) ....................... (18)
N e, (15) (16) """" (17) ....................... (18)
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bersama surat ini terlampir penghitungan kerugian pada pendapatan negara dan Surat
Setoran Pajak atau bukti pelunasan atas pemulihan kerugian pada pendapatan negara; dan
3. bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan

pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Demikian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN - SEBELUM SURAT

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4

Angka 5
Angka 6

Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15

Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21

PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)

Diisi dengan nomor dokumen.
Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak Wajib Pajak yang melakukan
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan Jenis Pajak.

Diisi dengan periode pajak.

Diisi dengan mata uang.

Diisi dengan jumlah pajak yang terutang.

Diisi dengan sanksi administrasi.

Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Diisi dengan referensi pembayaran (Nomor Transaksi Penerimaan Negara
dan/atau Nomor Bukti Pemindahbukuan).

Diisi dengan tanggal pembayaran.
Diisi dengan mata uang pembayaran.
Diisi dengan jumlah pembayaran.
Diisi dengan kota.

Diisi dengan tanggal dokumen.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak yang melakukan
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
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SEBELUM SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

bertindak atas nama atau melalui:

menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat

(WAJIB PAJAK BADAN)

Nama
NPWP
Alamat
Pekerjaan/

Nama Waji
NPWP
Alamat

e (4)
s (5)
e —— (6)
e (7)

Jabatan

b Pajak
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s (8)
e (9)

e (10)

PERMULAAN

(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No Nomor Surat Perintah Tanggal
T | (11) (12)
N | s (1) e (12)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang
timbul, kami menyatakan bahwa:

1.

mengakui bersalah atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana tercantum

dalam Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut dan tidak akan mengulangi
perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang;

telah menghitung dan melunasi kerugian pada pendapatan negara sebagai berikut:
Periode Pajak Yang Terutang Sanksi
No |Jenis Pajak : . Administrasi| Jumlah Yang
Pajak Mata Uang Nilai .
Harus Dibayar
1. ] ... (13) | ...... (14) | ... (15) | ...... (16) | ...... (17) | ... (18)
n. | ... (13) | ...... (14) | ... (15) | ...... (16) | ...... (17) | ... (18)
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N Referensi Tanggal Mata Uang Jumlah
o
Pembayaran Pembayaran
o P (19) (20) """" (21) ....................... (22)
N e, (19) (20) """" (21) ....................... (22)

bersama surat ini terlampir penghitungan kerugian pada pendapatan negara dan Surat
Setoran Pajak atau bukti pelunasan atas pemulihan kerugian pada pendapatan negara; dan

3. bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Demikian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

............ ) R 7))
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN - SEBELUM SURAT
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (WAJIB PAJAK BADAN)

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19

Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25

Diisi dengan nomor dokumen.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama penanggung jawab.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak penanggung jawab.
Diisi dengan alamat penanggung jawab.

Diisi dengan pekerjaan penanggung jawab.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak Wajib Pajak yang melakukan
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan..

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan Jenis Pajak.

Diisi dengan periode pajak.

Diisi dengan mata uang.

Diisi dengan jumlah pajak yang terutang.

Diisi dengan sanksi administrasi.

Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Diisi dengan referensi pembayaran (Nomor Transaksi Penerimaan Negara
dan/atau Nomor Bukti Pemindahbukuan).

Diisi dengan tanggal pembayaran.
Diisi dengan mata uang pembayaran.
Diisi dengan jumlah pembayaran.
Diisi dengan kota.

Diisi dengan tanggal dokumen.

Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggung jawab Wajib Pajak yang
melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
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94. CONTOH FORMAT SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN -
SETELAH SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI)

............................ (1)
Ythe o (2)
.......................................... (3)

Sehubungan dengan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor
.................................................................. (4) tanggal ....ooooiiiiiii e (D),
dengan ini saya:

Nama Wajib Pajak ..o, (6)
NPWP e (7)
Alamat PP PPPPPPRP (8)

menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No Nomor Surat Perintah Tanggal
1T | s (9) ] (10)
N | (9) (10)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang

timbul, kami menyatakan bahwa:

1. mengakui bersalah atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana
disangkakan dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan
datang;

2. telah menghitung dan melunasi jumlah kekurangan pembayaran pajak yang terutang beserta
sanksi administrasi sebagai berikut:

Jenis Periode Pajak kurang bayar Sanksi
No . . I Pasal 8 | Jumlah Yang
Pajak Pajak Mata Uang Nilai ayat (3a) | Harus Dibayar
1.0 ... (11) | ... (12) | ...... (13) | ... (14) | ...... (15) | ... (16)
n.| ... 11) | ... (12) | ...... (13) | ... (14) | ...... (15) | ... (16)
N Referensi Tanggal Mata Uang Jumlah
o
Pembayaran Pembayaran
1o | e, (17) (18) """" (1'9") ....................... (20)
N o, (17) (18) """" (1.9") ....................... (20)
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bersama surat ini terlampir penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang
terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang serta
sanksi Pasal 8 ayat (3a); dan

3. bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Demikian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

............ 21), oo (22)
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN - SETELAH SURAT

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6

Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17

Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23

PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)

Diisi dengan nomor dokumen.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang melakukan
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan Jenis Pajak.

Diisi dengan periode pajak.

Diisi dengan mata uang.

Diisi dengan jumlah pajak yang terutang.

Diisi dengan sanksi administrasi.

Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Diisi dengan referensi pembayaran (Nomor Transaksi Penerimaan Negara
dan/atau Nomor Bukti Pemindahbukuan).

Diisi dengan tanggal pembayaran.

Diisi dengan mata uang pembayaran.

Diisi dengan jumlah pembayaran.

Diisi dengan kota.

Diisi dengan tanggal dokumen.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Waijib Pajak yang melakukan
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
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95. CONTOH FORMAT SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN -

SETELAH SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (WAJIB
PAJAK BADAN)

Sehubungan dengan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor

.................................................................. (4) tanggal .....ccccoceeiiiiiiiiiieeeeee e (D),
dengan ini saya:

Nama e ——— (6)

NPWP e (7)

Alamat PP PPPUPPPPRPI (8)

Pekerjaan/ Jabatan ... (9)
bertindak atas nama atau melalui:

Nama Wajib Pajak ..o, (10)

NPWP e —— (11)

Alamat e (12)

menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No Nomor Surat Perintah Tanggal
T | e (13) | (14)
N | (13) (14)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang
timbul, kami menyatakan bahwa:

1. mengakui bersalah atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana
disangkakan dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan
datang;

2. telah menghitung dan melunasi jumlah kekurangan pembayaran pajak yang terutang beserta
sanksi administrasi sebagai berikut:

Jenis Periode Pajak kurang bayar Sanksi
No . . o Pasal 8 | Jumlah Yang
Pajak Pajak Mata Uang Nilai ayat (3a) | Harus Dibayar
1.0 ... (15) | ...... (16) | ... 7 | .. (18) | ...... (19| ... (20)
n.| ... (15) | ...... (16) | ... 17y | .. (18) | ...... 19| ... (20)
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Mata Uang

No Referensi Tanggal Jumlah
Pembayaran Pembayaran
T (21 (22) """" (23) ................ (24)
N e, (21 (22) """" (23) ................ (24)

bersama surat ini terlampir penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang
terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang serta
sanksi Pasal 8 ayat (3a); dan
3. bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Demikian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

............ (25), c.ocn....... (26)
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN - SETELAH SURAT
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (WAJIB PAJAK BADAN)

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12

Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21

Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27

Diisi dengan nomor dokumen.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan nama penanggung jawab.

Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara penanggung jawab

Diisi dengan alamat penanggung jawab.

Diisi dengan pekerjaan penanggung jawab.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara Wajib Pajak yang melakukan
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

Diisi dengan Jenis Pajak.

Diisi dengan periode pajak.

Diisi dengan mata uang.

Diisi dengan jumlah pajak yang terutang.

Diisi dengan sanksi administrasi.

Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Diisi dengan referensi pembayaran (Nomor Transaksi Penerimaan Negara
dan/atau Nomor Bukti Pemindahbukuan).

Diisi dengan tanggal pembayaran.
Diisi dengan mata uang pembayaran.
Diisi dengan jumlah pembayaran.
Diisi dengan kota.

Diisi dengan tanggal dokumen.

Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggung jawab Wajib Pajak yang
melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
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96. CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK SURAT PENGUNGKAPAN
KETIDAKBENARAN PERBUATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON .......ccoooiiiiii ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK
NOMOF: ..o (2)
Tanggal Penyampaian: ...........cccccocveeeeennnns (3)

Telah diterima Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan dari:

Nama Waijib Pajak e (4)
NPWP e (5)
Alamat e (6)
Nama Penanggung Pajak D —————— (7)
NPWP Penanggung Pajak e (8)
Alamat Penanggung Pajak ..o, (9)
atas Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:
No Nomor Surat Perintah Tanggal
L PR (10) | e (11)
| et (10) | e (11)
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PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor Bukti Penerimaan Elektronik.

Angka 3 . Diisi dengan tanggal Bukti Penerimaan Elektronik.

Angka 4 . Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Angka 5 . Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak Wajib Pajak yang melakukan
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Angka 6 . Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Angka 7 . Diisi dengan nama penanggung jawab.

Angka 8 . Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung jawab.

Angka 9 : Diisi dengan alamat penanggung jawab.

Angka 10 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 11 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 12 : Diisi dengan unit pemroses surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
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97. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PENGANTAR HASIL PENELITIAN PENGUNGKAPAN
KETIDAKBENARAN PERBUATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... 1
TELEPON ..o} ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www p(a a)k.gg.ig
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL .id; informasi .
NOTA DINAS
NOMOR ND- ... (2)

Yth PSP PP OPPRPRPUPRPN (3)

Dari e —— (4)

Sifat . Segera dan Rahasia

Lampiran e ————— (5)

Hal :  Penyampaian Hasil Penelitian Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan
Tanggal e ——— (6)

Berdasarkan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan yang disampaikan oleh
Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak et e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeaa—reeeeeeeaaan—arreaeeeaannnaaraaeans (7)
NPWP S PSP UPPPP R OUPPPROPRRR (8)
Alamat ettt et ettt e et e e e e e e e e ea e e e e e e e e e e e e e e (9)
Tahun/Masa Pajak PP PP PP PP PP (10)
Nomor Surat et e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaaeaaaeeeeeeeaaea——— (11)
Tanggal Surat ettt ettt e et e et e eeeeeaeeaaaaaaaaaeaaa e e e e e —————— (12)
Tanggal diterima PP PP TP PP PP PP (13)

dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan sistem administrasi:

a. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ..................... (14) tanggal
..................... (15);

b. Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ..................... (16)
tanggal......c....cc....... (17); dan

c. Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan nomor
..................... (18) tanggal.......ccccccceeeeee. (19) ¥)

telah disampaikan kepada Wajib Pajak dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
ditindaklanjuti dengan Penyidikan.

2. Nilai Kerugian pada Pendapatan Negara:

a. IDLP e e————————— (20)
b. PHPBP e (21)
c. Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan e (22)
d. Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Bukti Permulaan Perubahan e (23)")

3. Hasil penelitian surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tertuang dalam laporan/
checklist penelitian kelengkapan surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

4. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini disampaikan laporan/ checklist penelitian tersebut untuk
digunakan sebagai dasar penerbitan Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan Perubahan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*) Diisi apabila terdapat Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA DINAS PENGANTAR HASIL PENELITIAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4

Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17

Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23

Angka 24

PERBUATAN
Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas penyampaian hasil penelitian pengungkapan
ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan jabatan administrator pada Unit Pelaksana Penegakan Hukum yang
menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan pengawas pada Unit Pelaksana Penegakan Hukum yang
menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan jumlah lampiran.
Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak Wajib Pajak yang melakukan
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan.

Diisi dengan Tahun/Masa Pajak.

Diisi dengan nomor surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan tanggal surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan tanggal diterima Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nomor Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
Perubahan.

Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan Perubahan.

Diisi dengan nilai kerugian pada pendapatan negara pada Informasi, Data,
Laporan, dan Pengaduan (IDLP).

Diisi dengan nilai kerugian pada pendapatan negara pada Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nilai kerugian pada pendapatan negara pada Pemberitahuan Tindak
Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nilai kerugian pada pendapatan negara pada Pemberitahuan Tindak
Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat pengawas pada Unit Pelaksana
Penegakan Hukum yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
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98. CONTOH FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

DAFTAR KODE INDEKS
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

DAFTAR KERTAS KERJA

KODE
INDEKS

. Prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Rencana Pemeriksaan Bukti Permulaan
2. Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan
3. Pemeriksaan Bukti Permulaan di Lokasi

A
A1
A2
A3

. Perolehan Bahan Bukti

Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi

Surat Peminjaman

Permintaan secara tertulis keterangan dan/atau bukti

Permintaan Keterangan (BAPK)

Pembukaan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK) Lembaga Jasa
Keuangan

6. Pengolahan Data Elektronik

akrowbd~

B

. Analisis Peristiwa Pidana

1. Analisis perbandingan usulan dengan hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan

2. Analisis modus, waktu kejadian, tempat kejadian, pasal yang
disangkakan, calon saksi, dan calon tersangka

3. Analisis Yuridis

4. Penghitungan kerugian pada pendapatan negara

. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan

1. Jumlah kerugian pada pendapatan negara
2. Jumlah pembayaran beserta sanksi administrasi berupa denda
3. Jumlah yang masih harus dibayar

. Penelusuran Aset

Temuan Lain

1. Peristiwa Pidana selain yang ditentukan dalam SPPBP
2. Potensi Pajak yang bukan merupakan tindak pidana

3. Keterlibatan pegawai DJP

4. Pidana selain pidana di bidang perpajakan
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CONTOH FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Nama L e
NPWP/No. ID T
Peristiwa Pidana ..o,

Rencana Pemeriksaan Bukti
Permulaan

Rencana Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan

RENCANA
NO KEGIATAN JADWAL PIC KETERANGAN
Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal

Indeks : A.1
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99. CONTOH FORMAT KONSEP LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KONSEP
LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Nomor = ....cooviiiiiien (2)
Tanggal ©.......cceoviiiiiinn. (3)

I. DASAR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

A. Dasar Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
1. Dokumen Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

No Nomor Tanggal
L 4) | (5)

2. Berita Acara Penelaahan

Nomor Berita Acara @ ..........cooiiiiiiiiiiininenn, (6)
Tanggal P (7)
B. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
No Nomor Tanggal
1o | (8) ] (9)
n

C. Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka.

D. Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Nomor dan Tgnggal Surat Penyampalan Respons WP
pemberitahuan pemberitahuan
............................ (10) e (12) | (13)
............................ (11)
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E. Keputusan Persetujuan Perpanjangan Pemeriksaan Bukti Permulaan

No Nomor Tanggal
1o (15) | (16)
n

II. IDENTITAS ORANG PRIBADI/BADAN YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI

PERMULAAN

A. Identitas
Wajib Pajak :..............coeeeenil (17)
NPWP e (18)
Alamat e (19)
Data Objek Pajak

No Nomor Objek Pajak

Alamat Objek Pajak

B. Susunan Pengurus Badan: (22)
1. Dewan Direksi

No. Nama NPWP

Jabatan

Keterangan

2. Dewan Komisaris

No. Nama NPWP

Jabatan

Keterangan

[ll. DUGAAN PERISTIWA PIDANA

A. Pokok IDLP

IV. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

A. Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi




311

B. Peminjaman Bahan Bukti (27)

Nomor & Tanggal

No. Surat Peminjaman

Nama Bahan Bukti Jumlah Keterangan

1.

C. Permintaan Keterangan (28)

Nomor & Plh'ak.Yar)g Nomor dan
No. | Tanggal Surat Dimintai Tangaal BAPK Keterangan
Panggilan Keterangan 99

D. Permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan tertulis (29)

Nomor & Pihak Yang
No. Dimintai Status Jawaban Keterangan
Tanggal Surat .
Informasi

E. Permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK) Lembaga Jasa Keuangan (30)

No. Nomor & Nama LJK Status Jawaban Keterangan
Tanggal Surat

1.

F. Kegiatan Forensik Digital (31)

No. | Nomor & Tanggal Berita Acara Pemilik Data Bahan Bukti Elektronik
Perolehan Bahan Bukti

G oo (32)

V. ANALISIS PERISTIWA PIDANA (33)

A. Matriks Perbandingan usulan dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

Uraian

No. Hasil Pemeriksaan Bukti Kesimpulan
IDLP

Permulaan

B. Analisis kasus
Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan pihak terkait dan bahan bukti
yang diperoleh diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
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. Modus Operandi
................. (35)
. Waktu Kejadian
................. (36)
. Tempat Kejadian
................. (37)
. Dugaan Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (38)
a. Nama :

No. Identitas
Tempat/Tgl Lahir

Alamat

Kewarganegaraan :

6. Calon Saksi (39)

a. Nama

No. Identitas
Tempat/Tgl Lahir

Alamat

Kewarganegaraan :

Analisis Yuridis (40)

1. Unsur setiap orang

D. Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

1.

Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan
Waijib Pajak

.................. (41) pengungkapan ketidakbenaran perbuatan:

No Nomor Tanggal
A | 42) | (43)
n
2. Pembayaran
No Referensi Tanggal Mata Uang Jumlah
Pembayaran Pembayaran
P (44) | .o (45) | .oieeenn (46) | ioiiiiinnnn (47
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E. Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara

No|Jenis Pajak dan|Mata Uang| Kerugian pada Jumlah Pengurang |Kerugian pada

Masa/Tahun Pendapatan Pembayaran Kerugian Pendapatan
Pajak Negara awal |pengungkapan pada Negara
ketidakbenaran| Pendapatan
perbuatan Negara

L 48) |.......... ((510)] T (51) | e (57 I I (53] ] RPN (54)
................ (49)

n.

.................. (55)

VI. TEMUAN LAINNYA

No Nomor dan Tanggal Dokumen Keterangan

o | e, 7). (58)

VIl. KESIMPULAN DAN USULAN TINDAK LANJUT

A. Kesimpulan

B. Usulan Tindak Lanjut

Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Waijib Pajak......... (17) NPWP....... (18)
diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan permintaan klarifikasi atas dugaan Tindak
Pidana di Bidang Perpajakan dan penghitungan potensi kerugian pada pendapatan
negara.

Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
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PETUNJUK PENGISIAN
KONSEP LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (TERBUKA)

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 3 . Diisi dengan tanggal konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 4 . Diisi dengan nomor Dokumen Dasar penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 5 . Diisi dengan tanggal Dokumen Dasar penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 6 : Diisi dengan nomor Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 7 : Diisi dengan tanggal Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 10  : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 11 . Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 12 . Diisi dengan tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 13 : Diisi dengan respons atau tanggapan Wajib Pajak.

Angka 14  : Diisi dengan catatan atas respons atau tanggapan Wajib Pajak.

Angka 15 : Diisi dengan nomor surat persetujuan perpanjangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 16  : Diisi dengan tanggal surat persetujuan perpanjangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 17 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 18 : Diisi dengan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan orang pribadi atau badan
yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 19 : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 20 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan
atas Pajak Bumi dan Bangunan).

Angka 21 : Diisi dengan alamat objek pajak (dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan
atas Pajak Bumi dan Bangunan).

Angka 22 : Diisi dengan susunan pengurus (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) jika
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap badan.

Angka 23 : Diisi dengan uraian pokok Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)
atas dugaan peristiwa pidana.

Angka 24 : Diisi dengan uraian analisis dan pengembangan Informasi, Data, Laporan,
dan Pengaduan (IDLP).

Angka 25 : Diisi dengan uraian hasil Penelaahan atas usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 26 : Diisi dengan uraian Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi yang telah
dilakukan.

Angka 27 : Diisi dengan uraian kegiatan peminjaman bahan bukti yang telah dilakukan

(sesuai tabel).



Angka 28
Angka 29
Angka 30
Angka 31
Angka 32

Angka 33

Angka 34
Angka 35

Angka 36
Angka 37
Angka 38
Angka 39
Angka 40

Angka 41

Angka 42
Angka 43
Angka 44

Angka 45
Angka 46
Angka 47
Angka 48
Angka 49
Angka 50
Angka 51
Angka 52
Angka 53
Angka 54
Angka 55

Angka 56
Angka 57
Angka 58
Angka 59
Angka 60
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Diisi dengan uraian kegiatan permintaan keterangan yang telah dilakukan
(sesuai tabel).

Diisi dengan uraian kegiatan permintaan informasi, bukti dan keterangan
tertulis yang telah dilakukan (sesuai tabel).

Diisi dengan uraian kegiatan permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan
(IBK) Lembaga Jasa Keuangan yang telah dilakukan (sesuai tabel).

Diisi dengan uraian kegiatan Forensik Digital yang telah dilakukan (sesuai
tabel).

Diisi dengan uraian pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan lainnya yang
diperlukan.

Diisi dengan uraian perbandingan antara Informasi, Data, Laporan, dan
Pengaduan (IDLP) dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan serta
kesimpulannya.

Diisi dengan uraian analisis dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang
telah dilakukan oleh terduga pelaku.

Diisi dengan uraian modus operandi yang telah dilakukan oleh terduga
pelaku.

Diisi dengan waktu kejadian tindak pidana.

Diisi dengan tempat kejadian tindak pidana.

Diisi dengan identitas terduga pelaku tindak pidana.
Diisi dengan identitas calon saksi.

Diisi dengan analisis yuridis yang meliputi analisis unsur setiap orang,
perbuatan, kesengajaan, dan kerugian pada pendapatan negara.

Diisi  dengan status pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
(melakukan/tidak melakukan).

Diisi dengan nomor surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
Diisi dengan tanggal surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan referensi pembayaran (Nomor Transaksi Penerimaan Negara
dan/atau Nomor Bukti Pemindahbukuan).

Diisi dengan tanggal pembayaran.

Diisi dengan mata uang pembayaran.

Diisi dengan jumlah pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
Diisi dengan Jenis pajak.

Diisi dengan masa/tahun pajak.

Diisi dengan mata uang.

Diisi dengan kerugian pada pendapatan negara awal.

Diisi dengan jumlah pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
Diisi dengan pengurang kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan keterangan lainnya terkait penghitungan kerugian pada
pendapatan negara.

Diisi dengan keterangan terkait penelusuran aset.

Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen terkait temuan lainnya.

Diisi dengan keterangan temuan lainnya.

Diisi dengan kesimpulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
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100. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ....oooviiiiiiiiiieeeee ; FAKSIMILE ........oiviiiieienn. ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Nomor ..o (2)

.  DASAR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

A. Dasar Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
1. Dokumen Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
No Nomor Tanggal
A | (4) | (5)

n

2. Berita Acara Penelaahan
Nomor Berita Acara : ..........cccceevieiennnnnn. (6)
Tanggal e, (7)

B. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

No Nomor Tanggal
1o | (8) (9)

C. Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka.

D. Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Nomor dan Tanggal Surat Penyampaian Respons WP
pemberitahuan pemberitahuan

........................... (10) e (12) ] (13)
........................... (11)
........................... (14)

E. Keputusan Persetujuan Perpanjangan Pemeriksaan Bukti Permulaan
No Nomor Tanggal
1o (15) | (16)



http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:nformasi@pajak.go.id

[I. IDENTITAS ORANG

PERMULAAN

A. ldentitas

Wajib Pajak

NPWP
Alamat
Data Objek Pajak
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PP 17)

e, (18)
ettt (19)

PRIBADI/BADAN YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI

No

Nomor Objek Pajak

Alamat Objek Pajak

B. Susunan Pengurus Badan: (22)
1. Dewan Direksi

No.

Nama

NPWP

Jabatan

Keterangan

2. Dewan Komisaris

No.

Nama

NPWP

Jabatan

Keterangan

[ll. DUGAAN PERISTIWA PIDANA

A. Pokok IDLP

IV. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

A. Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi

B. Peminjaman Bahan Bukti (27)

No.

Nomor & Tanggal
Surat Peminjaman

Nama Bahan Bukti

Jumlah

Keterangan

1.




V.
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C. Permintaan Keterangan (28)

D. Per

Nomor & Pihak Yang Nomor dan
No. | Tanggal Surat Dimintai Keterangan
. Tanggal BAPK
Panggilan Keterangan
1.
mintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan tertulis (29)
Nomor & Pihak Yang
No. Dimintai Status Jawaban Keterangan
Tanggal Surat | .
nformasi

E. Permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK) Lembaga Jasa Keuangan (30)

No

| Tanggal Surat

Nomor &

Nama LJK

Status Jawaban

Keterangan

1.

F. Kegiatan Forensik Digital (31)

No.

Nomor & Tanggal Berita Acara
Perolehan Bahan Bukti

Pemilik Data

Bahan Bukti Elektronik

Penjelasan atas Pemanfaatan Hasil Forensik Digital:

G.

.................. (33)

ANALISIS PERISTIWA PIDANA
A. Matriks Perbandingan usulan dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (34)

No.

Uraian

IDLP

Hasil Pemeriksaan Bukti

Permulaan

Kesimpulan

B. Analisis kasus
Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan pihak terkait dan bahan bukti
yang diperoleh diketahui hal-hal sebagai berikut:
1. Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

.................. (35)
2. Modus Operandi

.................. (36)
3. Waktu Kejadian

.................. (37)
4. Tempat Kejadian
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5. Dugaan Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (39)

a. Nama

No. Identitas
Tempat/Tgl Lahir
Alamat
Kewarganegaraan :

6. Calon Saksi (40)
a. Nama

No. Identitas
Tempat/Tgl Lahir
Alamat
Kewarganegaraan :

C. Analisis Yuridis (41)
1. Unsur setiap orang

D. Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

1. Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Wajib Pajak .................c.oeee. (42) pengungkapan ketidakbenaran perbuatan:
No Nomor Tanggal
A. | (43) | (44)
n
2. Pembayaran
No Referensi Tanggal Mata Uang Jumlah
Pembayaran Pembayaran
T (45) | oo (46) | .oiiiiiennns 47) | i (48)
n
E. Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara
Jumlah
Jenis Pajak dan Kerugian Pada Pembayaran Nilai Kerugian Pada
No Masa/Tahun Mata Uang| Pendapatan pengungkapan Pen Iuarlan Pendapatan
Pajak Negara Awal ketidakbenaran 9 9 Negara
perbuatan
| e (49) |......... CX D] T (52) | e ((5X) I P B4 e (55)
B (50)
n.
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F. Penelusuran Aset

VI. PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAN BUKTI PERMULAAN

A. Pelaksanaan Klarifikasi

B. Penyampaian Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
Kepada Waijib Pajak telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor ................coooeenis (B9)tanggal ........ccceviiiiiiinnnn. (60).

VII. TEMUAN LAINNYA

No Nomor dan Tanggal Dokumen Keterangan

T e, 61 | (62)

VIII. HASIL PENELAAHAN

A. Berita Acara Penelaahan
NOMOr & ... (63)
Tanggal: .........coooeiiiiinnnn. (64)

B. Keputusan Penelaahan

1. Persetujuan Penelaah: .......................co (65)
2. Rekomendasi Tindak lanjut: ........................... (66)
3. Ruang lingkup pidana:
No Pasal Pidana Jenis Pajak dan Periode
1T (67) (69)
........................... (68) P ¢40)
n

.................. (71)
Mengetahui,
........................... (72) Pemeriksa Bukti Permulaan
........................... (73) P ¢ -3



Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4

Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12

Angka 13
Angka 14
Angka 15

Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25

Angka 26
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PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (TERBUKA)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Dokumen Dasar penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Dokumen Dasar penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tanggal Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan respons atau tanggapan Wajib Pajak.
Diisi dengan catatan atas respons atau tanggapan Waijib Pajak.

Diisi dengan nomor surat persetujuan perpanjangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tanggal surat persetujuan perpanjangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan
atas Pajak Bumi dan Bangunan).

Diisi dengan alamat objek pajak (dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan
atas Pajak Bumi dan Bangunan).

Diisi dengan susunan pengurus (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) jika
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap badan.

Diisi dengan uraian pokok Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)
atas dugaan peristiwa pidana.

Diisi dengan uraian analisis dan pengembangan Informasi, Data, Laporan,
dan Pengaduan (IDLP).

Diisi dengan wuraian hasil Penelaahan atas usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan uraian Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi yang telah
dilakukan.



Angka 27
Angka 28
Angka 29
Angka 30
Angka 31

Angka 32
Angka 33

Angka 34

Angka 35
Angka 36

Angka 37
Angka 38
Angka 39
Angka 40
Angka 41

Angka 42

Angka 43
Angka 44
Angka 45

Angka 46
Angka 47
Angka 48
Angka 49
Angka 50
Angka 51
Angka 52
Angka 53
Angka 54
Angka 55
Angka 56

Angka 57
Angka 58
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Diisi dengan uraian kegiatan peminjaman bahan bukti yang telah dilakukan
(sesuai tabel).

Diisi dengan uraian kegiatan permintaan keterangan yang telah dilakukan
(sesuai tabel).

Diisi dengan uraian kegiatan permintaan informasi, bukti dan keterangan
tertulis yang telah dilakukan (sesuai tabel).

Diisi dengan uraian kegiatan permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan
(IBK) Lembaga Jasa Keuangan yang telah dilakukan (sesuai tabel).

Diisi dengan uraian kegiatan Forensik Digital yang telah dilakukan (sesuai
tabel).

Diisi dengan penjelasan atas pemanfaatan hasil Forensik Digital.

Diisi dengan uraian pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan lainnya yang
diperlukan.

Diisi dengan uraian perbandingan antara Informasi, Data, Laporan, dan
Pengaduan (IDLP) dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan serta
kesimpulannya.

Diisi dengan uraian analisis dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang
telah dilakukan oleh terduga pelaku.

Diisi dengan uraian modus operandi yang telah dilakukan oleh terduga
pelaku.

Diisi dengan waktu kejadian tindak pidana.

Diisi dengan tempat kejadian tindak pidana.

Diisi dengan identitas terduga pelaku tindak pidana.
Diisi dengan identitas calon saksi.

Diisi dengan analisis yuridis yang meliputi analisis unsur setiap orang,
perbuatan, kesengajaan, dan kerugian pada pendapatan negara.

Diisi  dengan status pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
(melakukan/tidak melakukan).

Diisi dengan nomor surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
Diisi dengan tanggal surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan referensi pembayaran (Nomor Transaksi Penerimaan Negara
dan/atau Nomor Bukti Pemindahbukuan).

Diisi dengan tanggal pembayaran.

Diisi dengan mata uang pembayaran.

Diisi dengan jumlah pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
Diisi dengan Jenis pajak.

Diisi dengan masa/tahun pajak.

Diisi dengan mata uang.

Diisi dengan kerugian pada pendapatan negara awal.

Diisi dengan jumlah pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
Diisi dengan pengurang kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan keterangan lainnya terkait penghitungan kerugian pada
pendapatan negara.

Diisi dengan keterangan terkait penelusuran aset.
Diisi dengan uraian pelaksanaan klarifikasi.



Angka 59
Angka 60

Angka 61
Angka 62
Angka 63

Angka 64

Angka 65
Angka 66
Angka 67

Angka 68
Angka 69
Angka 70

Angka 71
Angka 72
Angka 73

Angka 74
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Diisi dengan nomor surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tanggal surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen terkait temuan lainnya.
Diisi dengan keterangan temuan lainnya.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penelaahan hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tanggal Berita Acara Penelaahan hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan persetujuan Tim Penelaah.
Diisi dengan rekomendasi tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan ruang lingkup pasal pidana yang disetujui untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan undang-undang pasal pidana yang disetujui untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan jenis pajak yang disetujui untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan masa/tahun pajak yang disetujui untuk dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan kesimpulan dan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan
Hukum.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan.
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101. CONTOH FORMAT KONSEP LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KONSEP
LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Nomor ..o (2)
Tanggal @ ..o (3)

I. DASAR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
A. Dasar Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Dokumen Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
No Nomor Tanggal
A | (4) | (5)

n

Nomor Berita Acara @ ...........ccoceieieennnn. (6)
Tanggal TR (7)

B. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

No Nomor Tanggal
1 (8) (9)

C. Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara tertutup.

D. Keputusan Persetujuan Perpanjangan Pemeriksaan Bukti Permulaan

No Nomor Tanggal
1o (10) | (11)
n

[I. IDENTITAS ORANG PRIBADI/BADAN YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN

A. ldentitas
Wajib Pajak ... (12)


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:nformasi@pajak.go.id

NPWP
Alamat
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............. (13)
.............. (14)

B. Susunan Pengurus Badan: (15)
Dewan Direksi

1.

No.

Nama

NPWP

Jabatan

Keterangan

2. Dewan Komisaris

No.

Nama

NPWP

Jabatan

Keterangan

[ll. DUGAAN PERISTIWA PIDANA

A. Pokok IDLP

V. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

A. Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi

B. Peminjaman Bahan Bukti (20)

C. Per

D. Per

No.

Nomor & Tanggal
Surat Peminjaman

Nama Bahan Bukti

Jumlah

Keterangan

1.

mintaan Keterangan (21)

No.

Nomor &
Tanggal Surat
Panggilan

Pihak Yang
Dimintai
Keterangan

Nomor dan
Tanggal BAPK

Keterangan

mintaan Informasi,

Bukti, dan Keter:

angan tertulis (22)

No.

Nomor &
Tanggal Surat

Pihak Yang
Dimintai
Informasi

Status Jawaban

Keterangan




326

E. Permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK) Lembaga Jasa Keuangan (23)

No. Nomor & Nama LJK Status Jawaban Keterangan
Tanggal Surat
1.
Foo, (24)

V. ANALISIS PERISTIWA PIDANA (25)

A. Matriks Perbandingan usulan dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

Uraian

No. IDLP Hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan

Kesimpulan

B. Analisis kasus

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan pihak terkait dan bahan bukti

yang diperoleh diketahui hal-hal sebagai berikut:
1. Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
.................. (26)
2. Modus Operandi
.................. (27)
3. Waktu Kejadian
.................. (28)
4. Tempat Kejadian
.................. (29)

5. Dugaan Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (30)

a. Nama e

No. Identitas
Tempat/Tgl Lahir @ ..................
Alamat s
Kewarganegaraan : ..................

6. Calon Saksi (31)

a. Nama T
No. Identitas
Tempat/Tgl Lahir :..................
Alamat T
Kewarganegaraan : ..................

C. Analisis Yuridis (32)
1. Unsur setiap orang
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D. Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara

Jumlah kerugian pada pendapatan negara sebesar .................. (33)

VI. TEMUAN LAINNYA

No Nomor dan Tanggal Dokumen

Keterangan

T (36)

VII.KESIMPULAN DAN USULAN TINDAK LANJUT

A. Kesimpulan

.................. (38)
B. Usulan Tindak Lanjut
1. Usulan Tindak Lanjut; .................. (39)

2. Ruang Lingkup Pidana:

No Pasal Pidana Jenis Pajak dan Periode
1. 40 | (42)
.................. (41) PP (- 2 )

Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
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PETUNJUK PENGISIAN
KONSEP LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (TERTUTUP)

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 3 . Diisi dengan tanggal konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 4 . Diisi dengan nomor Dokumen Dasar penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 5 . Diisi dengan tanggal Dokumen Dasar penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 6 : Diisi dengan nomor Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 7 : Diisi dengan tanggal Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 9 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan nomor surat persetujuan perpanjangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 11 : Diisi dengan tanggal surat persetujuan perpanjangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 12 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 13 : Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 14  : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 15 : Diisi dengan susunan pengurus (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) jika
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap badan.

Angka 16  : Diisi dengan uraian pokok Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)
atas dugaan peristiwa pidana.

Angka 17  : Diisi dengan uraian analisis dan pengembangan Informasi, Data, Laporan,
dan Pengaduan (IDLP).

Angka 18 : Diisi dengan uraian hasil Penelaahan atas usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 19 : Diisi dengan uraian Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi yang telah
dilakukan.

Angka 20 : Diisi dengan uraian kegiatan peminjaman bahan bukti yang telah dilakukan
(sesuai tabel).

Angka 21 : Diisi dengan uraian kegiatan permintaan keterangan yang telah dilakukan
(sesuai tabel).

Angka 22 : Diisi dengan uraian kegiatan permintaan informasi, bukti dan keterangan
tertulis yang telah dilakukan (sesuai tabel).

Angka 23 : Diisi dengan uraian kegiatan permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan
(IBK) Lembaga Jasa Keuangan yang telah dilakukan (sesuai tabel).

Angka 24 : Diisi dengan uraian pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan lainnya yang

diperlukan.



Angka 25

Angka 26
Angka 27

Angka 28
Angka 29
Angka 30
Angka 31
Angka 32

Angka 33
Angka 34
Angka 35
Angka 36
Angka 37
Angka 38
Angka 39
Angka 40

Angka 41
Angka 42
Angka 43

Angka 44
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Diisi dengan uraian perbandingan antara Informasi, Data, Laporan, dan
Pengaduan (IDLP) dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan serta
kesimpulannya.

Diisi dengan uraian analisis dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang
telah dilakukan oleh terduga pelaku.

Diisi dengan uraian modus operandi yang telah dilakukan oleh terduga
pelaku.

Diisi dengan waktu kejadian tindak pidana.

Diisi dengan tempat kejadian tindak pidana.

Diisi dengan identitas terduga pelaku tindak pidana.
Diisi dengan identitas calon saksi.

Diisi dengan analisis yuridis yang meliputi analisis unsur setiap orang,
perbuatan, kesengajaan, dan kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan jumlah kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan uraian penghitungan kerugian pada pendapatan negara.
Diisi dengan keterangan terkait penelusuran aset.

Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen terkait temuan lainnya.
Diisi dengan keterangan temuan lainnya.

Diisi dengan kesimpulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan usulan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan ruang lingkup pasal pidana yang disetujui untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan undang-undang pasal pidana yang disetujui untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan jenis pajak yang disetujui untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan masa/tahun pajak yang disetujui untuk dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
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102. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... 1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Nomor :.....ccoeiiininnnn. (2)
Tanggal : ..., (3)

.  DASAR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

A. Dasar Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
1. Dokumen Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

No Nomor Tanggal
1o 4) | (5)
n

2. Berita Acara Penelaahan
Nomor Berita Acara : ..........ccceveieieinnnnn. (6)
Tanggal e, (7)

No Nomor Tanggal
T | B8) | (9)
n

C. Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara tertutup.

D. Keputusan Persetujuan Perpanjangan Pemeriksaan Bukti Permulaan

No Nomor Tanggal
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IIl. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN/TERLAPOR
A. Identitas
Wajib Pajak ... (12)
NPWP (13)
Alamat (14)
B. Susunan Pengurus Badan: (15)
1. Dewan Direksi
No. Nama NPWP Jabatan Keterangan
1
2. Dewan Komisaris
No. Nama NPWP Jabatan Keterangan
1
lll. DUGAAN PERISTIWA PIDANA
A. Pokok IDLP
.................. (16)
B. Analisis dan Pengembangan
.................. (17)
C. Hasil Penelaahan
.................. (18)
IV. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
A. Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi
................................................ (19)
B. Peminjaman Bahan Bukti (20)
No. é\lomor & 'I.'a.nggal Nama Bahan Bukti Jumlah Keterangan
urat Peminjaman
1.
C. Permintaan Keterangan (21)
Nomor & Pihak Yang Nomor dan
No. | Tanggal Surat Dimintai T 0 OI BZPK Keterangan
Panggilan Keterangan angga
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D. Permintaan Informasi, Bukti, dan Keterangan tertulis (22)

Nomor & Pihak Yang
No. Dimintai Status Jawaban Keterangan
Tanggal Surat .
Informasi

E. Permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK) Lembaga Jasa Keuangan (23)

No. Nomor & Nama LJK Status Jawaban Keterangan
Tanggal Surat

V. ANALISIS PERISTIWA PIDANA

A. Matriks Perbandingan usulan dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (25)

Uraian

No. Hasil Pemeriksaan Bukti Kesimpulan
IDLP

Permulaan

B. Analisis kasus
Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan pihak terkait dan bahan bukti
yang diperoleh diketahui hal-hal sebagai berikut:
1. Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (26)

5. Dugaan Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (30)

a. Nama L e eeee e e eee e eraeaaaa,
No. Identitas S
Tempat/Tgl Lahir ..
Alamat N

Kewarganegaraan : ........ccccceeoieiieiieeieesiee e
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6. Calon Saksi (31)

a. Nama S
No. Identitas N
Tempat/Tgl Lahir ...
Alamat S
Kewarganegaraan : ........ccccceveeeiiiiiiiiieeeeeesieeee e e e e e e

Analisis Yuridis (32)
1. Unsur setiap orang

Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara

Jumlah kerugian pada pendapatan negara sebesar .................. (33)

VI. TEMUAN LAINNYA

No Nomor dan Tanggal Dokumen Keterangan

1.

VII.HASIL PENELAAHAN

A

B.

Berita Acara Penelaahan
Nomor: ..........cceenee. (38)
Tanggal: ......ccccennee. (39)

Keputusan Penelaahan
1. Persetujuan Penelaah: ................... (40)

2. Rekomendasi Tindak lanjut: ................... 41)
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3. Ruang lingkup pidana:

No Pasal Pidana Jenis Pajak dan
Periode
1. 42 | (44)
................... (43) P (- 15
n

VIIl. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
A. Kesimpulan (46)

B. Usulan Tindak Lanjut
1. Usulan Tindak Lanjut: (47)

No Pasal Pidana Jenis Pajak dan Periode
1. 48 | (50)
................... (49) B (X B
Mengetahui,
....................... (52) Pemeriksa Bukti Permulaan
....................... (53) Y (573
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PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN (TERTUTUP)

Angka 1 . Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 3 : Diisi dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 4 . Diisi dengan nomor Dokumen Dasar penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 5 . Diisi dengan tanggal Dokumen Dasar penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 6 : Diisi dengan nomor Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 7 : Diisi dengan tanggal Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan nomor surat persetujuan perpanjangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 11 : Diisi dengan tanggal surat persetujuan perpanjangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 12  : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 13  : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 14  : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 15 : Diisi dengan susunan pengurus (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) jika
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap badan.

Angka 16  : Diisi dengan uraian pokok Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)
atas dugaan peristiwa pidana.

Angka 17 : Diisi dengan uraian analisis dan pengembangan Informasi, Data, Laporan,
dan Pengaduan (IDLP).

Angka 18 : Diisi dengan uraian hasil Penelaahan atas usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Angka 19 : Diisi dengan uraian Pemeriksaan Bukti Permulaan di lokasi yang telah
dilakukan.

Angka 20 : Diisi dengan uraian kegiatan peminjaman bahan bukti yang telah dilakukan
(sesuai tabel).

Angka 21  : Diisi dengan uraian kegiatan permintaan keterangan yang telah dilakukan
(sesuai tabel).

Angka 22 : Diisi dengan uraian kegiatan permintaan informasi, bukti dan keterangan
tertulis yang telah dilakukan (sesuai tabel).

Angka 23 : Diisi dengan uraian kegiatan permintaan Informasi, Bukti dan Keterangan
(IBK) Lembaga Jasa Keuangan yang telah dilakukan (sesuai tabel).

Angka 24 : Diisi dengan uraian pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan lainnya yang

diperlukan.



Angka 25

Angka 26
Angka 27

Angka 28
Angka 29
Angka 30
Angka 31
Angka 32

Angka 33
Angka 34

Angka 35
Angka 36
Angka 37
Angka 38

Angka 39

Angka 40
Angka 41
Angka 42

Angka 43
Angka 44
Angka 45

Angka 46
Angka 47
Angka 48

Angka 49
Angka 50
Angka 51

Angka 52
Angka 53

Angka 54
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Diisi dengan uraian perbandingan antara Informasi, Data, Laporan, dan
Pengaduan (IDLP) dengan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan serta
kesimpulannya.

Diisi dengan uraian analisis dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang
telah dilakukan oleh terduga pelaku.

Diisi dengan uraian modus operandi yang telah dilakukan oleh terduga
pelaku.

Diisi dengan waktu kejadian tindak pidana.

Diisi dengan tempat kejadian tindak pidana.

Diisi dengan identitas terduga pelaku tindak pidana.
Diisi dengan identitas calon saksi.

Diisi dengan analisis yuridis yang meliputi analisis unsur setiap orang,
perbuatan, kesengajaan, dan kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan jumlah kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan keterangan lainnya terkait penghitungan kerugian pada
pendapatan negara.

Diisi dengan keterangan terkait penelusuran aset.
Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen terkait temuan lainnya.
Diisi dengan keterangan temuan lainnya.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penelaahan hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tanggal Berita Acara Penelaahan hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan persetujuan Tim Penelaah.
Diisi dengan rekomendasi tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan ruang lingkup pasal pidana yang disetujui untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan undang-undang pasal pidana yang disetujui untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan jenis pajak yang disetujui untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan masa/tahun pajak yang disetujui untuk dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan kesimpulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan usulan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan ruang lingkup pasal pidana yang disetujui untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan undang-undang pasal pidana yang disetujui untuk dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan jenis pajak yang disetujui untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan masa/tahun pajak yang disetujui untuk dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan
Hukum.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan
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CONTOH FORMAT LAPORAN KEJADIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

LAPORAN KEJADIAN

NOMOF: ..o (2)

PELAPOR

Nama L ettt et e e re——e— e e e e e e ereeeeeeetaaaaaeeaaeeaeeaeaaeaaeaaaaaaaaaaaaaannnaane (3)
Nomor Identitas e e e e e ee e e e eeeeteeetaaaaaaaaaeeaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaanaanaaane (4)
Tempat, tanggal lahir PP PP PP PP PPN (5)
Jenis kelamin ettt Eeeeeeeeeeaaaeeeeeeeeeeaa—teeeeeeeeaaann——eeaeeeaaanaaaraaaans (6)
Kewarganegaraan L et e e e e e e —ee e e e e eeeeeeeeetaaaaaaeaaeaaaaaaaeeaaeaaaaaaaaaaaanaanaaaae (7)
Agama PP PP PP PP R PP (8)
Pekeraan s (9)
Jabatan (10)
Y =0 = PSPPSR 11)

. PERISTIWA YANG DILAPORKAN
Berdasarkan Laporan ..........cccccccviiiiiiiiineennnnns (12) Nomor ..o, (13)

tanggal .....covvveiiiiiii, (14) telah terjadi dugaan peristiwa tindak pidana di bidang
perpajakan sebagai berikut:
1. Waktu Kejadian e (15)
2. Tempat Kejadian L e aaaaa e (16)
3. Yang Terjadi e ——————————— (17)
4. Terlapor
1) | a. Namal/alias e e———— (18)
b. Nomor identitas D e ———— (19)
c. Tempat & tanggal lahir : ................... (20)
d. Jenis kelamin L e ——— (21)
e. Kewarganegaraan D rrrrrer————— (22)
f. Agama L e (23)
g. Pekerjaan e (24)
h. Alamat e (25)
n
5. Modus Operandi L e (26)
melalui:
Nama WP PP PP PPPPPPPPP (27)
NPWP ettt (28)
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Ruang lingkup

No Pasal Pidana Jenis Pajak dan Periode

T e, (29) | e (31)
.................................................... (30) PPN < )|

n

6. Kerugian Pada Pendapatan Negara :

Jumlah kerugian pada pendapatan negara sebesar ..................coi i (33)
...................................................................................... (34)
7. Saksi-Saksi
1) a. Nama e (35)
b. Nomor identitas D rerrrrr————— (36)
c. Tempat & tanggal lahir : ................... (37)
d. Alamat L e ————— (38)
2) a. Nama D e (35)
b. Nomor identitas L ———— (36)
c. Tempat & tanggal lahir : ................... (37)
d. Alamat D e ——— (38)

8. Barang Bukti

............................................................................................................................. (39)

Ill. URAIAN SINGKAT KEGIATAN
.................................................................................................................................. (40)

IV. TINDAKAN YANG DIAMBIL
.................................................................................................................................. 41)

Demikian Laporan Kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan
ditandatanganidi ......................... (42) pada tanggal .......cccoeveeeee.e.n. (43).

Mengetahui, Pelapor,



Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26
Angka 27
Angka 28
Angka 29
Angka 30
Angka 31
Angka 32
Angka 33
Angka 34
Angka 35
Angka 36
Angka 37
Angka 38
Angka 39
Angka 40
Angka 41
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PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN KEJADIAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Laporan Kejadian.

Diisi dengan nama pelapor.

Diisi dengan nomor identitas pelapor.

Diisi dengan tempat dan tanggal lahir pelapor.

Diisi dengan jenis kelamin pelapor.

Diisi dengan kewarganegaraan pelapor.

Diisi dengan agama pelapor.

Diisi dengan pekerjaan pelapor.

Diisi dengan jabatan pelapor.

Diisi dengan alamat pelapor.

Diisi dengan jenis sumber Laporan Kejadian.

Diisi dengan nomor sumber Laporan Kejadian.

Diisi dengan tanggal sumber Laporan Kejadian.

Diisi dengan waktu terjadinya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Diisi dengan tempat terjadinya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Diisi dengan uraian terjadinya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Diisi dengan nama/alias terlapor

Diisi dengan nomor identitas terlapor.

Diisi dengan tempat dan tanggal lahir terlapor.

Diisi dengan jenis kelamin terlapor.

Diisi dengan kewarganegaraan terlapor.

Diisi dengan agama terlapor.

Diisi dengan pekerjaan terlapor.

Diisi dengan alamat terlapor.

Diisi dengan modus operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak.

Diisi dengan pasal pidana yang menjadi ruang lingkup.

Diisi dengan Undang-Undang dari pasal pidana yang menjadi ruang lingkup.
Diisi dengan jenis pajak yang menjadi ruang lingkup.

Diisi dengan masa/tahun pajak yang menjadi ruang lingkup.

Diisi dengan nilai kerugian pada pendapatan negara.

Diisi dengan penjelasan mengenai kerugian pada pendapatan negara.
Diisi dengan nama saksi

Diisi dengan nomor identitas saksi.

Diisi dengan tempat dan tanggal lahir saksi.

Diisi dengan alamat saksi.

Diisi dengan barang bukti yang ditemukan.

Diisi uraian singkat Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Diisi dengan tindakan yang telah diambil Penyidik dalam Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan.



Angka 42
Angka 43
Angka 44
Angka 45
Angka 46
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Diisi dengan tempat Laporan Kejadian dibuat.
Diisi dengan tanggal Laporan Kejadian dibuat.
Diisi dengan jabatan penandatangan.

Diisi dengan nama penandatangan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Pelapor.
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104. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : ................. 2 (3)
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : .................. (4)
Hal . Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
Ythe o (5)
.................. (6)

Menindaklanjuti Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor
..................... (7)tanggal ......................(8) atas Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan
Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

NO. Nomor Tanggal
LS (9) | e, (10)

yang dilakukan terhadap:

Nama Waijib Pajak  :.................. (5)
NPWP e (6)

dengan ini disampaikan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Bukti Permulaan telah selesai dan akan ditindaklanjuti dengan

Penyidikan.

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan telah selesai dan ditindaklanjuti dengan
Penyidikan.

2. Saudara masih dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
.................. (11) sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada
Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan telah selesai dan ditindaklanjuti dengan
Penyidikan.

2. Wajib Pajak masih dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perbuatan dengan cara
menyampaikan pernyataan dan melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak
yang terutang beserta sanksi sebagaimana hasil perhitungan kerugian pada
pendapatan negara sebagaimana terlampir sepanjang mulainya Penyidikan
belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian
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Negara Republik Indonesia.

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan telah selesai dan ditindaklanjuti dengan
Penyidikan.

2. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang belum sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3. Seluruh pembayaran sehubungan dengan Pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak dapat diminta kembali
karena diperhitungkan sebagai bagian pemulihan kerugian pada pendapatan
negara sebagaimana terlampir.

4. Wajib Pajak masih dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
dengan cara menyampaikan pernyataan dan melunasi kekurangan pembayaran
jumlah pajak yang terutang beserta sanksi sebagaimana hasil perhitungan
kerugian pada pendapatan negara sebagaimana terlampir sepanjang mulainya
Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik
pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan.

3. Seluruh pembayaran sehubungan dengan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat diminta kembali
karena diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

4. Apabila di kemudian hari ditemukan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan
yang semula belum terungkap, Direktur Jenderal Pajak dapat kembali
melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

N

Pemeriksaan Bukti Permulaan telah dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi
meninggal dunia.

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan telah dihentikan karena ................. (12).
2. Apabila di kemudian hari ditemukan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan

yang semula belum terungkap, maka Direktur Jenderal Pajak dapat kembali
melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
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PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1
Angka 2
Angka 3

Angka 4
Angka 5

Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12

Angka 13
Angka 14

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tanggal surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan secara terbuka.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka.

Diisi dengan nomor surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tanggal surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan kewajiban yang harus dipenuhi, contoh pengisian:

1. Pasal 35 dan/atau Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang.

2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
menjadi Undang-Undang.

Diisi dengan pilihan sebagai berikut:

1. Peristiwa bukan merupakan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

2. Tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan; atau

3. Daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan
Hukum.
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LAMPIRAN

PENGHITUNGAN PEMULIHAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA

1. Penghitungan Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara
Kerugian pada Jumlah Pembayaran Pengurang
Jenis dan Masa/Tahun gian p pengungkapan Kerugian pada Kerugian pada
No . Mata Uang Pendapatan .
Pajak ketidakbenaran Pendapatan |Pendapatan Negara
Negara awal
perbuatan Negara
(1) 2) 3) 4) 5) (6)=(1/2) x (5) (7)=(4)-(6)
1. 3/ | B) | 6) | e 7 | 8) | s (9)
.......... (4)
n.
2. Penjelasan Perhitungan Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara
- T (10)
N .(10)
............... (11)
............... (12)

*) Keterangan: Lampiran ini dibuat dalam hal Waijib Pajak memiliki hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
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PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12

Diisi dengan nomor surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan tanggal surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Jenis Pajak.

Diisi dengan Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak.

Diisi dengan mata uang contoh: rupiah atau dolar Amerika Serikat.

Diisi dengan jumlah kerugian pada pendapatan negara awal.

Diisi dengan jumlah pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
Diisi dengan jumlah yang diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada
pendapatan negara.

Diisi dengan jumlah kerugian pada pendapatan negara yang dibawa ke tahap
Penyidikan.

Diisi dengan penjelasan pemulihan penghitungan kerugian pada pendapatan
negara.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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105. CONTOH FORMAT UNDANGAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM RANGKA
PENGAWASAN PASCA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND- .....oovveeiiiiiieene, (2)
Yth tKepala KPP.........coooiiiii, (3)
Dari PPN (4)
Sifat : Segera dan Rahasia
Hal : Undangan Dalam Rangka Pengawasan Wajib Pajak Setelah Pemeriksaan Bukti
Permulaan
Tanggal L e e e e e e e e e e e e (5)
Sehubungan dengan surat Wajib Pajak nomor .......... (6) tanggal ........... (7) mengenai

pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atas nama:

Nama PP PPPPPPPRRP (8)

NPWP e ————— 9)

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut telah
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan jis. Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan.

2. Dalam rangka pengawasan terhadap Waijib Pajak, kami mengundang Saudara atau
pegawai yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak dimaksud pada:

Hari, tanggal L ettt e e aaaaaaaaaaaaaaaaas (10)
Waktu et ettt e et et et e e e e e e e aaaaaaaaas (11)
Tempat PP PP P PP PPPPPPPPPP (12)
Agenda : penyampaian hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan berkaitan dengan

pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
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Angka 13
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PETUNJUK PENGISIAN
UNDANGAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM RANGKA
PENGAWASAN PASCA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas undangan dalam rangka pengawasan Waijib Pajak
setelah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan kepala Kantor Pelayanan Pajak tujuan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan tanggal surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti

Permulaan.

Diisi dengan hari dan tanggal dilakukan pertemuan.

Diisi dengan waktu dilakukan pertemuan.

Diisi dengan tempat dilakukan pertemuan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.



348

106. CONTOH FORMAT NOTA DINAS KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MENGENAI
PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DITINDAKLANJUTI DENGAN
PENYIDIKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ....oiiiiiiiieieeeee ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND- ... (2)

Yth tKepala KPP........ccoiiiiin, (3)
Dari P (4)
Sifat : Segera dan Rahasia
Lampiran . (5)
Hal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tanggal L e a e e e (6)

Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka berdasarkan:
1. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ......... (7) tanggal .......... (8)
2. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan*) nomor ........ (9) tanggal ........ (10)
yang dilakukan terhadap:

Nama L e e e e e e e e e e 11)

NPWP/No. Identitas @ ..o (12)

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah diterbitkan Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor
............ (13) tanggal .........(14), dengan kesimpulan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan
ditindaklanjuti dengan Penyidikan.

2. Dalam hal terdapat penangguhan Pemeriksaan karena dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, Pemeriksaan tetap dilakukan penangguhan dengan menunggu hasil kegiatan
Penyidikan.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*) diisi jika ada SPPBP Perubahan
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA DINAS KE KPP MENGENAI PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12

Angka 13
Angka 14

Angka 15

DITINDAKLANJUTI DENGAN PENYIDIKAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan kepala Kantor Pelayanan Pajak tujuan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan jumlah lampiran nota dinas.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
(jika ada).

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
(jika ada).

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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107. CONTOH FORMAT NOTA DINAS KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MENGENAI
PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND- .....ovvveeeeiiiiiieen. (2)

Yth :Kepala KPP...........cccvvviien.. (3)
Dari P (4)
Sifat : Segera dan Rahasia
Lampiran . ..., (5)
Hal : Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tanggal PP PPPPUPPPPPPPPPPPN (6)

Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka berdasarkan:
1. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ......... (7) tanggal .......... (8)
2. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan*) nomor ....... (9) tanggal ......... (10)
yang dilakukan terhadap:

Nama L e e e e e e e e e e e e e e e 11)

NPWP/No. Identitas ..o (12)

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah diterbitkan Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor
............ (13) tanggal .........(14), dengan kesimpulan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan
telah dihentikan karena.............. (15).

2. Dalam hal terdapat penangguhan Pemeriksaan karena dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, Pemeriksaan terhadap Waijib Pajak dapat dilanjutkan kembali.

3. Data dan informasi terkait Wajib Pajak dimaksud, dilampirkan dalam nota dinas ini.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*) diisi jika ada SPPBP Perubahan
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA DINAS KE KPP MENGENAI PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PEMERIKSAAN

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12

Angka 13
Angka 14

Angka 15

Angka 16

BUKTI PERMULAAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas pemberitahuan penghentian Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan kepala Kantor Pelayanan Pajak tujuan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
(jika ada).

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
(jika ada).

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan alasan penghentian, yaitu:

a. Wajib Pajak telah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana Pasal 8 ayat (3) UU KUP;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
meninggal dunia;

c. peristiwa bukan merupakan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

d. tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak pidana di Bidang
Perpajakan; atau

e. daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU KUP.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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108. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN PERUBAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TELEPON ...oooiiiiiiiiiie ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor e @ (3)
Sifat : Sangat Segera

Lampiran ... (4)

Hal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
Yth. o (5)

Sehubungan dengan pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
NOMON: ....oveivinennnnen. (7) Tanggal ............ (8) dan menindaklanjuti pengungkapan
ketidakbenaran perbuatan atas Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No Nomor Tanggal
T ] (9) | . (10)
T PR (9) | (10)
yang dilakukan terhadap:
Nama Wajib Pajak e (5)
NPWP e ——————— (6)
dengan ini disampaikan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan perubahan sebagai

berikut:

D 1. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang belum sesuai dengan keadaan
sebenarnya.

2. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah selesai tetap akan ditindaklanjuti
dengan Penyidikan.

3. Seluruh pembayaran sehubungan dengan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat diminta kembali
karena diperhitungkan sebagai bagian pemulihan kerugian pada pendapatan
negara sebagaimana terlampir.

4. Wajib Pajak masih dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan dengan cara menyampaikan pernyataan dan melunasi




353

kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi
sebagaimana hasil perhitungan kerugian pada pendapatan negara
sebagaimana terlampir sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan
kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

1. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah sesuai dengan keadaan
sebenarnya.

2. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah selesai tidak ditindaklanjuti dengan
Penyidikan.

3. Seluruh pembayaran sehubungan dengan Pengungkapan ketidakbenaran
perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat diminta
kembali karena diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian pada
pendapatan negara.

4. Apabila di kemudian hari ditemukan dugaan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan yang semula belum terungkap, maka Direktur Jenderal Pajak
dapat kembali melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan karena kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam ................. (11) telah terpenuhi.

2. Apabila di kemudian hari ditemukan dugaan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan yang semula belum terungkap, maka Direktur Jenderal Pajak
dapat kembali melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.




Angka 1
Angka 2

Angka 3

Angka 4
Angka 5

Angka 6

Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12
Angka 13
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PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PERUBAHAN

Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen.
Diisi dengan nomor pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
perubahan.

Diisi dengan tanggal pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan
perubahan.

Diisi dengan jumlah lampiran.
Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan
perubahannya.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan

perubahannya.

Diisi dengan kewajiban yang harus dipenuhi, contoh pengisian:

a. Pasal 35 dan/atau Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-
Undang.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
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LAMPIRAN
Nomor @ . (1)
Tanggal .o, (2)

PENGHITUNGAN PEMULIHAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA *)

1. Perhitungan Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara

No| Jenis Pajak dan |Mata Uang Kerugian pada Jumlah Pembayaran Pengurang Kerugian pada
Masa/Tahun Pendapatan Negara pengungkapan Kerugian pada Pendapatan Negara
Pajak awal ketidakbenaran Pendapatan
perbuatan Negara
1 2 3 4 5 (6 =1/2 x 5) (7=4-6)
T e, ()7 I (5) 1 I 6) | e (7) | (€] I (9)
................ (4)
[ A 67/ U B) | e 6) | e 7)) | (€3] I T (9)
................ (4)
2. Penjelasan Pemulihan Perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara
- T (10)
T 1)
............................ (11)
............................ (12)

*) Keterangan: Lampiran ini dibuat dalam hal Waijib Pajak memiliki hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
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PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9
Angka 10

Angka 11
Angka 12

PERUBAHAN

Diisi dengan nomor Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan Perubahan.

Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan Perubahan.

Diisi dengan Jenis Pajak.

Diisi dengan Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak.

Diisi dengan mata uang contoh: rupiah atau dolar Amerika Serikat.

Diisi dengan jumlah kerugian pada pendapatan negara awal.

Diisi dengan jumlah pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
Diisi dengan jumlah yang diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada
pendapatan negara.

Diisi dengan jumlah kerugian pada pendapatan negara yang dibawa ke tahap
Penyidikan.

Diisi dengan penjelasan pemulihan perhitungan kerugian pada pendapatan
negara.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan
Hukum.
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109. CONTOH FORMAT NOTA DINAS KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MENGENAI
PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PERUBAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... 1)
TELEPON ...oooiiiiiiiiiiiiiiiieee ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND- .....covveeiiiiiene. (2)
Yth cKepala KPP.......coooiiiiii, (3)
Dari e (4)
Sifat : Segera dan Rahasia
Lampiran . (5)
Hal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
Tanggal L et a et aaaaaaaaaaaas (6)
Sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka berdasarkan:
1. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ......... (7) tanggal .......... (8)
2. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan*) nomor ....... (9) tanggal
........ (10)
yang dilakukan terhadap:
Nama et aa e e e (11)
NPWP/No. Identitas  :....ccoooiieeeee (12)

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah diterbitkan Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
nomor ............ (13) tanggal ......... (14), dengan kesimpulan bahwa Pemeriksaan Bukti
Permulaan tidak ditindaklanjuti dengan Penyidikan karena pengungkapan
ketidakbenaran perbuatan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Dalam hal terdapat penangguhan Pemeriksaan karena dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, tindak lanjut Pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
mengatur tentang Pemeriksaan.

3. Data dan informasi terkait Wajib Pajak dimaksud, dilampirkan dalam nota dinas ini.
Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*) diisi jika ada SPPBP Perubahan
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA DINAS KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MENGENAI PEMBERITAHUAN TINDAK

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14

Angka 15

LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN PERUBAHAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan kepala Kantor Pelayanan Pajak tujuan.

Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan tanggal nota dinas.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan
(jika ada).

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
Perubahan (jika ada).

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan Perubahan.

Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan Perubahan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan
Hukum.
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110. CONTOH FORMAT UNDANGAN PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..., s FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor .. 2 (3)
Sifat :Segera

Lampiran : ...................... (4)

Hal :Undangan Pengembalian Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya

Yth. o (5)

NPWP ..o (6)

Sehubungan dengan telah selesainya Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat
Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No Nomor Surat Perintah Tanggal

T 1 (7) s (8)

N | s (7)y (8)
yang dilakukan terhadap ..................... (O)NPWP s (10), dengan ini diminta
kehadiran Saudara pada:
hari, tanggal D e (11)
waktu sPukul . (12)s.d. oeeeeeeiieee (12) e (13)
tempat L ————— (14)
agenda : pengembalian Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya

Informasi lebih lanjut terkait pengembalian tersebut, Saudara dapat menghubungi
narahubung kami yaitu:

No Nama E-mail Telepon
T | (15) | o, (16) | e (17)

2.
3
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LAMPIRAN

Undangan Pengembalian
Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya

NOMOr & eeeeeiieiiieeeee (2)
Tanggal :.eeeeeeeeeeeeenee. (3)

DAFTAR DOKUMEN/BERKAS/DATA/BARANG LAINNYA
YANG AKAN DIKEMBALIKAN

Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya Keterangan
...................... (20) creeerreeennnneeens (21)
...................... (18)




Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10

Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
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PETUNJUK PENGISIAN
UNDANGAN PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI (TERBUKA)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat undangan pengembalian
dokumen/berkas/data/barang lainnya.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan penerima undangan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak penerima undangan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan hari dan tanggal pelaksanaan pengembalian bahan bukti.

Diisi dengan waktu pelaksanaan pengembalian bahan bukti.

Diisi dengan zona waktu pelaksanaan pengembalian bahan bukti.

Diisi dengan tempat pelaksanaan pengembalian bahan bukti.

Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan penandatangan surat.

Diisi dengan nama penandatangan surat.

Diisi dengan nama dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dikembalikan.

Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang
dikembalikan.
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111.  CONTOH FORMAT UNDANGAN PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor .. 2 (3)
Sifat :Segera

Lampiran : ...................... (4)

Hal :Undangan Pengembalian Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya

Yth. o (5)

NPWP ..o (6)

Dalam rangka pengembalian Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya dengan ini diminta
kehadiran Saudara pada:

hari, tanggal e ———— (7)

waktu cPukul [£3) F- 3o MU €3] I (9)
tempat e (10)

agenda : pengembalian Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya

Informasi lebih lanjut terkait pengembalian tersebut, Saudara dapat menghubungi
narahubung kami yaitu:

No Nama E-mail Telepon
1. | (T1) | s (12) | (13)

2.
3
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LAMPIRAN

Undangan Pengembalian
Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya

NOMOr & eeeeeiieiiieeeee (2)
Tanggal :.eeeeeeeeeeeeenee. (3)

DAFTAR DOKUMEN/BERKAS/DATA/BARANG LAINNYA
YANG AKAN DIKEMBALIKAN

Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya Keterangan
...................... (16) creeenrreeennnnennns (17)
...................... (14)




Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
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PETUNJUK PENGISIAN
UNDANGAN PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI (TERTUTUP)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat undangan pengembalian dokumen/berkas/data/
barang lainnya

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan penerima undangan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak penerima undangan.

Diisi dengan hari dan tanggal pelaksanaan pengembalian bahan bukti.
Diisi dengan waktu pelaksanaan pengembalian bahan bukti.

Diisi dengan zona waktu pelaksanaan pengembalian bahan bukti.
Diisi dengan tempat pelaksanaan pengembalian bahan bukti.

Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan e-mail Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.

Diisi dengan jabatan penandatangan surat.

Diisi dengan nama penandatangan surat.

Diisi dengan nama dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dikembalikan.

Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang
dikembalikan.
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112. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI

NOMON ..o, (2)
C. Nama Wajib Pajak e (3)
NPWP s (4)
SPPBP e (5)
Tanggal s (6)
D. Pihak Yang Menerima Kembali  : .......ccooooiiiiiieiiiiieeee e, (7)
NPWP/ Nomor Identitas L et —————————— et aaaaaas (8)
Yang Dikembalikan:
No. Berkas/Dokumen/Data/ Jenis Jumlah Satuan Keterangan

Barang Lainnya

LR RO ) ) — 1)) I (1) oo 73 P (13)
T OO ) Y — (10) | oo (11) o 73 P (13)
(oo (14)), (oo (15))
Yang Menerima Kembali, Yang Mengembalikan,



http://www.pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI (TERBUKA)

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor tanda terima pengembalian bahan bukti.

Angka 3 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Angka 4 . Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 5 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 6 . Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 7 . Diisi dengan nama penerima bahan bukti.

Angka 8 . Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak /nomor identitas penerima bahan
bukti.

Angka 9 . Diisi dengan nama bahan bukti yang dikembalikan.

Angka 10 : Diisi dengan jenis bahan bukti yang dikembalikan.

Angka 11 : Diisi dengan jumlah bahan bukti yang dikembalikan.

Angka 12  : Diisi dengan satuan bahan bukti yang dikembalikan.

Angka 13  : Diisi dengan keterangan bahan bukti yang dikembalikan.

Angka 14  : Diisi dengan tempat pengembalian bahan bukti.

Angka 15 : Diisi dengan tanggal pengembalian bahan bukti

Angka 16  : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menerima bahan bukti.

Angka 17 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang mengembalikan bahan bukti.
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113. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..o ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI

NOMOK: ..o, (2)
A. Pihak Yang Menerima Kembali = .....ccccoooiiiiieeee (3)
NPWP/ Nomor Identitas et 4)
B. Yang Dikembalikan:
No. | Berkas/Dokumen/Data/ Jenis Jumlah Satuan Keterangan
Barang Lainnya
1 e () 10 PP (S 1 P [ P (<) T (9)
T () 10 PP (S 1 P (4 I P (<) I (9)
(cereeeeereee e (G10) ) R G (11))

Yang Menerima Kembali, Yang Mengembalikan,


http://www.pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI (TERTUTUP)

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor tanda terima pengembalian bahan bukti.

Angka 3 : Diisi dengan nama penerima bahan bukti.

Angka 4 . Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak/nomor identitas penerima bahan
bukti.

Angka 5 . Diisi dengan nama bahan bukti yang dikembalikan.

Angka 6 . Diisi dengan jenis bahan bukti yang dikembalikan.

Angka 7 . Diisi dengan jumlah bahan bukti yang dikembalikan.

Angka 8 . Diisi dengan satuan bahan bukti yang dikembalikan.

Angka 9 . Diisi dengan keterangan bahan bukti yang dikembalikan.

Angka 10 : Diisi dengan tempat pengembalian bahan bukti.

Angka 11 . Diisi dengan tanggal pengembalian bahan bukti.

Angka 12 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menerima bahan bukti.

Angka 13  : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang mengembalikan bahan bukti.
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114. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN DALAM PENGEMBALIAN
BAHAN BUKTI (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ... ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN
DALAM PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI

NOMON ..o, (2)
Pada hariini............ (3), tanggal ............ (4) bulan ............ (5) tahun ............ (6) bertempat
dicoeeeeeen. (7), berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:
NO NOMOR SURAT PERINTAH TANGGAL
1] s
(8) 9)
A | |
(8) (9)
yang dilakukan terhadap:
Nama Wajib Pajak e (10)
NPWP PP (11)
Pemeriksa Bukti Permulaan telah mengundang dalam rangka pengembalian Bahan Bukti
kepada ........cccccovviinnnnn. (12) melalui Surat Undangan NOmMOr ...........ccceevveeeeiiieeeenne (13) tanggal

.......................................... (14). Namun sampai dengan saat Berita Acara ini dibuat, yang
bersangkutan tidak memenuhi undangan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Pemeriksa Bukti Permulaan
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PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN DALAM PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI (TERBUKA)

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11

Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Ketidakhadiran Dalam Pengembalian Bahan
Bukti.

Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan penerima undangan pengembalian bahan bukti.
Diisi dengan nomor surat undangan pengembalian bahan bukti.
Diisi dengan tanggal surat undangan pengembalian bahan bukti.

Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan yang menandatangani berita
acara.
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115. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN DALAM PENGEMBALIAN
BAHAN BUKTI (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ... ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN
DALAM PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI

NOMOT oo (2)
Pada hariini ............ (3), tanggal ............ (4)bulan ............ (5)tahun ............ (6) bertempat
di ... (7), Pemeriksa Bukti Permulaan telah mengundang dalam rangka pengembalian
Bahan Bukti kepada ..............ccccoeos (8) melalui Surat Undangan nomor ...........ccccceeeuneen. (9)
tanggal .....cccceeiiiiiienninn, (10). Namun sampai dengan saat Berita Acara ini dibuat, yang

bersangkutan tidak memenuhi undangan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Pemeriksa Bukti Permulaan
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PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN DALAM PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11

(TERTUTUP)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Ketidakhadiran Dalam Pengembalian Bahan
Bukti.

Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Diisi dengan penerima undangan pengembalian bahan bukti.
Diisi dengan nomor surat undangan pengembalian bahan bukti.
Diisi dengan tanggal surat undangan pengembalian bahan bukti.

Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan yang menandatangani berita
acara.
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116. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MENOLAK MENANDATANGANI BUKTI
PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI (TERBUKA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA MENOLAK MENANDATANGANI
BUKTI PENGEMBALIAN DOKUMEN/BERKAS/DATA/BARANG LAINNYA

NOMOF oo (2)
Pada hariini............ (3), tanggal ............ (4) bulan ............ (5)tahun ............ (6) bertempat
dicooeeeeen. (7), berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:
NO NOMOR SURAT PERINTAH TANGGAL
1 9
8) (9)
A | 9
yang dilakukan terhadap:
Nama Wajib Pajak e (10)
NPWP PR (11)
Pemeriksa Bukti Permulaan telah mengundang dalam rangka pengembalian Bahan Bukti
kepada ........cccccevniinnnnnn. (12) melalui Surat Undangan nomor ...........cccccvvvvieeeeeenne (13) tanggal

................................... (14). Yang bersangkutan telah menghadiri undangan dimaksud, tetapi
menolak untuk menandatangani bukti pengembalian dokumen/berkas/data/barang lainnya
karena ........ccccccevviiiiiiiiennnnns (15).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Pemeriksa Bukti Permulaan
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Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11

Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15

Angka 16

374

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA MENOLAK MENANDATANGANI
BUKTI PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI (TERBUKA)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Menolak Menandatangani Bukti
Pengembalian Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya.

Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak orang pribadi atau badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan penerima undangan pengembalian bahan bukti.
Diisi dengan nomor surat undangan pengembalian bahan bukti.
Diisi dengan tanggal surat undangan pengembalian bahan bukti.

Diisi dengan alasan penolakan menandatangani bukti pengembalian bahan
bukti.

Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan yang menandatangani berita
acara.
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117. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MENOLAK MENANDATANGANI BUKTI
PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI (TERTUTUP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA MENOLAK MENANDATANGANI
BUKTI PENGEMBALIAN DOKUMEN/BERKAS/DATA/BARANG LAINNYA

Pada hariini............ (3), tanggal ............ (4) bulan ............ (5)tahun ............ (6) bertempat
di ............ (7), Pemeriksa Bukti Permulaan telah mengundang dalam rangka pengembalian
Bahan Bukti kepada ...l (8) melalui Surat Undangan  nomor
................................... (9) tanggal .....cccccccciiieeeeeenene(10). Yang  bersangkutan telah
menghadiri undangan dimaksud, tetapi menolak untuk menandatangani bukti pengembalian
dokumen/berkas/data/barang lainnya karena ................................... (11).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bukti Permulaan.

Pemeriksa Bukti Permulaan


http://www.pajak.go.id
mailto:pengaduan@pajak.go.id
mailto:informasi@pajak.go.id

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11

Angka 12

376

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA MENOLAK MENANDATANGANI
BUKTI PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI (TERTUTUP)

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Menolak Menandatangani Bukti
Pengembalian Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya.

Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Diisi dengan penerima undangan pengembalian bahan bukti.
Diisi dengan nomor surat undangan pengembalian bahan bukti.
Diisi dengan tanggal surat undangan pengembalian bahan bukti.

Diisi dengan alasan penolakan menandatangani bukti pengembalian bahan
bukti.

Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan yang menandatangani berita
acara.



377

118. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENUGASAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ... ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PERINTAH PENUGASAN
NOMOF: ..., (2)

Menimbang : bahwa untuk kepentingan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika
atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dipandang perlu untuk
mengeluarkan surat perintah ini;

Dasar L e (3)
Memberi Perintah:
Kepada | No Nama NIP Jabatan dalam Tim
1. (4) (5) (6)
n (4) (5) (6)
Untuk : 1. melaksanakan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika atas
dugaan tindak pidana sebagai berikut:
= P (7)
D e e e e rnrrreeae e e e —————aaaeaaann (7)

untuk mencari bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang
perpajakan, yang diduga dilakukan oleh dan/atau melalui:

No | NPWP/Nomor ID Nama
o I T (8) | e (9)
N, | o, (B) | e (9)
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Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENUGASAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor surat perintah penugasan.

Diisi dengan peraturan terkait.

Diisi dengan nama pegawai yang ditugaskan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pegawai yang ditugaskan.
Diisi dengan Jabatan pegawai yang ditugaskan.

Diisi dengan tugas yang diberikan, misalnya:

‘Penanganan tindak pidana yang diketahui seketika”.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/nomor identitas orang pribadi atau
badan yang dilakukan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika.

Diisi dengan Nama orang pribadi atau badan yang dilakukan penanganan
tindak pidana yang diketahui seketika.

Diisi dengan tempat surat perintah penugasan.
Diisi dengan tanggal surat perintah penugasan.
Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan
Hukum.
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CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELAAHAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN YANG DIKETAHUI SEKETIKA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..., ; FAKSIMILE ........coooiii, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Hari

BERITA ACARA PENELAAHAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
YANG DIKETAHUI SEKETIKA

Nomor @i (2)

i, Tanggal ..., (3)

Waktu e (4)
Tempat e (5)

Dasar usulan Penyidikan tanpa Pemeriksaan Bukti Permulaan
............................ (6)tanggal ...........ccceeeeiee (7)

Identitas Wajib Pajak

No. Nama NPWP/No ID

(VR O (9)

R O (9)

Peserta
A. Penelaah

B. Petugas Penyidik
No Nama NIP Jabatan Dalam Tim

T R I e (12) | e, (13)
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V. Kesimpulan

Penyidik

380

Tim Penelaah,
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENELAAHAN

PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN YANG DIKETAHUI

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21

SEKETIKA

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penelaahan Usul Penyidikan tanpa
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan hari dan tanggal dilakukannya Penelaahan.
Diisi dengan waktu dilakukannya Penelaahan.

Diisi dengan tempat dilakukannya Penelaahan.

Diisi dengan nomor Surat Perintah Penugasan.

Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penugasan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang diusulkan untuk dilakukan
Penyidikan tanpa Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang
diusulkan untuk dilakukan Penyidikan tanpa Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan nama Tim Penelaah.

Diisi dengan nama pegawai yang ditugaskan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pegawai yang ditugaskan.
Diisi dengan jabatan pegawai yang ditugaskan.

Diisi dengan uraian analisis kasus.

Diisi dengan uraian analisis yuridis.

Diisi dengan Perhitungan kerugian pada pendapatan negara.
Diisi dengan Pendapat Penelaah.

Diisi dengan Tanggapan dari Penyidik.

Diisi dengan kesimpulan hasil Penelaahan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan tim Penyidik.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Tim Penelaah.
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120. CONTOH FORMAT LAPORAN PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DIKETAHUI
SEKETIKA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... 1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

LAPORAN PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DIKETAHUI SEKETIKA
NOMOr e, (2)
Tanggal @ ..o (3)

I. DASAR PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DIKETAHUI SEKETIKA
Surat Perintah Penugasan Nomor .............ccccccuvnnne, (4)tanggal .....ovvvvvveeeeeeeeeeee, (5).

II. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DIKETAHUI
SEKETIKA

No. Nama NPWP
To | o, (6) ] e, (7)
[ T T (6) ] e (7)

[ll. KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN

VI. KESIMPULAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
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PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DIKETAHUI SEKETIKA

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor Laporan Penanganan Tindak Pidana yang Diketahui
Seketika.

Angka 3 : Diisi dengan tanggal Laporan Penanganan Tindak Pidana yang Diketahui
Seketika.

Angka 4 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Penugasan penanganan tindak pidana
yang diketahui seketika.

Angka 5 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penugasan penanganan tindak pidana
yang diketahui seketika.

Angka 6 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan penanganan
tindak pidana yang diketahui seketika.

Angka 7 . Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas orang pribadi
atau badan yang dilakukan penanganan tindak pidana yang diketahui
seketika.

Angka 8 : Diisi dengan kegiatan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika
yang telah dilakukan.

Angka 9 . Diisi dengan analisis peristiwa pidana.

Angka 10 : Diisi dengan resume hasil Penelaahan.

Angka 11 . Diisi dengan kesimpulan dan usulan tindak lanjut.

Angka 12  : Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Angka 13 : Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan
Hukum.

Angka 14  : Diisi dengan nama dan tanda tangan Penyidik.
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121. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG
DIKETAHUI SEKETIKA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON .......cooovvvveieeinevneen; FAKSIMILE oo ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DIKETAHUI SEKETIKA

Nomor ...........coccvveeennn. (2)

Pada hari ini ......... (3) tanggal .......... (4) bulan ............ (5) tahun .............. (6)
bertempat di ............... (7) berdasarkan Surat Perintah Penugasan nomor .................. (8)
tanggal .......... (9) atas:

Nama ettt et ettt e et eeeeeae et aaaaaeeaaeaaa e e e e e aaaae (10)

NPWP/Nomor Identltas .......................................................................... 11)

Pemeriksa Bukti Permulaan telah memeriksa orang pribadi yang diduga pelaku Tindak Pidana
di Bidang Perpajakan, meminjam dan/atau memeriksa Bahan Bukti, dan meminta keterangan.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tim Penyidik
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PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DIKETAHUI SEKETIKA

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Penanganan Tindak Pidana yang Diketahui
Seketika.

Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.
Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.
Diisi dengan nomor Surat Perintah Penugasan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penugasan.

Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan penanganan
tindak pidana yang diketahui seketika.

Diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak atau nomor identitas orang pribadi
atau badan yang dilakukan penanganan tindak pidana yang diketahui
seketika.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/wakil/kuasa yang dilakukan
penanganan tindak pidana yang diketahui seketika.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Penyidik.
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122. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS EVALUASI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)
TELEPON ... ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT TUGAS EVALUASI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Nomor: ST-.....oiiiiiiine, (2)

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas Pemeriksaan Bukti Permulaan, dengan ini
kami menugasi:

No Nama NIP Jabatan Dalam Tim
T @ | 4 (5)
n| . @ 4 1 (5)

untuk melakukan evaluasi atas hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah dilaksanakan
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai berikut:

No Nomor Tanggal
T |, (6) ] (7)
3 T (6) e ——— (7)

Surat tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai dan setelah
evaluasi selesai dilaksanakan agar segera menyampaikan laporan.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TUGAS EVALUASI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor surat tugas evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 3 : Diisi dengan nama pegawai yang ditugaskan.

Angka 4 :  Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pegawai yang ditugaskan.

Angka 5 . Diisi dengan jabatan pegawai yang ditugaskan.

Angka 6 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 7 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 8 . Diisi dengan kota surat tugas evaluasi pemeriksaan bukti permulaan.

Angka 9 . Diisi dengan tanggal surat tugas evaluasi pemeriksaan bukti permulaan.

Angka 10 : Diisi dengan nama jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Angka 11 : Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala Unit Pelaksana Penegakan

Hukum.
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123. CONTOH FORMAT PERMINTAAN KONFIRMASI ATAS HASIL EVALUASI
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... 1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..o, ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR .......ccevviinnn (2)

Yth : Tim Pemeriksa Bukti Permulaan

1 (4)

2 (4)
Dari P (5) selaku Tim Evaluator Pemeriksaan Bukti Permulaan
Sifat : Segera
Lampiran ... (6)
Hal : Permintaan Konfirmasi atas Hasil Evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tanggal ...l (3)

Sehubungan dengan penugasan evaluasi kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan
berdasarkan Surat Tugas nomor ..................... (7)tanggal ..................... (8) atas kegiatan
Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai berikut:

NO NOMOR TANGGAL
T o, (9) |, (10)
N | o (9) |eoo oo (10)

bersama ini kami sampaikan permintaan konfirmasi atas hasil evaluasi pemeriksaan bukti
permulaan sebagaimana terlampir.

Kami harapkan, konfirmasi atas hasil evaluasi pemeriksaan bukti permulaan tersebut
dapat Saudara sampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal nota dinas ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima
kasih.

Tembusan:
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LAMPIRAN

Nota Dinas .......ccceeeeennnens (5)
Nomor . (2)
Tanggal  aeeieiieieiieieeane. (3)

DAFTAR KONFIRMASI HASIL EVALUASI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

|. DETAIL INFORMASI KEGIATAN YANG DIEVALUASI

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti : | No. Nomor Tanggal

Permulaan LT (9) e (10
LT PP (9) e (10

Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan : ..................... (13)tanggal ............ccenels (14)

Unit Pelaksana Penegakan Hukum L (15)

Kategori Kasus PP (16)

II. DAFTAR TEMUAN DAN HASIL KONFIRMASI

No Kategori dan Aspek Rincian Temuan dan Permintaan Konfirmasi
1. | Kategori: .................... 17) Temuan:
ey e (20)
Aspek: ... (18)
Dokumen referensi:
....................... (19)
Pertanyaan:




Kategori: ........ccceovninie (17) Temuan:
ASPEK: oo (18) | (20)
Dokumen referensi:

Pertanyaan:
....................... (19) e (21)

Tim Evaluator Pemeriksaan Bukti
Permulaan




Angka 1
Angka 2
Angka 3

Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
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PETUNJUK PENGISIAN
PERMINTAAN KONFIRMASI ATAS HASIL EVALUASI
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor nota dinas permintaan konfirmasi atas hasil evaluasi
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tanggal nota dinas permintaan konfirmasi atas hasil evaluasi
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan tujuan nota dinas.

Diisi dengan jabatan penandatangan.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan nomor Surat Tugas Evaluasi.

Diisi dengan tanggal Surat Tugas Evaluasi

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan nama penandatangan.

Diisi dengan tembusan nota dinas.

Diisi dengan nomor Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Diisi dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan kategori kasus.

Diisi dengan kategori evaluasi.

Diisi dengan aspek evaluasi.

Diisi dengan dokumen referensi.

Diisi dengan rincian temuan.

Diisi dengan pertanyaan klasifikasi.
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124. CONTOH FORMAT CONTOH FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI HASIL
EVALUASI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA KONFIRMASI
HASIL EVALUASI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Nomor ..........c.oeeeinnne. (2)
Pada hari ini ........... (3), tanggal ........... (4) bulan ........ (5) tahun ........... (6)
bertempatdi ........... (7), kami:
No Nama NIP Jabatan Dalam Tim
10 @ | o | (10)
n| @ | o | (10)
berdasarkan Surat Tugas Evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ........... (11) tanggal

........... (12) telah melakukan konfirmasi atas temuan evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan
dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tim Evaluator Pemeriksaan Bukti Permulaan, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan,
............................... 14
............................... (13) (14)
(14)
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LAMPIRAN
BERITA ACARA KONFIRMASI HASIL EVALUASI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Nomor .........coveiinennen. (2)
I. DETAIL INFORMASI KEGIATAN YANG DIEVALUASI
Surat Perintah Pemeriksaan Bukti : No. Nomor Tanggal
Permulaan L TP (15) (16)
T P (15) (16)
Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan : ....................... (17)tanggal ..........coeenl. (18)
Unit Pelaksana Penegakan Hukum L (19)
Kategori Kasus L (20)
II. DAFTAR TEMUAN DAN HASIL KONFIRMASI
No Kategori dan Aspek Rincian Temuan dan Hasil Konfirmasi
1. | Kategori: ......cccooveninie (21) Temuan:
ASPEK: .o 22) | (24)
‘. Pertanyaan
Dokumen referensi: - (25)
....................... 23
(23) Tanggapan
....................... (26)
n | Kategori: ........cceeennn. (21) Temuan:
o (P (24)
Aspek: ... (22) Pertanyaan:
Dokumen referensi: | (25)
Tanggapan:
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Tim Evaluator Pemeriksaan Bukti Permulaan, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan,




Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13

Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
Angka 20
Angka 21
Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA KONFIRMASI HASIL EVALUASI
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Berita Acara Konfirmasi Hasil Evaluasi Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.

Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.

Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.

Diisi dengan nama Tim Evaluator Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Tim Evaluator Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan jabatan Tim Evaluator Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan nomor Surat Tugas Evaluasi
Diisi dengan tanggal Surat Tugas Evaluasi

Diisi dengan nama dan tanda tangan Tim Evaluator Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan nomor Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Diisi dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan kategori kasus.

Diisi dengan kategori evaluasi.

Diisi dengan aspek evaluasi.

Diisi dengan dokumen referensi.

Diisi dengan rincian temuan.

Diisi dengan pertanyaan klasifikasi.

Diisi dengan tanggapan klasifikasi.
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CONTOH FORMAT DAFTAR HASIL KONFIRMASI ATAS TEMUAN EVALUASI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................... (1)

TELEPON .....ovviiiiiiiiiiccee ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

DAFTAR HASIL KONFIRMASI ATAS TEMUAN EVALUASI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

DASAR PENUGASAN
Surat Tugas Evaluasi Pemeriksaan
Bukti Permulaan

. KEGIATAN YANG DIEVALUASI

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan

Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Unit Pelaksana Penegakan Hukum
Kategori Kasus

PELAKSANAAN KONFIRMASI

Surat Permintaan Konfirmasi

Jawaban Permintaan Konfirmasi

............................... (2)tanggal ........c.cociiiiiinnn . (3)

No. Nomor Tanggal
1o (4) (5)
N | o 4) (5)

....................... (6)tanggal .......ceceveeeee . (7)

....................... (8)

....................... (9)

....................... (10)tanggal ........ccceenenenn . (11)

....................... (12) tanggal .......................(13)
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IV. DAFTAR TEMUAN DAN HASIL KONFIRMASI
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No Kategori dan Aspek Rincian Temuan dan Hasil Konfirmasi
1. | Kategori: .......cocevevenen. (14) Temuan:
ASPEK: .o, (15) | s (17)
Dokumen referensi: Pertanyaan
....................... (18)
....................... 16
(16) Tanggapan
....................... (19)
n | Kategori: .................... (14) Temuan:
L ey e (17)
Aspek: ..o (15) Pertanyaan
Dokumen referensi: | (18)
....................... (16) Tanggapan
....................... (19)




Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
Angka 16
Angka 17
Angka 18
Angka 19
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR HASIL KONFIRMASI ATAS TEMUAN EVALUASI
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Surat Tugas Evaluasi

Diisi dengan tanggal Surat Tugas Evaluasi

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan nomor Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Diisi dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan kategori kasus.

Diisi dengan nomor surat permintaan konfirmasi.

Diisi dengan tanggal surat permintaan konfirmasi.

Diisi dengan nomor surat jawaban konfirmasi.

Diisi dengan tanggal surat jawaban konfirmasi.

Diisi dengan kategori evaluasi.

Diisi dengan aspek evaluasi.

Diisi dengan dokumen referensi.

Diisi dengan rincian temuan.

Diisi dengan pertanyaan konfirmasi.

Diisi dengan tanggapan konfirmasi.
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CONTOH FORMAT DAFTAR TEMUAN EVALUASI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

............. (1)

TELEPON ..o ; FAKSIMILE ..., ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

DAFTAR TEMUAN EVALUASI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

DASAR PENUGASAN
Surat Tugas Evaluasi Pemeriksaan
Bukti Permulaan

. KEGIATAN YANG DIEVALUASI

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan

Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Unit Pelaksana Penegakan Hukum
Kategori Kasus

Jatuh Tempo Penyelesaian Kasus
Jangka Waktu Penyelesaian Kasus

No Nomor Tanggal
1o (4) (5)
N | o 4) (5)

....................... (6)tanggal .......ceceveeeee . (7)

....................... (8)

....................... (9)

....................... (10)

....................... (11)
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[ll. DAFTAR TEMUAN
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No Kategori dan Aspek Rincian Temuan dan Hasil Konfirmasi
1. | Kategori: .......cocevevenen. (12) Temuan:
ASPEK: .o, (13) | (15)
Dokumen referensi:
....................... (14)
n | Kategori: .................... (12) Temuan
ASPEK: .o, (13) e (15)
Dokumen referensi:
....................... (14)




Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13
Angka 14
Angka 15
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR TEMUAN EVALUASI
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Diisi dengan nomor Surat Tugas Evaluasi

Diisi dengan tanggal Surat Tugas Evaluasi

Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Diisi dengan nomor Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Diisi dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Diisi dengan kategori kasus.

Diisi dengan jatuh tempo penyelesaian kasus.

Diisi dengan jangka waktu penyelesaian kasus.

Diisi dengan kategori evaluasi.

Diisi dengan aspek evaluasi.

Diisi dengan dokumen referensi.

Diisi dengan rincian temuan.



402

127. CONTOH FORMAT LAPORAN EVALUASI KEGIATAN PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................... (1)

TELEPON ..ot ; FAKSIMILE ... ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id: informasi@pajak.go.id

LAPORAN EVALUASI KEGIATAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Nomor: ........ccoevivinnen. (2)

I. DASAR PENUGASAN
Surat Tugas Evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor ...................... (3) tanggal

II. KEGIATAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN YANG DIEVALUASI

A. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

No Nomor Tanggal
1 P (B) |t (6)
T PP (B) | v (6)
Status Perpanjangan P (7)
Persetujuan Perpanjangan Jangka | :| ..o (8)
Waktu Penyelesaian kasus tanggal ..............oc (9)

B. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. | Laporan Pemeriksaan Bukti e (10)

Permulaan tanggal ... (11)
2. | Unit Pelaksana Penegakan Hukum | @ | ... (12)
3. | Kategori Kasus P (13)
4. | Jatuh Tempo Penyelesaian Kasus S PP (14)
5. | Jangka Waktu Penyelesaian Kasus | i | .....ccociiiiiiiiiiiiiiiiiiienn (15)

C. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan

No Nama NIP Jabatan

T o, (16) | coeoeeoe e, (A7) | oo (18)
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[ll. PELAKSANAAN KONFIRMASI HASIL TEMUAN

1. Surat Permintaan Konfirmasi P PPN RN (19)
tanggal ..., (20)
2. Jawaban Permintaan Konfirmasi (21) : [__]‘Korespondensi
................................. (22)
tanggal ...l (23)
[ ] Langsung
................................. (24)
tanggal ...l (25)

V. IKHTISAR HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI

Rincian hasil temuan sebagaimana terlampir.

V. KESIMPULAN

VI. PENUTUP

Seluruh rangkaian kegiatan evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan telah dilaksanakan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku secara umum dan dapat
dipertanggungjawabkan. Demikian laporan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.
.............................. (27)

Mengetahui,

Tim Evaluator Pemeriksaan Bukti
........................... (28)

Permulaan,
........................... (29) PSPPI ¢ 10)

........................... (30)
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LAMPIRAN

Laporan Evaluasi Kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Nomor P (2)

Tanggal  :.eeeiiiiiinen... 27)

RINCIAN HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI| ATAS KEGIATAN EVALUASI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

No Kategori dan Aspek Rincian Temuan dan Hasil Konfirmasi
1. | Kategori: .............c.ei. (31) Temuan:
Aspek: ... (32) (34)
Dokumen referensi: Pertanyaan:
----------------------- (33) RN )
Tanggapan:
....................... (36)
Rekomendasi
....................... (37)
n | Kategori: ........c.coooenne. (31) Temuan:
Aspek: ... (32) (34)
Dokumen referensi: Pertanyaan:
....................... (33) viiiiiiiiiininann...(35)
Tanggapan:
....................... (36)
Rekomendasi
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PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN EVALUASI KEGIATAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Angka 1 . Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana
Penegakan Hukum.

Angka 2 . Diisi dengan nomor Laporan Evaluasi Kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 3 . Diisi dengan nomor Surat Tugas Evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 4 . Diisi dengan tanggal Surat Tugas Evaluasi Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 5 . Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 6 . Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 7 . Diisi dengan status perpanjangan jangka waktu penyelesaian kasus.

Angka 8 : Diisi dengan nomor surat persetujuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian
kasus.

Angka 9 . Diisi dengan tanggal surat persetujuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian
kasus.

Angka 10 : Diisi dengan nomor Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 11 : Diisi dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 12  : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Penegakan Hukum.

Angka 13 : Diisi dengan kategori kasus.

Angka 14  : Diisi dengan jatuh tempo penyelesaian kasus.

Angka 15 : Diisi dengan jangka waktu penyelesaian kasus

Angka 16 : Diisi dengan nama Tim Pemeriksa Bukti Permulaan

Angka 17  : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP)Tim Pemeriksa Bukti Permulaan

Angka 18 : Diisi dengan Jabatan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan

Angka 19 : Diisi dengan nomor surat permintaan konfirmasi.

Angka 20 : Diisi dengan tanggal surat permintaan konfirmasi..

Angka 21 : Diisi dengan checklist jawaban permintaan konfirmasi.

Angka 22  : Diisi dengan nomor surat jawaban konfirmasi.

Angka 23 : Diisi dengan tanggal surat jawaban konfirmasi..

Angka 24 : Diisi dengan nomor berita acara konfirmasi hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 25 : Diisi dengan tanggal berita acara konfirmasi hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 26  : Diisi dengan resume dan kesimpulan hasil evaluasi

Angka 27 : Diisi dengan tanggal Laporan Evaluasi Kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 28 : Diisi dengan jabatan penandatangan.

Angka 29 : Diisi dengan nama penandatangan.

Angka 30 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Tim Evaluator Pemeriksaan Bukti

Permulaan.



Angka 31
Angka 32
Angka 33
Angka 34
Angka 35
Angka 36
Angka 37
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Diisi dengan kategori evaluasi.

Diisi dengan aspek evaluasi.

Diisi dengan dokumen referensi.

Diisi dengan rincian temuan.

Diisi dengan pertanyaan konfirmasi.
Diisi dengan tanggapan konfirmasi.
Diisi dengan rekomendasi atas temuan.

Direktur Jenderal Pajak

Suryo Utomo
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